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Kepalitan merupakan salah satu keadaan dimana terjadinya 

prosedur hukum yang dilakukan oleh para kreditur terhadap debitur yang 

tidak dapat membayar hutang-hutangnya. Proses kepailitan dilakukan 

dengan terlebih dahulu diajukan ke pengadilan oleh para kreditur 

(minimal ada 2 kredtur) kepada debitur yang sama. Pengadilan yang 

berwenang yaitu Pengadilan Niaga. Memahami proses kepailitan 

penting bagi pihak-pihak yang telah menentukan bahwa jalur ini 

merupakan jalan keluar bagi kreditur maupun debitur untuk 

menyelesaikan masalah. Pemahaman yang kromprehensif mengenai 

kepailitan bukan hanya bagi mahasiswa hukum, tetapi juga perlu untuk 

dipahami bagi masyarakat umum (calon kreditur), dalam mengambil 

atau tidak mengambil tindakan pailit pada debiturnya.  

UU Kepailitan lahir dan berlaku untuk memberikan perlindungan 

hukum bagi debitur, kreditur, dan pihak-pihak yang terkait. Selain itu 

UU Kepailitan memberikan ruang yang luas bagi debitur untuk 

melakukan tindakan pertanggungjawaban hukum nya terhadap tindakan-

tindakan yang dilakukan dan menimbulkan kerugian bagi para 

krediturnya. Bagi debitur yang dinyatakan pailit menjadi solusi terbaik 

agar tidak melakukan tindakan yang lebih merugikan bagi para kreditur 

ataupun pihak-pihak yang terkait. UU kepailitan memberikan wadah 

bagi kredtur untuk melindungi kepentingannya. Selain itu para kreditur 

akan terlindungi dari berbagai pengalihan harta debitur secara tidak 

berkeadilan. 

UU Kepalitian mengatur dengan baik pencegahan terjadinya 

penyalahgunaan sistem kepalitian oleh debitur yang tidak jujur. Tujuan 

terjadinya kepailitan salah satunya untuk melindungi kreditur dan 

piutang-piutangnya dapat terbayarkan sebelum terjadinya kerugian-

kerugian yang lebih besar.  

  



ii Hukum Kepailitan 

Buku ini hadir untuk mempresntasikan seluk beluk mengenai 

kepailitan bagi mahasiswa yang memiliki keingina  kuat untuk 

mempelaari tentang kepalitian. Selamat membaca dan memberikan 

sumbangsih nyata bagi perkembangan hukum kepalitian di Indonesia. 

 

Salam Semangat,  

Prof. Dr. Dewi 

Sulistianingsih, S.H., M.H.
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 Hukum kepailitan menjadi salah satu bidang yang semakin 

penting dalam konteks globalisasi dan dinamika ekonomi yang terus 

berkembang. Dalam era mana risiko bisnis menjadi semakin kompleks, 

pemahaman yang kuat tentang hukum kepailitan menjadi kunci dalam 

menjaga stabilitas sistem ekonomi dan melindungi kepentingan berbagai 

pihak yang terlibat. Di era yang dinamis ini, pemahaman yang mendalam 

tentang hukum kepailitan menjadi semakin krusial.  

 

Buku ajar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 

menyeluruh tentang konsep, proses, dan praktek hukum kepailitan, serta 

implikasi ekonomi dan sosialnya. Dengan memberikan wawasan yang 

mendalam tentang berbagai aspek hukum kepailitan, diharapkan 

pembaca dapat menghadapi tantangan yang muncul dengan lebih baik, 

baik sebagai praktisi hukum, pemilik bisnis, atau individu yang terkena 

dampak langsung.  

 

Semoga buku ajar ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat 

bagi semua pembaca dalam memahami hukum kepailitan, serta 

memberikan kontribusi positif dalam upaya menciptakan lingkungan 

bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan. 

 

Salam Hangat,  

 

 

Penulis
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ANALISIS INSTRUKSIONAL 

 

 

No Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan 

Indikator 

1 Mampu memahami terkait 

dengan pengenalan tentang 

kepailitan dan PKPU, serta 

memahami tujuan dan manfaat 

buku ini, sehingga pembaca dapat 

memahami tetang hukum 

kepailitan dengan baik. 

• Pengenalan tentang 

Kepailitan dan PKPU 

• Tujuan dan Manfaat 

Buku  

2 Mampu memahami terkait 

dengan definisi ruang lingkup 

hukum dan PKPU, memahami 

prinsip-prinsip dasar hukum 

kepailitan dan PKPU, memahami 

peran dan fungsi pengadilan 

niaga, serta memahami asas-asas 

dalam kepailitan, sehingga 

pembaca dapat menghadapi 

tantangan-tantangan yang 

mungkin timbul dalam konteks 

hukum kepailitan dengan lebih 

kompeten dan percaya diri. 

• Definisi dan Ruang 

Lingkup Hukum 

Kepailitan & PKPU 

• Prinsip-prinsip Dasar 

Hukum Kepailitan & 

PKPU 

• Peran dan Fungsi 

Pengadilan Niaga 

• Asas-asas dalam 

Kepailitan 

 

3 Mampu memahami terkait 

dengan kewenangan kurator, 

termasuk debitur, kreditor, 

kreditor lain serta memahami hak 

dan kewajiban masing-masing 

para pihak, sehingga pembaca 

dapat menghadapi kompleksitas 

dan tantangan dalam konteks 

hukum kepailitan dengan lebih 

baik, serta memberikan 

kontribusi yang positif dalam 

• Kreditor dan Debitur 

• Hak dan Kewajiban Para 

Pihak 
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penyelesaian kasus-kasus 

kepailitan secara efisien dan adil. 

4 Mampu memahami terkait 

dengan definisi dan syarat, 

memahami hukum acara 

pengadilan niaga dalam perkara 

kepailitan, serta memahami 

akibat hukum pernyataan pailit, 

sehingga pembaca dapat 

mengelola proses kepailitan 

dengan lebih baik, serta 

memberikan kontribusi yang 

positif dalam menyelesaikan 

kasus-kasus kepailitan secara 

efisien dan adil. 

• Definisi dan Syarat 

• Hukum Acara 

Pengadilan Niaga dalam 

Perkara Kepailitan 

• Akibat Hukum 

Pernyataan Pailit 

 

5 Mampu memahami terkait 

dengan definisi profesi kurator, 

memahami tugas dan 

kewenangan kurator, serta 

memahami kode etik profesi 

kurator, sehingga pembaca dapat 

menjadi seorang kurator yang 

kompeten dan dapat dipercaya, 

serta mampu mengelola proses 

kepailitan dengan baik demi 

kepentingan semua pihak yang 

terlibat. 

• Definisi Profesi Kurator 

• Tugas dan Kewenangan 

Kurator 

• Kode Etik Profesi 

Kurator 

 

6 Mampu memahami terkait 

dengan pengurusan, serta 

memahami pemberesan, sehingga 

pembaca dapat  mengelola proses 

pengurusan dan pemberesan 

kepailitan dengan baik, serta 

memberikan kontribusi yang 

positif dalam menyelesaikan 

kasus-kasus kepailitan secara 

efisien dan adil. 

• Pengurusan  Harta Pailit 

• Pemberesan Harta Pailit 

 



viii Hukum Kepailitan 

7 Mampu memahami terkait 

dengan definisi dan syarat 

penundaan kewajiban 

pembayaran utang, memahami 

hukum acara pengadilan niaga 

perkara PKPU, serta memahami 

akibat hukum PKPU, sehingga 

pembaca dapat mengelola proses 

PKPU dengan baik, serta 

memberikan kontribusi positif 

dalam menjaga kelangsungan 

operasional perusahaan dan 

memastikan kelangsungan usaha 

dalam jangka panjang. 

• Definisi dan Syarat 

Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang 

• Hukum Acara 

Pengadilan Niaga 

Perkara PKPU 

• Akibat Hukum PKPU 
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Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan pengenalan tentang kepailitan dan 

PKPU, serta memahami tujuan dan manfaat buku ini, sehingga 

pembaca dapat memahami tetang hukum kepailitan dengan baik. 

Materi Pembelajaran 

• Pengenalan tentang Kepailitan dan PKPU 

• Tujuan dan Manfaat Buku 

 

 

A. Pengenalan tentang Kepailitan dan PKPU 

 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) merupakan langkah awal yang penting dalam memahami sistem 

hukum yang mengatur kondisi keuangan perusahaan atau individu yang 

mengalami kesulitan. Kepailitan mengacu pada situasi di mana sebuah 

entitas tidak mampu lagi memenuhi kewajiban keuangannya kepada 

kreditur, sementara PKPU adalah proses hukum yang memberikan 

kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan utang-utangnya 

dengan cara yang terstruktur, melalui penundaan pembayaran utang 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kedua 

konsep ini menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara 

perlindungan kepentingan kreditur dan memberikan kesempatan bagi 

pihak yang berhutang untuk memulihkan keuangan. Dengan memahami 

prinsip-prinsip dasar kepailitan dan PKPU, kita dapat melihat bagaimana 

hukum memberikan kerangka kerja untuk mengatasi krisis keuangan dan 

melindungi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. 

 

1. Pengertian 

Kepailitan adalah kondisi yang menyatakan bahwa seorang 

debitur tidak mampu membayar utang-utangnya, yang ditetapkan 

melalui putusan hakim. Sebagaimana disebutkan oleh A. F. Elly Erawaty 
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dan J. S. Badudu (1996), prosedur hukum yang terkait dengan 

menyelesaikan utang-utang debitur yang dinyatakan pailit dikenal 

sebagai bankruptcy proceeding atau prosedur kepailitan. Selanjutnya, 

menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio (1978), pailit merupakan kondisi 

di mana seorang debitur berhenti membayar utang-utangnya dan harta 

kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan untuk dimanfaatkan 

bagi semua kreditur.   Menurut Henry Campbell Black, bangkrut adalah 

kondisi seseorang yang tidak mampu membayar utangnya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku (1979). Pendapat A. Abdurrachman juga 

menggambarkan bahwa pailit atau bangkrut adalah ketika seseorang 

dinyatakan bangkrut oleh pengadilan dan harta yang dimilikinya 

digunakan untuk membayar utang-utangnya (1976). Menurut UU 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan Kepailitan 

adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan 

dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan 

Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Pada konteks hukum Indonesia, istilah "pailit" juga mencakup 

perusahaan dan individu, serta diatur dalam satu undang-undang yang 

berlaku untuk keduanya. Ini berbeda dengan beberapa negara yang 

menganut sistem common law, di mana istilah "insolvency" digunakan 

untuk perusahaan dan "bankruptcy" untuk individu. Selain kepailitan, 

terdapat juga PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

yang didefinisikan oleh Munir Fuady (2001) sebagai periode di mana 

debitur dan kreditur berunding untuk menyelesaikan utang-utang melalui 

rencana perdamaian. Dalam PKPU, pengadilan memberikan penundaan 

pembayaran utang dengan tujuan mencapai perdamaian antara debitur 

dan krediturnya. Dengan demikian, kepailitan dan PKPU merupakan 

mekanisme hukum yang penting dalam menangani situasi keuangan 

yang sulit, baik bagi individu maupun perusahaan, dengan 

memperhatikan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. 

 

2. Tujuan 

a. Tujuan Kepailitan 

Tujuan Kepailitan adalah untuk melindungi para kreditor 

untuk memperoleh hak mereka, menjamin agar pembagian harta 

kekayaan Debitor sesuai dengan asas pari pasu pro rata parte dan 

mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan yang 
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merugikan kepentingan para Kreditor.perbuatan yang merugikan 

kepentingan para Kreditor. 

Seiring dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPU, terjadi perubahan 

signifikan dalam prosedur beracara untuk perkara kepailitan. 

Berbagai ketentuan baru dalam Undang-Undang Kepailitan 

menetapkan dasar-dasar baru dalam proses beracara yang 

sebelumnya berlaku untuk pemeriksaan perkara kepailitan. 

Tujuan penyelesaian masalah utang-piutang dunia usaha melalui 

proses kepailitan adalah memastikan proses tersebut berlangsung 

secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Dalam Undang-Undang 

Kepailitan, terdapat ketentuan kerangka waktu yang tegas untuk 

setiap proses pemeriksaan permohonan kepailitan. Pada Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004, di mana kerangka waktu putusan 

permohonan Pernyataan Pailit sudah harus jatuh/diputuskan 60 

hari di tingkat Pengadilan Niaga, 60 hari di tingkat kasasi, dan 30 

hari di tingkat peninjauan kembali. 

Keputusan pailit memiliki dua sifat khusus yang 

membedakannya dari keputusan perkara perdata pada umumnya. 

Pertama, keputusan pailit bersifat publisitas karena harus 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 

setidaknya 2 surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim 

Pengawas. Kedua, keputusan pailit bersifat serta merta, yang 

berarti dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun terhadap 

putusan tersebut diajukan upaya hukum. Salah satu kelebihan 

ketentuan kepailitan adalah dibentuknya Pengadilan Niaga di 

lingkungan peradilan umum untuk menangani masalah-masalah 

perniagaan, khususnya kepailitan dan penundaan kewajiban 

pembayaran utang. Sebelumnya, penyelesaian masalah 

kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah 

wewenang Pengadilan Negeri. 

Masalah utang-piutang yang mengarah pada sengketa antara 

debitor dan kreditor sering kali timbul akibat ketidakmampuan 

salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang 

yang telah jatuh tempo. Hal ini dapat dipahami dari dua 

pendekatan, yaitu perbedaan antara apa yang seharusnya 

dilakukan (das Sollen) dengan kenyataan yang ada (das Sein), 
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serta perbedaan antara harapan dengan kenyataan yang terjadi. 

Meskipun Undang-undang Kepailitan tidak secara eksplisit 

menyebutkan penyebab terjadinya kepailitan, namun fokusnya 

terutama pada kondisi di mana debitor berhenti membayar.  

Dalam Pasal 1 ayat (1) Faillissement verordening, disebutkan 

bahwa debitor dinyatakan pailit jika berhenti membayar utang-

utangnya, baik atas pelaporan sendiri maupun atas permintaan 

para berpiutangnya, yang ditetapkan melalui putusan hakim. 

Namun, rumusan ini menimbulkan kesulitan dalam pembuktian 

apakah debitor benar-benar berhenti membayar utang. Misalnya, 

apakah debitor dianggap berhenti membayar jika hanya 

membayar sebagian dari utangnya atau jika pembayarannya tidak 

sebanding dengan nilai utang yang seharusnya dibayarnya.  

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 

kemudian mencantumkan bahwa debitor dinyatakan pailit jika 

tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh 

tempo dan dapat ditagih. Namun, penggunaan frasa "tidak 

membayar" ini juga menimbulkan masalah baru, di mana 

permohonan pailit dapat diajukan terlepas dari alasan di balik 

ketidakmampuan debitor untuk membayar, apakah karena tidak 

mampu (insolven) atau karena alasan lain, meskipun sebenarnya 

debitor masih mampu membayar (solven). Kondisi ini 

menunjukkan kompleksitas dalam menentukan apakah seorang 

debitor benar-benar berhenti membayar utangnya dan 

mencerminkan tantangan dalam menafsirkan hukum kepailitan. 

Perubahan dalam peraturan juga merupakan respons terhadap 

dinamika dan kompleksitas situasi yang terjadi dalam praktik 

hukum kepailitan, meskipun demikian, masih ada ruang untuk 

perbaikan lebih lanjut agar ketentuan hukum dapat 

mengakomodasi kebutuhan yang lebih baik dalam menangani 

masalah utang-piutang dan sengketa antara debitor dan kreditor. 

 

b. Tujuan PKPU 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

menawarkan solusi alternatif yang penting bagi perusahaan yang 

menghadapi kesulitan keuangan dan ancaman pailit. 

Dibandingkan dengan pailit yang berujung pada likuidasi aset, 
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PKPU memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menjalin 

perdamaian dengan para kreditornya, mencegah pailit, serta 

menyelamatkan usaha dan karyawan yang terlibat. Melalui 

PKPU, perusahaan dapat memulihkan stabilitas keuangan dan 

menjaga kelangsungan operasionalnya. Salah satu tujuan utama 

PKPU adalah memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk 

mencapai perdamaian dengan kreditornya. Melalui dialog dan 

negosiasi, perusahaan dapat menyusun rencana perdamaian yang 

mengatur pembayaran utang, baik secara penuh, sebagian, 

maupun melalui restrukturisasi utang. Kesepakatan ini 

membutuhkan itikad baik dan komitmen dari kedua belah pihak 

untuk mencapai solusi yang adil dan menguntungkan. 

PKPU juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pailit. 

Proses pailit memakan waktu lama, mahal, dan berdampak 

negatif pada reputasi perusahaan serta karyawan. Dengan 

menghindari pailit melalui PKPU, perusahaan dapat 

mempertahankan usahanya dan melanjutkan operasionalnya, 

sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di 

sekitarnya. PKPU juga memiliki peran penting dalam 

menyelamatkan usaha dan menjaga kelangsungan hidup 

karyawan. Melalui PKPU, perusahaan yang mengalami kesulitan 

keuangan dapat mendapatkan kesempatan kedua untuk bangkit 

dan berkembang. Hal ini membantu menjaga lapangan kerja dan 

mata pencaharian karyawan, serta meminimalkan dampak sosial 

ekonomi yang negatif di masyarakat. 

 

3. Perbedaan Kepailitan dan PKPU 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) adalah dua proses hukum yang berbeda dalam penyelesaian 

masalah keuangan perusahaan. Kepailitan merupakan proses hukum di 

mana seorang debitor dinyatakan tidak mampu membayar utang-

utangnya dan asetnya akan dilakukan pemberesan oleh Kurator. Di sisi 

lain, PKPU merupakan alternatif yang lebih proaktif di mana perusahaan 

yang mengalami kesulitan keuangan dapat mengajukan penundaan 

pembayaran utang untuk mencapai kesepakatan dengan kreditornya. 

Perbedaan utama antara kepailitan dan PKPU terletak pada akibat hukum 

yang dihasilkan. Dalam kepailitan, proses berujung pada likuidasi aset 
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perusahaan untuk melunasi utang (jika Debitor tidak menawarkan suatu 

perdamaian), sedangkan dalam PKPU, tujuannya adalah mencapai 

perdamaian dengan kreditornya dan mencegah terjadinya pailit. 

Pada kepailitan, keputusan ditetapkan oleh pengadilan 

berdasarkan keadaan keuangan debitor yang tidak mampu membayar 

utangnya. Sementara dalam PKPU, perusahaan memiliki peran aktif 

dalam menyusun rencana perdamaian dengan kreditornya, yang 

kemudian harus disetujui oleh pengadilan. Ini menunjukkan bahwa 

PKPU lebih memperhatikan kesepakatan antara pihak-pihak yang 

terlibat. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses 

juga menjadi perbedaan antara kepailitan dan PKPU. Proses kepailitan 

umumnya lebih panjang dan kompleks karena melibatkan likuidasi aset, 

sedangkan PKPU cenderung lebih cepat karena fokusnya pada mencapai 

kesepakatan antara perusahaan dan kreditornya. Oleh karena itu, PKPU 

sering dianggap sebagai alternatif yang lebih efisien dan efektif dalam 

menangani masalah keuangan perusahaan. 

Aspek Kepailitan PKPU 

Tujuan 

Melindungi, memastikan 

kelancaran serta kepastian 

hukum bagi para Kreditur  

Mencapai perdamaian, 

mencegah pailit, 

menyelamatkan usaha, 

memberikan kesempatan 

restrukturisasi hutangnya. 

Debitur 
Dinyatakan pailit oleh 

Pengadilan 
Tidak dinyatakan pailit. 

Pengurus Kurator Pengurus 

Proses 

Lebih panjang dan kompleks, 

karena ada proses Pemberesan 

oleh Kurator 

Lebih singkat dan 

sederhana 

Biaya Lebih mahal Lebih murah 

Akibat 
Debitur kehilangan haknya atas 

semua kekayaannya 

Debitur masih memiliki 

hak atas sebagian 

kekayaannya 
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B. Tujuan dan Manfaat Buku 

 

Buku tentang hukum kepailitan memiliki tujuan dan manfaat 

yang penting dalam memberikan pemahaman yang komprehensif 

terhadap konsep, prosedur, dan implikasi praktis dalam penyelesaian 

masalah keuangan perusahaan. Dengan menguraikan tujuan dan 

manfaatnya, pembaca dapat memahami betapa relevannya dan 

bermanfaatnya mempelajari topik ini. 

 

1. Memahami Konsep dan Prinsip Kepailitan 

Buku tentang hukum kepailitan adalah sumber yang penting 

untuk memahami konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari fenomena 

kepailitan. Kepailitan merujuk pada keadaan di mana seorang debitor 

tidak mampu lagi membayar utang-utangnya kepada kreditornya sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Proses kepailitan melibatkan 

berbagai tahapan, termasuk pengajuan permohonan oleh debitor atau 

kreditornya, pemeriksaan pengadilan untuk menentukan status 

kepailitan, hingga likuidasi aset untuk melunasi utang. Dalam buku ini, 

pembaca akan diperkenalkan pada konsep dasar tentang apa itu 

kepailitan dan bagaimana prosesnya bekerja, akan mempelajari langkah-

langkah yang terlibat dalam penanganan kasus kepailitan, termasuk 

peran pengadilan, kurator, dan kreditur dalam proses ini. Hal ini penting 

karena pemahaman yang kuat tentang proses kepailitan akan membantu 

pembaca untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal kepailitan dan 

mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah 

keuangan. 

Buku tentang hukum kepailitan juga akan membahas prinsip-

prinsip hukum yang mengatur penyelesaiannya. Prinsip-prinsip ini 

mencakup hak-hak dan kewajiban debitor dan kreditur, prosedur 

pengadilan, dan proses penyelesaian utang. Dengan pemahaman yang 

mendalam tentang prinsip-prinsip ini, pembaca dapat mengevaluasi opsi 

penyelesaian yang tersedia dan memahami implikasi hukumnya. Buku 

ini juga akan membantu pembaca untuk memahami implikasi praktis 

dari hukum kepailitan dalam konteks bisnis dan hukum, akan 

mempelajari bagaimana kepailitan dapat memengaruhi operasi bisnis, 

struktur keuangan, dan reputasi perusahaan. Dengan demikian, pembaca 
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akan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi 

dalam menghadapi masalah keuangan yang kompleks. 

 

2. Menyediakan Panduan Praktis dalam Penyelesaian Masalah 

Keuangan 

Buku hukum kepailitan merupakan sumber yang berharga bagi 

praktisi hukum, profesional bisnis, dan individu yang terlibat dalam 

penyelesaian masalah keuangan perusahaan. Salah satu manfaat 

utamanya adalah menyediakan panduan praktis yang sangat dibutuhkan 

dalam menangani kasus kepailitan. Dalam buku ini, pembaca akan 

menemukan langkah-langkah konkret dan strategi hukum yang dapat 

diterapkan dalam setiap tahapan penyelesaian kepailitan. Panduan 

praktis yang disediakan mencakup berbagai aspek proses kepailitan, 

mulai dari tahap awal pengajuan permohonan hingga tahap akhir 

pemberesan aset. Pembaca akan diberikan panduan tentang bagaimana 

cara mengajukan permohonan kepailitan, prosedur yang harus diikuti 

dalam pengadilan, dan langkah-langkah praktis dalam mengelola aset 

perusahaan yang terkena dampak kepailitan. 

Buku ini juga akan memberikan wawasan tentang strategi hukum 

yang efektif dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama 

proses kepailitan. Hal ini mencakup pemahaman tentang hak-hak dan 

kewajiban debitor dan kreditur, cara mengatasi sengketa, dan langkah-

langkah yang dapat diambil untuk melindungi kepentingan perusahaan. 

Prosedur administratif yang rumit seringkali menjadi salah satu 

tantangan utama dalam penyelesaian kepailitan. Oleh karena itu, buku 

ini juga akan memberikan tip-tip praktis tentang bagaimana cara 

mengelola prosedur administratif dengan efisien dan efektif. Pembaca 

akan diberikan saran tentang dokumentasi yang diperlukan, cara 

menghadapi masalah birokrasi, dan langkah-langkah yang dapat diambil 

untuk mempercepat proses penyelesaian. 

Dengan menyediakan panduan praktis yang komprehensif, buku 

hukum kepailitan memungkinkan pembaca untuk menghadapi masalah 

keuangan perusahaan dengan lebih percaya diri dan terorganisir. 

Panduan ini akan membantu untuk menghindari kesalahan yang umum 

terjadi dalam penyelesaian kepailitan dan mencapai hasil yang optimal 

bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, buku hukum 

kepailitan tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tentang konsep 
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dan prinsip-prinsip kepailitan, tetapi juga menyediakan panduan praktis 

yang sangat dibutuhkan bagi yang terlibat dalam penyelesaian masalah 

keuangan perusahaan. 

 

3. Membantu Identifikasi Risiko dan Peluang 

Buku hukum kepailitan tidak hanya memberikan pemahaman 

tentang konsep dan proses kepailitan, tetapi juga membantu pembaca 

dalam mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan kasus 

kepailitan. Salah satu tujuan utamanya adalah memberikan wawasan 

yang mendalam tentang potensi risiko yang mungkin timbul selama 

proses kepailitan. Dengan memahami risiko-risiko ini, pembaca dapat 

mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai untuk mengurangi 

dampak negatifnya. Identifikasi risiko-risiko dalam kasus kepailitan 

dapat meliputi kerugian finansial, reputasi perusahaan yang tercoreng, 

dan potensi sengketa hukum yang kompleks. Buku ini akan membantu 

pembaca untuk mengenali risiko-risiko ini dan memberikan saran 

tentang cara mengelolanya secara efektif. Hal ini penting karena dengan 

mengantisipasi risiko-risiko tersebut, pembaca dapat mengambil 

langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan perusahaan 

dan pihak-pihak terkait lainnya. 

Buku hukum kepailitan juga akan membantu pembaca dalam 

mengidentifikasi peluang-peluang yang mungkin muncul dalam proses 

kepailitan. Meskipun kepailitan seringkali dianggap sebagai akhir dari 

suatu perusahaan, namun dalam banyak kasus, ada peluang-peluang 

untuk mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk memaksimalkan 

hasilnya. Misalnya, restrukturisasi utang, penjualan aset yang 

menguntungkan, atau kesepakatan perdamaian yang menguntungkan 

bagi semua pihak. Dengan memahami peluang-peluang ini, pembaca 

dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memanfaatkannya. 

Buku ini akan memberikan panduan tentang cara mengidentifikasi dan 

mengeksploitasi peluang-peluang yang muncul dalam proses kepailitan. 

Dengan demikian, pembaca akan dapat mengambil keputusan yang lebih 

cerdas dan proaktif untuk memaksimalkan hasil dalam situasi yang 

menantang ini. 
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4. Memberikan Perspektif Hukum dan Bisnis yang Seimbang 

Buku hukum kepailitan tidak hanya fokus pada aspek hukum 

semata, tetapi juga bertujuan untuk memberikan perspektif yang 

seimbang antara hukum dan bisnis dalam penyelesaian masalah 

keuangan perusahaan. Tujuan utamanya adalah memberikan 

pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hukum kepailitan 

mempengaruhi operasi bisnis, struktur keuangan, dan reputasi 

perusahaan secara keseluruhan. Dengan memahami keterkaitan antara 

hukum dan bisnis, pembaca akan dapat melihat lebih jelas bagaimana 

setiap keputusan hukum dapat memengaruhi kesehatan finansial dan 

kelangsungan usaha perusahaan. Buku ini akan membahas studi kasus, 

analisis, dan contoh konkret untuk mengilustrasikan bagaimana 

keputusan hukum tertentu dapat berdampak pada berbagai aspek bisnis, 

mulai dari manajemen keuangan hingga hubungan dengan mitra bisnis 

dan pelanggan. 

Buku ini juga akan memberikan wawasan tentang bagaimana 

perusahaan dapat menggunakan hukum kepailitan sebagai alat strategis 

untuk mengelola risiko keuangan dan menjaga stabilitas operasionalnya. 

Dengan memahami kerangka hukum yang mengatur kepailitan, 

perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnis yang lebih kokoh dan 

responsif terhadap kondisi pasar yang berubah-ubah. Pembaca juga akan 

diberikan pemahaman tentang bagaimana perusahaan dapat membangun 

sistem manajemen risiko yang efektif yang mengintegrasikan aspek 

hukum kepailitan dalam strategi bisnis. Hal ini akan membantu 

perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko 

keuangan dengan lebih baik, sehingga dapat mengurangi kemungkinan 

terjadinya masalah keuangan yang serius di masa depan. Dengan 

membahas perspektif yang seimbang antara hukum dan bisnis, buku ini 

akan membantu pembaca untuk membuat keputusan yang lebih baik dan 

lebih terinformasi dalam menghadapi masalah keuangan perusahaan. 

Melalui pemaduan antara aspek hukum dan bisnis, pembaca akan dapat 

mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan 

perusahaan dan menjaga kelangsungan operasionalnya dalam situasi 

yang menantang. 
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5. Mendorong Pemahaman yang Mendalam dan Kritis 

Buku hukum kepailitan tidak hanya bertujuan untuk membahas 

informasi secara sekilas, tetapi juga untuk mendorong pembaca agar 

memiliki pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap topik tersebut. 

Tujuan ini dicapai melalui beberapa pendekatan, termasuk analisis 

mendalam tentang perkembangan terbaru dalam hukum kepailitan, studi 

kasus aktual, dan diskusi tentang isu-isu kontemporer yang relevan 

dengan kepailitan. Buku ini akan memberikan analisis yang mendalam 

tentang perkembangan terbaru dalam hukum kepailitan. Ini termasuk 

pemahaman tentang perubahan-perubahan perundang-undangan terbaru, 

keputusan pengadilan yang signifikan, dan tren industri yang 

mempengaruhi praktik kepailitan. Dengan memahami perkembangan 

terbaru ini, pembaca akan dapat mengikuti perkembangan hukum 

kepailitan secara akurat dan memahami implikasinya terhadap praktik 

bisnis. 

Buku ini akan membahas studi kasus aktual yang 

mengilustrasikan penerapan konsep-konsep kepailitan dalam situasi 

nyata. Studi kasus ini akan melibatkan kasus-kasus nyata dari berbagai 

sektor industri dan kompleksitas, yang memungkinkan pembaca untuk 

memahami bagaimana konsep-konsep teoritis diterapkan dalam konteks 

praktis. Dengan mempelajari studi kasus ini, pembaca akan dapat 

mengidentifikasi pola-pola umum, tantangan yang dihadapi, dan strategi 

yang efektif dalam menyelesaikan masalah kepailitan. Buku ini akan 

memfasilitasi diskusi tentang isu-isu kontemporer dalam kepailitan. Ini 

termasuk pembahasan tentang isu-isu kontroversial, perdebatan tentang 

perubahan kebijakan, dan analisis tentang dampak kepailitan terhadap 

berbagai aspek masyarakat dan ekonomi. Melalui diskusi ini, pembaca 

akan didorong untuk mengembangkan pemikiran kritis sendiri tentang 

masalah-masalah kepailitan, serta menyusun pendapat yang berdasarkan 

analisis yang mendalam. 
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Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan definisi ruang lingkup hukum 

Kepailitan dan PKPU, memahami prinsip-prinsip dasar hukum 

kepailitan dan PKPU, memahami peran dan fungsi pengadilan niaga, 

serta memahami asas-asas dalam kepailitan, sehingga pembaca dapat 

menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin timbul dalam konteks 

hukum kepailitan dengan lebih kompeten dan percaya diri. 

Materi Pembelajaran 

• Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Kepailitan & PKPU 

• Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kepailitan & PKPU 

• Peran dan Fungsi Pengadilan Niaga 

• Asas-asas dalam Kepailitan 

• Soal Latihan 

 

 

A. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Kepailitan & PKPU 

 

Untuk memahami hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU), penting untuk memahami definisi serta 

ruang lingkup keduanya. Berikut adalah lima poin pembahasan yang 

akan membahas hal tersebut: 

 

1. Definisi Hukum Kepailitan dan PKPU 

Hukum kepailitan merupakan satu set peraturan hukum yang 

menetapkan prosedur dan mekanisme ketika seorang debitor, baik itu 

individu maupun badan usaha, dianggap tidak mampu lagi untuk 

memenuhi kewajibannya membayar utang kepada kreditornya.  

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit 

yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah 
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pengawasan Hakim Pengawas (Pasal 1 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan PKPU).Dalam konteks ini, hukum kepailitan 

bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para kreditur dan 

mengatur penyelesaian utang dengan cara yang adil dan efisien. Proses 

hukum kepailitan dimulai ketika debitor atau kreditur mengajukan 

permohonan kepada pengadilan untuk menyatakan debitor sebagai pailit. 

Setelah dinyatakan pailit, pengadilan akan mengawasi proses 

penyelesaian utang, termasuk pengelolaan dan likuidasi aset debitor 

untuk membayar utang kepada kreditur. 

PKPU, atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

merupakan alternatif lain yang diberikan kepada debitor yang 

menghadapi masalah keuangan. Proses ini memungkinkan debitor yang 

memiliki dua atau lebih kreditor untuk menunda pembayaran utangnya 

sementara waktu dengan maksud mencapai perdamaian antara debitor 

dan para kreditornya. Tujuan utama dari PKPU adalah memberikan 

kesempatan kepada debitor untuk mengatur kembali keuangannya dan 

mencapai kesepakatan dengan krediturnya tanpa harus dilakukan proses 

pailit. PKPU dianggap sebagai upaya yang lebih humanis dalam 

menangani masalah keuangan daripada proses pailit, karena 

memungkinkan debitor untuk tetap menjalankan bisnisnya dan mencari 

solusi jangka panjang. 

Pada PKPU, pengadilan akan mengawasi proses negosiasi antara 

debitor dan kreditur untuk mencapai kesepakatan mengenai 

restrukturisasi utang. Proses ini melibatkan penyusunan rencana 

pembayaran yang memadai dan adil bagi semua pihak yang terlibat, serta 

mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dari bisnis debitor. 

Salah satu persyaratan utama PKPU adalah adanya kesepakatan dari 

sebagian besar kreditur debitor. Hal ini menandakan pentingnya 

dukungan dari kreditur dalam proses restrukturisasi utang. Tanpa 

dukungan mayoritas kreditur, PKPU mungkin tidak akan berhasil dan 

debitor akan menghadapi risiko pailit. 

 

2. Tujuan Hukum Kepailitan dan PKPU 

Tujuan dari hukum kepailitan dan PKPU menggarisbawahi sisi 

perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam proses hukum 

tersebut, namun dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Hukum 

kepailitan bertujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada para 
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kreditur, yakni pihak-pihak yang memiliki klaim atas debitor yang tidak 

mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Dengan adanya 

hukum kepailitan, para kreditur dapat memperoleh jaminan bahwa aset 

debitor akan dikelola secara adil dan efisien untuk membayar utang. 

Selain itu, hukum kepailitan juga bertujuan untuk menciptakan suatu 

proses yang terstruktur untuk menyelesaikan utang, sehingga tidak 

terjadi perlombaan untuk menarik aset debitor, yang dapat merugikan 

beberapa kreditur. 

PKPU memiliki tujuan yang lebih bersifat proaktif dalam 

menangani kesulitan keuangan sebuah perusahaan. Salah satu tujuan 

utama dari PKPU adalah memberikan kesempatan kepada debitor untuk 

mencapai perdamaian dengan krediturnya. Melalui PKPU, debitor 

memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dengan para kreditur guna 

mencapai kesepakatan pembayaran utang yang memadai dan dapat 

diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, PKPU 

bertujuan untuk mencegah terjadinya pailit dengan memberikan 

kesempatan kepada debitor untuk memperbaiki keuangan 

perusahaannya. Selain itu, tujuan lain dari PKPU adalah untuk 

menyelamatkan usaha dan karyawan yang terdampak oleh kesulitan 

keuangan perusahaan. Dalam banyak kasus, pailit suatu perusahaan 

dapat berdampak negatif pada kelangsungan usaha dan juga mengancam 

pekerjaan karyawan. Melalui PKPU, diharapkan usaha perusahaan dapat 

dipertahankan dan operasionalnya dapat terus berjalan, sehingga dapat 

mencegah dampak negatif yang lebih besar terhadap ekonomi dan 

lapangan kerja. 

PKPU juga bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan yang 

lebih stabil bagi pasar keuangan. Dengan memberikan kesempatan 

kepada debitor untuk memperbaiki situasi keuangannya, PKPU dapat 

mengurangi risiko kebangkrutan yang dapat menimbulkan 

ketidakpastian di pasar. Ini juga dapat menciptakan kepercayaan dari 

para investor dan kreditur terhadap perusahaan yang mengalami 

kesulitan keuangan, karena dapat yakin bahwa upaya sedang dilakukan 

untuk memperbaiki situasi. Dalam implementasinya, penting untuk 

memastikan bahwa hukum kepailitan dan PKPU dapat mencapai tujuan-

tujuannya secara efektif. Hal ini memerlukan kerjasama yang baik antara 

semua pihak yang terlibat, termasuk debitor, kreditur, pengadilan, dan 

pemerintah. Selain itu, perlu juga adanya peraturan yang jelas dan 
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mekanisme yang transparan dalam menangani kasus kepailitan dan 

PKPU agar dapat mencapai tujuan perlindungan dan pemulihan ekonomi 

yang diharapkan. 

 

3. Proses Hukum Kepailitan 

Proses hukum kepailitan merupakan suatu rangkaian langkah 

yang terstruktur yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam 

penyelesaian utang sebuah perusahaan yang tidak mampu lagi 

membayar utangnya. Langkah-langkah tersebut dimulai dengan 

pengajuan permohonan pailit oleh kreditur atau debitor yang 

bersangkutan kepada pengadilan yang berwenang. Permohonan ini 

kemudian akan diperiksa oleh pengadilan untuk menentukan apakah 

syarat-syarat pailit telah terpenuhi. Setelah permohonan pailit diajukan, 

pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap keadaan keuangan 

debitor untuk memastikan bahwa memang ada ketidakmampuan untuk 

membayar utang. Selama proses pemeriksaan ini, pengadilan juga akan 

mempertimbangkan apakah terdapat kemungkinan untuk 

menyelamatkan usaha debitor melalui PKPU atau apakah likuidasi aset 

merupakan langkah yang lebih tepat. 

Pada proses kepailitan, pengadilan akan menunjuk seorang 

kurator yang bertanggung jawab untuk mengelola aset debitor. Kurator 

ini akan mengambil alih pengelolaan perusahaan dari debitor dan 

bertindak untuk kepentingan kreditur. Tugas kurator antara lain adalah 

mengumpulkan informasi tentang aset dan utang debitor, menilai nilai 

aset, dan melakukan penjualan aset untuk membayar utang kepada 

kreditur. Sementara itu, dalam proses PKPU, langkah awalnya adalah 

debitor mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan 

penundaan kewajiban pembayaran utang. Permohonan ini harus disertai 

dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa debitor mengalami 

kesulitan keuangan yang cukup serius dan bahwa ada harapan untuk 

mencapai perdamaian dengan kreditur. 

Setelah pengadilan menerima permohonan PKPU, debitor dan 

kreditur akan melakukan negosiasi untuk menyusun rencana perdamaian 

yang memuat proposal pembayaran utang dan pengaturan lainnya. 

Rencana perdamaian ini harus memperhitungkan kepentingan semua 

pihak yang terlibat dan harus disetujui oleh mayoritas kreditur dan 

pengadilan. Setelah disetujui, rencana perdamaian akan dilaksanakan 
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dan pengadilan akan mengawasi pelaksanaannya. Jika debitor gagal 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan rencana perdamaian, pengadilan 

dapat mengubah atau membatalkan PKPU dan memerintahkan likuidasi 

aset. Namun, jika debitor berhasil mematuhi rencana perdamaian, maka 

proses PKPU akan berakhir dengan kesuksesan dan debitor dapat 

melanjutkan usahanya dengan keadaan keuangan yang lebih stabil. 

 

4. Pihak yang Terlibat 

Pada konteks hukum kepailitan, pihak yang terlibat memiliki 

peran yang berbeda namun saling terkait dalam proses penyelesaian 

utang perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Debitor 

merupakan pihak yang memohon status kepailitan kepada pengadilan 

karena tidak mampu lagi membayar utangnya kepada kreditur. Debitur 

ini berperan kunci dalam menginisiasi proses kepailitan dan bertanggung 

jawab atas pengelolaan utangnya. Kreditur juga memiliki peran penting 

dalam proses kepailitan adalah pihak yang memiliki klaim atas utang 

yang belum dibayar oleh debitor. Kreditur ini bisa saja individu, 

perusahaan, atau lembaga keuangan yang memiliki bunga dalam 

keberlangsungan usaha debitor. Kreditur akan berupaya untuk 

memperoleh pembayaran dari debitor melalui proses kepailitan ini. 

Pengadilan memiliki peran sebagai lembaga yang memutuskan 

status kepailitan debitor. Pengadilan akan menilai bukti-bukti yang 

diajukan oleh debitor dan kreditur untuk menentukan apakah debitor 

memang telah mengalami ketidakmampuan untuk membayar utangnya. 

Keputusan pengadilan akan menjadi titik awal dari proses kepailitan 

yang akan dijalankan. Selain itu, ada juga peran kurator dalam proses 

kepailitan. Kurator merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh 

pengadilan untuk mengelola aset debitor dan menjalankan proses 

kepailitan. Tugas kurator meliputi pengumpulan informasi tentang aset 

dan utang debitor, menilai nilai aset, dan melaksanakan penjualan aset 

untuk membayar utang kepada kreditur. 

Pada proses PKPU, peran-peran tersebut juga ada namun dengan 

fokus yang berbeda. Debitur masih menjadi pihak yang mengajukan 

permohonan PKPU, namun tujuannya adalah untuk menunda kewajiban 

pembayaran utangnya agar bisa mencapai perdamaian dengan kreditur. 

Kreditur dalam PKPU terlibat dalam negosiasi perdamaian untuk 

mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pengadilan niaga 
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menjadi pengawas dalam proses PKPU. Pengadilan akan menilai 

permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor dan memutuskan apakah 

proses ini akan dilanjutkan. Pengurus PKPU adalah pihak yang 

bertanggung jawab dalam membantu memberikan masukan dalam 

penyusunan rencana perdamaian antara debitor dan kreditur, serta 

memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dengan demikian, melalui keterlibatan dan kerjasama antara debitor, 

kreditur, pengadilan, dan kurator atau pengurus PKPU, diharapkan 

proses kepailitan atau PKPU dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi 

semua pihak yang terlibat. 

 

5. Ruang Lingkup Hukum Kepailitan dan PKPU 

Ruang lingkup hukum kepailitan dan PKPU mencakup berbagai 

aspek yang penting dalam penyelesaian masalah keuangan perusahaan 

yang mengalami kesulitan. Pertama-tama, hukum kepailitan mengatur 

prosedur-prosedur yang terkait dengan pengajuan pailit oleh debitor. Ini 

termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitor untuk 

mengajukan permohonan pailit, seperti jumlah utang minimum yang 

harus dimiliki oleh debitor sebelum memohon pailit, serta persyaratan 

lain yang ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya, ruang lingkup 

hukum kepailitan juga mencakup penentuan status kepailitan oleh 

pengadilan. Pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan 

apakah seorang debitor memang telah mengalami ketidakmampuan 

untuk membayar utangnya. Majelis hakim Pengadilan akan menilai 

bukti-bukti yang diajukan oleh debitor dan kreditur untuk membuat 

keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. 

Proses pengelolaan aset debitor oleh kurator juga merupakan 

bagian dari ruang lingkup hukum kepailitan. Kurator bertanggung jawab 

untuk mengelola aset debitor dengan cermat dan transparan, serta 

menjalankan proses likuidasi aset jika diperlukan. Kurator harus 

memastikan bahwa penjualan aset dilakukan dengan harga yang wajar 

dan bahwa hasilnya digunakan untuk membayar utang kepada kreditur 

sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam hukum. Selain itu, ruang 

lingkup hukum kepailitan mencakup berbagai ketentuan mengenai hak 

dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Ini 

termasuk hak-hak kreditur untuk menuntut pembayaran utangnya, hak 
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debitor untuk mengelola asetnya dengan cermat, serta hak-hak kurator 

untuk mengelola proses kepailitan dengan independen dan transparan. 

Ruang lingkup PKPU melibatkan proses penundaan kewajiban 

pembayaran utang oleh debitor. PKPU memberikan kesempatan bagi 

debitor untuk menunda pembayaran utangnya dengan maksud mencapai 

perdamaian dengan kreditornya. Ini memungkinkan debitor untuk 

menjaga kelangsungan usahanya sambil mencari solusi yang 

menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, dalam 

ruang lingkup PKPU juga terdapat proses penyusunan rencana 

perdamaian antara debitor dan kreditornya. Rencana perdamaian ini 

berisi proposal mengenai bagaimana utang akan dibayar kembali atau 

bagaimana usaha debitor akan direstrukturisasi agar dapat melunasi 

utangnya. Proses penyusunan rencana perdamaian ini memerlukan 

kerjasama antara debitor dan kreditornya serta memperhatikan 

kepentingan semua pihak yang terlibat. 

Persetujuan rencana perdamaian oleh pengadilan juga 

merupakan bagian dari ruang lingkup PKPU. Pengadilan niaga memiliki 

peran penting dalam memastikan bahwa rencana perdamaian yang 

diajukan oleh debitor dan kreditornya memenuhi ketentuan yang berlaku 

dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan pengadilan ini akan 

menjadi dasar untuk melanjutkan proses PKPU atau mengubah status 

kepailitan debitor. Dengan demikian, ruang lingkup hukum kepailitan 

dan PKPU mencakup berbagai aspek yang penting dalam penyelesaian 

masalah keuangan perusahaan. Melalui proses-proses yang terstruktur 

dan diawasi oleh pengadilan, diharapkan masalah keuangan perusahaan 

dapat diselesaikan secara adil dan efisien, serta menguntungkan semua 

pihak yang terlibat. 

 

B. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kepailitan & PKPU 

 

Prinsip-prinsip dasar hukum kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi fondasi utama dalam 

pengaturan proses-proses ini. Berikut adalah lima prinsip dasar yang 

melandasi hukum kepailitan dan PKPU: 
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1. Paritas Creditorium dan Pari Passu Prorata Parte 

Asikin (1991) dalam bukunya yang berjudul "Hukum Kepailitan 

Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia" menguraikan prinsip paritas 

creditorium dan pari passu prorata parte dalam konteks hukum 

kepailitan. Prinsip ini memabahas pentingnya perlakuan yang adil 

terhadap semua kreditor yang terlibat dalam proses kepailitan.  

Seperti yang tersebut dalam Pasal 1132 KUHPerdata 

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang 

yang mengutamakan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu 

dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya 

piutang masing-masing, kecuali apabila antara para berpiutang itu ada 

alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.” 

Prinsip paritas creditorium menegaskan bahwa setiap kreditor 

memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembayaran utangnya 

sesuai dengan proporsi piutangnya terhadap debitor yang pailit. Artinya, 

tidak ada kreditor yang mendapatkan perlakuan yang lebih baik atau 

lebih buruk daripada kreditor lainnya dalam pembagian aset debitor yang 

pailit. Konsep pari passu prorata parte menekankan bahwa pembayaran 

kepada kreditor harus dilakukan secara proporsional, di mana setiap 

kreditor menerima pembayaran sesuai dengan bagian proporsional dari 

utangnya terhadap debitor yang pailit. Hal ini menjamin bahwa tidak ada 

preferensi yang diberikan kepada satu kreditor atas kreditur lainnya 

dalam proses pembayaran utang. Dengan kata lain, pembayaran harus 

dilakukan secara adil dan seimbang antara semua kreditor yang terlibat. 

Prinsip paritas creditorium dan pari passu prorata parte ini secara 

bersama-sama menjamin keadilan dalam penyelesaian kepailitan, di 

mana hak-hak semua kreditor diakui dan diberlakukan tanpa adanya 

diskriminasi. Pendekatan ini juga mendukung kestabilan dalam sistem 

hukum kepailitan, karena memberikan keyakinan kepada kreditor bahwa 

akan diperlakukan secara adil dalam proses pembagian aset debitor yang 

pailit. Dalam konteks prinsip ini, pengadilan memiliki peran penting 

dalam memastikan bahwa proses kepailitan berlangsung sesuai dengan 

hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Pengadilan bertugas untuk 

memastikan bahwa pembayaran kepada kreditor dilakukan secara 

proporsional dan adil, serta untuk mengawasi proses pembagian aset 

debitor yang pailit agar tidak terjadi penyelewengan atau ketidakadilan. 



Buku Ajar  21 

Prinsip paritas creditorium dan pari passu prorata parte juga 

mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses 

kepailitan. Debitor dan kurator harus mengungkapkan dengan jelas dan 

terbuka tentang aset-aset yang dimiliki oleh debitor, serta mengelola 

proses pembayaran utang dengan cermat dan objektif. Prinsip paritas 

creditorium dan pari passu prorata parte juga mendukung tujuan utama 

dari hukum kepailitan, yaitu menciptakan mekanisme yang adil dan 

efisien untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan yang 

mengalami kesulitan. Dalam konteks ini, penerapan prinsip tersebut 

membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum 

kepailitan, karena menunjukkan bahwa setiap kreditor memiliki 

perlindungan yang sama di bawah hukum. 

Pada proses pengadilan kepailitan, prinsip paritas creditorium 

dan pari passu prorata parte menjadi pedoman bagi pengadilan untuk 

membuat keputusan yang adil dan tepat. Pengadilan harus memastikan 

bahwa kepentingan semua pihak, baik debitor maupun kreditor, 

dipertimbangkan dengan seimbang dalam setiap tahapan proses hukum 

kepailitan. Selain itu, prinsip ini juga menciptakan insentif bagi debitor 

dan kreditor untuk bekerja sama dalam mencapai solusi yang 

menguntungkan bagi semua pihak. Debitor cenderung lebih terbuka 

untuk berkolaborasi dengan kreditor dalam penyusunan rencana 

perdamaian jika yakin bahwa semua kreditor akan diperlakukan secara 

adil. 

Penerapan prinsip paritas creditorium dan pari passu prorata 

parte juga dapat menghadirkan tantangan, terutama dalam kasus di mana 

aset debitor tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang yang 

dimiliki. Dalam situasi seperti ini, pengadilan perlu membuat keputusan 

yang bijaksana untuk memastikan bahwa pembagian aset dilakukan 

secara adil sesuai dengan proporsi piutang masing-masing kreditor. 

Selain itu, prinsip ini juga memabahas pentingnya peran kurator dalam 

mengelola aset debitor dengan cermat dan transparan. Kurator 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kreditor 

mendapatkan bagian yang adil dari aset debitor, serta untuk menghindari 

praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, 

prinsip paritas creditorium dan pari passu prorata parte berperan kunci 

dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum kepailitan. 

Prinsip ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditor, tetapi 
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juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemulihan 

dan restrukturisasi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. 

 

2. Prinsip Structured Creditors 

Prinsip “Structured Creditors” adalah prinsip yang 

menggolongkan berbagai macam debitor sesuai dengan tingkatannya. 

Dalam kepailitan kreditur dibagi menjadi tiga macam yaitu 1) Kreditur 

separatis; 2) Kreditur preferen; dan 3) Kreditur Konkuren. Prinsip ini 

sendiri muncul dikarenakan prinsip Paritas Creditorium yang sudah 

disandingkan dengan prinsip pari passu prorarta parte masih dirasa tidak 

bisa memberi keadilan. Prinsip ini mengklasifikasikan dan 

mengelompokkan berbagai macam Kreditor sesuai dengan kelasnya 

masing-masing, yaitu: 

a. Kreditor Preferen: Kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak 

istimewa sehingga tingkatannya lebih tinggi dari Kreditor lainnya, 

semata-mata berdasarkan sifat piutangnya, jadi di dahulukan 

pembayarannya.  

b. Kreditor Separatis: Kreditor separatis (terpisah), maksudnya 

pembayaran terhadap hak (tagihan) mereka di pisahkan dari kreditor 

lainnya karena tagihan mereka di bayarkan dari benda-benda 

tertentu yang telah di jaminkan (diagunkan) kepada mereka. Contoh 

jaminan kebendaan seperti Hak Tanggungan, Gadai, Fidusia dan 

Hitoptik.  Inilah hak yang diberikan hukum kepada Kreditor 

pemegang hak jaminan kebendaan. 

c. Kreditor Konkuren: Kreditor yang tidak memiliki jaminan untuk 

didahulukan pembayarannya. 

 

3. Universalitas 

Prinsip universalitas dalam konteks hukum kepailitan 

menandakan pentingnya keseragaman dan keuniversalan dalam 

perlakuan terhadap aset debitor yang pailit. Prinsip ini menegaskan 

bahwa semua kekayaan debitor, termasuk aset yang dijaminkan, harus 

dimasukkan ke dalam harta pailit yang akan didistribusikan kepada para 

kreditor sebagai bagian dari proses penyelesaian utang.  Dengan 

mendasarkan penyelesaian utang pada prinsip universalitas, hukum 

kepailitan menegaskan bahwa tidak boleh ada keistimewaan atau 

diskriminasi terhadap satu kreditur daripada yang lain. Hal ini 
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menghindarkan kemungkinan preferensi tertentu yang dapat 

menguntungkan satu kreditur atau sekelompok kreditur tertentu atas 

yang lainnya. 

Prinsip universalitas menjadi dasar yang penting dalam 

pembagian aset debitor karena menjamin bahwa seluruh kreditur 

memiliki hak yang sama atas aset debitor yang pailit. Dalam konteks ini, 

tidak ada kreditur yang mendapatkan perlakuan istimewa, dan semua 

kreditur berhak mendapatkan pembayaran utang sesuai dengan proporsi 

piutangnya. Konsep universalitas juga memastikan bahwa kekayaan 

debitor dikelola secara efisien dan adil, dengan memaksimalkan nilai 

aset debitor untuk membayar semua utang yang terhutang. Dengan 

demikian, prinsip ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk 

menyelesaikan kepailitan secara efektif dan menyeluruh. 

Penerapan prinsip universalitas sering kali menimbulkan 

berbagai tantangan dan pertentangan dalam praktik hukum kepailitan. 

Salah satunya adalah dalam kasus di mana terdapat perselisihan 

mengenai status aset tertentu apakah termasuk dalam harta pailit atau 

tidak. Hal ini dapat memperlambat proses penyelesaian utang dan 

menimbulkan sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, 

prinsip universalitas juga harus diimbangi dengan pertimbangan 

terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus tertentu, seperti hak-hak khusus 

yang diberikan kepada kreditur tertentu berdasarkan perjanjian atau 

peraturan yang berlaku. Ini menimbulkan tantangan dalam menentukan 

sejauh mana prinsip universalitas harus diterapkan tanpa mengabaikan 

hak-hak yang telah diakui secara sah oleh hukum. 

Prinsip universalitas tetap menjadi landasan yang penting dalam 

hukum kepailitan untuk memastikan bahwa penyelesaian utang 

dilakukan secara adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Dengan 

menjaga kesetaraan akses terhadap aset debitor, prinsip ini membantu 

menciptakan keadilan dan kestabilan dalam proses penyelesaian 

kepailitan. Dalam konteks hukum kepailitan, prinsip universalitas juga 

memiliki implikasi yang signifikan terkait dengan perlindungan 

kepentingan para kreditur. Dengan memasukkan semua kekayaan 

debitor ke dalam harta pailit, prinsip ini memberikan jaminan kepada 

kreditur bahwa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan 

pembayaran utang. 
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Prinsip universalitas juga menciptakan kerangka kerja yang 

transparan dan teratur dalam penyelesaian utang. Dengan menetapkan 

bahwa seluruh aset debitor termasuk dalam harta pailit, proses distribusi 

aset menjadi lebih terstruktur dan dapat diprediksi, mengurangi potensi 

ketidakpastian dan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, 

implementasi prinsip universalitas dalam praktik sering kali 

menimbulkan kompleksitas dan pertentangan. Terdapat berbagai 

pertanyaan hukum yang muncul terkait dengan apakah suatu aset harus 

dimasukkan ke dalam harta pailit atau tidak, terutama dalam kasus-kasus 

yang melibatkan aset yang dijaminkan atau aset yang dimiliki bersama. 

Pada beberapa kasus, prinsip universalitas juga dapat memicu 

ketegangan antara kepentingan kreditur dan kepentingan pihak lain, 

seperti pemegang hak tanggungan atau pihak yang memiliki kepentingan 

di atas aset tertentu. Dalam situasi ini, perlu ada keseimbangan yang 

tepat antara prinsip universalitas dan perlindungan hak-hak khusus 

pihak-pihak tersebut. Selanjutnya, prinsip universalitas juga harus 

diintegrasikan dengan prinsip-prinsip lain dalam hukum kepailitan, 

seperti prinsip kesatuan massa, yang menekankan bahwa semua aset dan 

kewajiban debitor harus diperlakukan sebagai satu kesatuan tunggal. 

Integrasi yang tepat antara prinsip-prinsip ini memungkinkan 

tercapainya penyelesaian utang yang efisien dan adil. 

 

4. Kelancaran dan Kepastian Hukum 

Prinsip kelancaran dan kepastian hukum dalam konteks hukum 

kepailitan dan PKPU memiliki implikasi yang sangat penting dalam 

menjaga stabilitas dan efisiensi sistem hukum. Dalam bukunya yang 

berjudul "Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek" (Fuady, 2002), Fuady 

menyatakan bahwa prinsip ini menekankan pentingnya proses yang 

berjalan lancar dan memberikan kepastian kepada semua pihak yang 

terlibat. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pengajuan permohonan 

pailit, proses pemeriksaan oleh pengadilan, penundaan kewajiban 

pembayaran utang dalam PKPU, penyusunan rencana perdamaian, 

hingga persetujuan rencana tersebut oleh pengadilan. Dalam konteks 

hukum kepailitan, kelancaran proses sangat penting untuk memastikan 

bahwa aset debitor dapat segera dikelola dengan efisien dan transparan. 

Dengan prosedur yang jelas dan teratur, kurator dapat mengelola aset 

debitor dengan tepat dan memastikan bahwa semua kreditur 
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diperlakukan secara adil dalam proses likuidasi. Hal ini juga 

berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih cepat, karena aset 

yang dihasilkan dari likuidasi dapat segera dialokasikan untuk 

membayar utang. 

Pada konteks PKPU, kepastian hukum menjadi kunci dalam 

proses negosiasi antara debitor dan kreditornya. Dengan menetapkan 

prosedur yang jelas untuk penundaan kewajiban pembayaran utang dan 

penyusunan rencana perdamaian, semua pihak dapat memiliki harapan 

yang jelas tentang bagaimana proses tersebut akan berlangsung dan apa 

yang diharapkan dari hasil akhirnya. Hal ini menciptakan lingkungan 

yang lebih stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan di antara para 

pihak yang terlibat. Namun, untuk mencapai kelancaran dan kepastian 

hukum, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan 

pihak yang terlibat dalam proses kepailitan dan PKPU. Pengadilan, 

kurator, debitor, kreditur, dan pihak lainnya harus bekerja sama dalam 

mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, adanya 

kejelasan dan transparansi dalam komunikasi juga sangat penting untuk 

mencegah terjadinya kesalahpahaman atau konflik di antara para pihak. 

Peran pengadilan dalam menjaga kelancaran dan kepastian 

hukum juga sangat signifikan. Pengadilan harus dapat memberikan 

keputusan yang adil dan tepat waktu, serta memastikan bahwa proses 

hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Ini 

mencakup memberikan bimbingan kepada para pihak, menyelesaikan 

sengketa, dan mengawasi implementasi rencana perdamaian dengan 

cermat. Selain itu, kelancaran dan kepastian hukum tidak selalu mudah 

dicapai, terutama dalam konteks yang kompleks dan dinamis seperti 

kepailitan dan PKPU. Dalam banyak kasus, terdapat tantangan dan 

hambatan yang dapat menghambat proses tersebut, seperti 

ketidakpastian hukum, sengketa antara para pihak, dan masalah 

administratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus dari 

semua pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa prinsip ini dapat 

diwujudkan dalam praktiknya. 

Prinsip kelancaran dan kepastian hukum dalam hukum kepailitan 

dan PKPU juga memiliki implikasi yang mendalam terhadap stabilitas 

ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks yang lebih luas, ketika 

proses hukum ini berjalan dengan lancar dan terjamin kepastiannya, 

maka akan ada kepercayaan yang lebih besar dari pelaku pasar terhadap 
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sistem hukum dan keadilan di negara tersebut. Hal ini dapat mendorong 

investasi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan 

perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam 

transaksi keuangan. Selain itu, prinsip ini juga memberikan kejelasan 

dan prediktabilitas bagi para pelaku usaha, baik debitor maupun kreditur. 

Dengan mengetahui dengan pasti bagaimana proses hukum akan 

berjalan dalam situasi kepailitan atau PKPU, para pelaku usaha dapat 

merencanakan strategi dengan lebih baik dan mengambil langkah-

langkah pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi risiko 

keuangan. 

Prinsip kelancaran dan kepastian hukum bukanlah sesuatu yang 

dapat dicapai dengan mudah. Dalam beberapa kasus, terutama di negara-

negara dengan sistem hukum yang kompleks atau korup, implementasi 

prinsip ini dapat menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, perlu 

adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga hukum, dan 

masyarakat secara keseluruhan untuk memastikan bahwa prinsip ini 

dijunjung tinggi dan diterapkan secara konsisten. Selanjutnya, prinsip 

kelancaran dan kepastian hukum juga berkaitan erat dengan prinsip-

prinsip demokrasi dan keadilan. Dengan memastikan bahwa semua 

pihak memiliki akses yang sama terhadap proses hukum dan bahwa 

keputusan yang diambil didasarkan pada aturan yang adil dan transparan, 

maka hal ini akan memperkuat fondasi demokrasi dan keadilan dalam 

masyarakat. 

Pada konteks globalisasi dan integrasi ekonomi yang semakin 

meningkat, prinsip kelancaran dan kepastian hukum juga menjadi lebih 

penting dari sebelumnya. Negara-negara yang mampu menawarkan 

lingkungan hukum yang stabil dan terjamin kepastiannya akan menjadi 

lebih menarik bagi investor asing dan akan lebih mampu bersaing di 

pasar global. Dengan demikian, prinsip kelancaran dan kepastian hukum 

memiliki implikasi yang sangat luas dan mendalam dalam konteks 

hukum kepailitan dan PKPU. Dengan memahami pentingnya prinsip ini 

dan bekerja keras untuk menerapkannya dalam praktik, diharapkan kita 

dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil, adil, dan efisien 

bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian utang. 
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5. Efisiensi dan Efektivitas 

Prinsip efisiensi dan efektivitas dalam hukum kepailitan, seperti 

yang dijabarkan oleh Jono (2008), memegang peranan krusial dalam 

menjalankan proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU). Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjalankan 

semua tahapan proses dengan optimal, sehingga hasilnya dapat dicapai 

secara cepat, tepat, dan dengan biaya yang terkendali. Dengan 

memahami dan menerapkan prinsip ini secara efektif, proses kepailitan 

dan PKPU dapat berjalan dengan lebih lancar dan memberikan hasil 

yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Efisiensi dan 

efektivitas dalam proses kepailitan dan PKPU dapat dilihat dari segi 

waktu yakni dalam Putusan permohonan pailit harus sudah 

jatuh/diputuskan 60 (enam puluh) hari sejak didaftarkan (Pasal 8 ayat (5) 

UUK-PKPU). Proses yang lambat dan berlarut-larut dapat menimbulkan 

kerugian besar, baik bagi debitor maupun kreditornya. Oleh karena itu, 

penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses hukum 

berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, tanpa adanya 

keterlambatan yang tidak perlu. Hal ini akan meminimalkan kerugian 

yang ditimbulkan oleh penundaan pembayaran utang dan 

memungkinkan para pihak untuk segera melanjutkan aktivitas bisnis. 

Efisiensi dan efektivitas juga berkaitan dengan biaya. Proses 

kepailitan dan PKPU dapat menjadi sangat mahal, terutama jika 

prosesnya berlarut-larut dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, 

penting untuk mengelola biaya dengan bijaksana dan memastikan bahwa 

semua pengeluaran yang dikeluarkan terkait dengan proses tersebut 

sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Dengan cara ini, proses 

kepailitan dan PKPU dapat dijalankan dengan biaya yang terkendali dan 

memberikan hasil yang optimal. Namun, efisiensi dan efektivitas tidak 

hanya berkaitan dengan waktu dan biaya, tetapi juga dengan hasil akhir 

dari proses tersebut. Prinsip ini menekankan pentingnya mencapai solusi 

yang tepat dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, tanpa 

mengorbankan keadilan atau kepentingan yang sah. Oleh karena itu, 

penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil 

didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan berdasarkan pada 

hukum dan fakta yang ada. 

Efisiensi dan efektivitas juga melibatkan penggunaan sumber 

daya secara optimal. Dalam proses kepailitan dan PKPU, sumber daya 
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seperti waktu, tenaga kerja, dan keahlian profesional sangatlah berharga. 

Oleh karena itu, penting untuk mengelola sumber daya ini dengan 

bijaksana dan memastikan bahwa digunakan dengan efektif untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks globalisasi dan 

persaingan ekonomi yang semakin ketat, efisiensi dan efektivitas dalam 

proses kepailitan dan PKPU menjadi semakin penting. Negara-negara 

yang mampu menjalankan proses hukum dengan efisien dan efektif akan 

menjadi lebih menarik bagi investor dan dapat lebih kompetitif di pasar 

global. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan sistem hukum 

dan prosedur yang ada agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan 

efektivitas. 

Pada konteks prinsip efisiensi dan efektivitas, terdapat beberapa 

langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa proses 

kepailitan dan PKPU berjalan sesuai dengan standar yang diinginkan. 

Pertama, perlu dilakukan evaluasi terhadap prosedur-prosedur yang ada 

untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau hambatan dalam 

jalannya proses. Evaluasi ini dapat dilakukan secara berkala untuk 

memastikan bahwa sistem hukum tetap relevan dan responsif terhadap 

perkembangan ekonomi dan sosial yang terjadi. Selanjutnya, penting 

untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk 

menjalankan proses kepailitan dan PKPU. Hal ini termasuk sumber daya 

manusia yang berkualitas dan terlatih, infrastruktur yang memadai, serta 

dana yang cukup untuk mendukung jalannya proses. Dengan 

memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai, proses kepailitan 

dan PKPU dapat dijalankan dengan lebih lancar dan efisien. 

Kolaborasi antara berbagai lembaga dan pihak yang terlibat 

dalam proses kepailitan dan PKPU juga merupakan kunci dalam 

mencapai efisiensi dan efektivitas. Kolaborasi ini dapat melibatkan 

pengadilan, lembaga keuangan, pemerintah, dan berbagai pihak lain 

yang memiliki kepentingan dalam proses tersebut. Dengan bekerja sama, 

berbagai pihak dapat saling mendukung dan mempercepat jalannya 

proses kepailitan dan PKPU. Selanjutnya, penting untuk memastikan 

transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan proses kepailitan dan 

PKPU. Ini termasuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan 

yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan terbuka, serta 

dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Dengan adanya 

transparansi dan akuntabilitas, proses kepailitan dan PKPU dapat 
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dijalankan dengan lebih adil dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang 

terlibat. 

Perlunya adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif 

dalam menangani konflik yang mungkin timbul selama proses kepailitan 

dan PKPU. Mekanisme ini dapat mencakup mediasi, arbitrase, atau 

mekanisme lain yang dapat membantu para pihak menyelesaikan 

sengketa dengan cara yang cepat dan efektif, tanpa perlu melibatkan 

pengadilan secara langsung. Penting untuk terus melakukan pemantauan 

dan evaluasi terhadap jalannya proses kepailitan dan PKPU, serta 

melakukan perbaikan atau perubahan yang diperlukan berdasarkan hasil 

evaluasi tersebut. Dengan cara ini, proses kepailitan dan PKPU dapat 

terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan 

zaman, sehingga dapat tetap efisien dan efektif dalam mengatasi 

tantangan yang dihadapi. 

 

6. Keadilan, Kemanusiaan, dan Perlindungan Hak-hak 

Untuk menjalankan proses kepailitan dan PKPU, prinsip 

keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak-hak memiliki peranan 

yang sangat penting. Prinsip ini menekankan bahwa proses hukum 

haruslah dijalankan secara adil dan memperhatikan kebutuhan dan 

kepentingan semua pihak yang terlibat. Menurut Arto (2002), dalam 

bukunya "Mencari Keadilan," kritik dan solusi terhadap praktik 

peradilan di Indonesia menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa 

proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam 

konteks kepailitan dan PKPU, penting untuk memastikan bahwa hak-hak 

dasar semua pihak yang terlibat dihormati dan dilindungi. Ini termasuk 

hak-hak debitur untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan 

kemanusiaan dalam menghadapi kesulitan keuangan, serta hak-hak 

kreditor untuk memperoleh pembayaran yang wajar atas utang. Prinsip 

ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil 

dalam proses tersebut. 

Prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak-hak juga 

memperhatikan kepentingan karyawan dan masyarakat luas. Dalam 

proses kepailitan, karyawan seringkali menjadi salah satu pihak yang 

paling terdampak, karena risiko kehilangan pekerjaan dan pendapatan. 

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kepentingan juga 

diperhatikan dan dilindungi dalam proses kepailitan dan PKPU. Dengan 
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memperhatikan prinsip ini, proses kepailitan dan PKPU dapat 

memberikan solusi yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. 

Ini termasuk memberikan kesempatan bagi debitur untuk mendapatkan 

kembali stabilitas keuangan, memastikan bahwa kreditur memperoleh 

pembayaran yang wajar atas utang, dan melindungi kepentingan 

karyawan dan masyarakat luas dari dampak negatif yang mungkin 

timbul. 

Pada konteks Indonesia, kritik terhadap praktik peradilan 

menjadi penting karena proses hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan 

prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penting 

untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem peradilan, 

sehingga dapat memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan 

yang adil dan proporsional. Dalam menghadapi tantangan dalam 

menjalankan proses kepailitan dan PKPU, penting untuk mengambil 

pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, 

dan perlindungan hak-hak. Ini tidak hanya akan memperkuat 

kepercayaan masyarakat dalam sistem hukum, tetapi juga akan 

membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berkelanjutan 

bagi semua pihak yang terlibat. 

Dengan mempertimbangkan kritik dan solusi yang diajukan oleh 

para ahli seperti Arto (2002), langkah-langkah konkret dapat diambil 

untuk meningkatkan keadilan dan kemanusiaan dalam menjalankan 

proses kepailitan dan PKPU. Hal ini termasuk memperkuat mekanisme 

perlindungan hak-hak, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, 

serta memberikan akses yang lebih luas kepada pihak-pihak yang 

terdampak untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Dalam 

melanjutkan pembahasan mengenai prinsip keadilan, kemanusiaan, dan 

perlindungan hak-hak dalam proses kepailitan dan PKPU, perlu 

diperhatikan bahwa implementasi prinsip-prinsip ini juga memerlukan 

dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk pengadilan, regulator, 

praktisi hukum, dan masyarakat umum. Penting untuk menciptakan 

kerangka kerja yang memadai dan sistem yang efektif untuk 

mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. 

Pengembangan regulasi yang memadai juga diperlukan untuk 

memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan tercermin 

dalam setiap tahapan proses kepailitan dan PKPU. Regulasi yang jelas 

dan komprehensif akan memberikan pedoman yang jelas bagi semua 
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pihak yang terlibat dalam proses hukum ini, sehingga meminimalkan 

risiko ketidakpastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan 

kekuasaan. Selain itu, kesadaran akan pentingnya prinsip keadilan, 

kemanusiaan, dan perlindungan hak-hak juga harus ditingkatkan di 

kalangan masyarakat umum. Pendidikan hukum yang lebih luas dan 

akses yang lebih mudah terhadap informasi hukum akan membantu 

masyarakat memahami hak-hak dan cara melindunginya dalam situasi 

kepailitan dan PKPU. 

Penting untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa 

alternatif dan mediasi dalam penyelesaian kasus kepailitan dan PKPU. 

Pendekatan ini dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan antara debitor dan 

kreditornya, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan semua pihak 

yang terlibat. Evaluasi terus-menerus terhadap implementasi prinsip-

prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak-hak juga 

diperlukan untuk memastikan bahwa proses kepailitan dan PKPU tetap 

relevan dan efektif dalam mengatasi tantangan ekonomi yang terus 

berubah. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, perbaikan dan 

penyesuaian terhadap sistem hukum dapat dilakukan secara berkala 

untuk menjawab kebutuhan yang muncul dari praktik hukum yang terus 

berkembang. Dengan demikian, prinsip keadilan, kemanusiaan, dan 

perlindungan hak-hak memiliki peranan yang sangat penting dalam 

menjalankan proses kepailitan dan PKPU. Melalui implementasi prinsip-

prinsip ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan proses hukum 

dapat memberikan solusi yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan bagi 

semua pihak yang terlibat, sehingga menciptakan lingkungan hukum 

yang stabil dan berkeadilan bagi masyarakat. 

 

C. Peran dan Fungsi Pengadilan Niaga 

 

Pengadilan Niaga memegang peran dan fungsi krusial dalam 

proses hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU). Namun disamping berwenang mengadili Perkara Kepailitan 

dan PKPU, maka Pengadilan Niaga juga berwenang mengadili perkara 

di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”) dan sengketa dalam 

proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan 

(“LPS”). 
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Berikut adalah beberapa peran dan fungsi penting Pengadilan 

Niaga: 

 

1. Penanganan Permohonan Kepailitan dan PKPU 

Pengadilan Niaga memiliki peran yang sangat penting dalam 

menangani permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Pertama-tama, pengadilan ini 

bertanggung jawab untuk menerima dan memproses permohonan 

kepailitan yang diajukan oleh debitor atau pihak lain yang memiliki 

kepentingan terkait. Permohonan ini harus memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan oleh undang-undang, seperti Debitor yang mempunyai dua 

atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang 

telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat 

(1) dan Pasal 8 ayat 4 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. 

Pengadilan akan memeriksa kelengkapan dokumen dan bukti yang 

diajukan dalam permohonan kepailitan untuk memastikan bahwa proses 

berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti yang tersebut 

dalam KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK 

INDONESIA Nomor: 109 /KMA/SK/IV /2020 TENTANG 

PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENYELESAIAN 

PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN 

PEMBAYARAN UTANG. 

Selain itu, pengadilan juga memiliki wewenang untuk menangani 

permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor yang memiliki dua atau 

lebih kreditur. PKPU adalah proses yang memungkinkan debitor untuk 

menunda kewajiban pembayaran utangnya dengan maksud mencapai 

perdamaian antara debitor dan para kreditornya. Pengadilan Niaga akan 

memeriksa permohonan PKPU yang diajukan, memastikan bahwa 

semua pihak yang terlibat telah diberikan kesempatan untuk memberikan 

pendapat dan masukan terkait rencana perdamaian yang diajukan. 

Pengadilan akan mengadakan sidang-sidang untuk 

mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak yang terlibat 

dalam permohonan kepailitan atau PKPU. Selama sidang-sidang ini, 

pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, 

seperti utang yang dimiliki oleh debitor, kemampuan debitor untuk 

membayar utangnya, dan kelayakan rencana perdamaian yang diajukan 

dalam kasus PKPU. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan 
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permohonan yang disampaikan, pengadilan akan membuat keputusan 

yang adil dan berdasarkan hukum mengenai apakah permohonan 

kepailitan atau PKPU tersebut dapat disetujui atau ditolak. Keputusan 

pengadilan ini akan memengaruhi jalannya proses selanjutnya, termasuk 

apakah debitor akan dinyatakan pailit atau diberikan kesempatan untuk 

melanjutkan usahanya dengan menunda pembayaran utangnya dalam 

status PKPU. 

 

2. Pengawasan Proses Kepailitan dan PKPU 

Pengawasan proses kepailitan dan PKPU juga melibatkan 

pengadilan melalui Hakim Pengawas dalam memastikan bahwa hak-hak 

semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut dilindungi dan 

dihormati. Pengawasan pengadilan ini mencakup memastikan bahwa 

pengajuan permohonan kepailitan atau PKPU memenuhi syarat-syarat 

yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, dalam kasus 

permohonan kepailitan, pengadilan akan memeriksa apakah debitor telah 

secara jelas memenuhi kriteria yang diperlukan, seperti adanya 2 kreditor 

dan utang yang jatuh tempo yang tidak dapat dilunasi oleh debitor. Selain 

itu proses pengawasan oleh Pengadilan Niaga, di setiap putusan 

pernyataan Pailit maupun PKPU wajib diangkat Kurator/Pengurus yang 

tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor dan 

juga Hakim Pengawas yang akan mengawasi proses pengurusan sampai 

dengan pemberesan yang dilakukan oleh Kurator/Pengurus. 

Pengawasan proses ini juga mencakup memastikan bahwa semua 

pihak yang terlibat dalam proses kepailitan atau PKPU mematuhi 

ketentuan hukum yang berlaku dan menjalankan kewajibannya dengan 

baik. Misalnya, pengadilan akan memastikan bahwa kurator yang 

ditunjuk untuk mengelola aset debitor melaksanakan tugasnya dengan 

cermat dan bertanggung jawab. Selain itu, pengadilan juga bertanggung 

jawab untuk memastikan bahwa proses negosiasi perdamaian antara 

debitor dan kreditornya dalam PKPU berjalan dengan lancar dan sesuai 

dengan UU Kepailitan dan PKPU. 

Pengawasan proses kepailitan dan PKPU juga melibatkan 

pengadilan dalam menangani sengketa atau pelanggaran yang mungkin 

terjadi selama proses tersebut berlangsung. Selain itu, pengadilan juga 

memiliki peran dalam memastikan bahwa rencana perdamaian yang 

disepakati antara debitor dan kreditornya dalam kasus PKPU 
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dilaksanakan dengan benar. Pengadilan akan memonitor pelaksanaan 

rencana perdamaian tersebut dan memastikan bahwa semua pihak yang 

terlibat mematuhi kewajiban sesuai dengan rencana yang telah disetujui. 

 

3. Penunjukan Kurator dan Hakim Pengawas. 

Pasal 15 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU menyebutkan “Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat 

Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim 

Pengadilan”.  

Pengertian Kurator menurut Pasal 1 ayat (5) UU 37 Tahun 2004 

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang  

diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta  

Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan  

Undang-Undang ini. Sedangkan Pengertian Hakim Pengawas Pasal 1 

ayat (8) UU 37 Tahun 2004 adalah Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan 

dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran 

utang. 

Penunjukan kurator oleh Pengadilan Niaga menjadi langkah 

krusial dalam proses kepailitan. Kurator merupakan figur yang 

bertanggung jawab untuk mengelola aset debitor dengan cermat selama 

proses kepailitan berlangsung. Dalam konteks ini, Pengadilan Niaga 

memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kurator yang ditunjuk 

memiliki kualifikasi yang sesuai dan dapat diandalkan untuk 

menjalankan tugasnya secara efisien. Kurator biasanya ditunjuk oleh 

Pengadilan Niaga dari usulan pemohon. Proses pemilihan kurator 

dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu, seperti 

pengalaman, keahlian, dan integritas.  

Setelah ditunjuk, kurator memiliki tanggung jawab besar dalam 

mengelola aset debitor yang termasuk di dalamnya adalah 

mengidentifikasi, mengamankan, dan mengelola aset-aset tersebut 

dengan cermat. Langkah awal yang biasanya dilakukan oleh kurator 

adalah menyusun inventarisasi aset debitor yang mencakup semua 

properti, piutang, dan kepentingan bisnis yang dimiliki oleh debitor. 

Selanjutnya, kurator akan melakukan evaluasi terhadap nilai aset-aset 

debitor untuk menentukan potensi pemulihan yang dapat diperoleh dari 

penjualan atau likuidasi aset tersebut. Proses ini melibatkan kerja sama 

antara kurator, pengadilan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses 
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kepailitan untuk memastikan bahwa penilaian aset dilakukan dengan 

cermat dan adil. 

Selama proses kepailitan, kurator juga bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa aset debitor dikelola dengan baik untuk kepentingan 

para kreditur. Hal ini mencakup menjaga agar aset-aset tersebut tetap 

produktif dan memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan dengan 

transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, 

kurator juga memiliki peran dalam mengelola sengketa atau klaim yang 

mungkin timbul terkait dengan aset debitor. Kurator akan memeriksa 

setiap klaim yang diajukan oleh kreditur dan bertanggung jawab untuk 

menilai keabsahan klaim tersebut serta menentukan prioritas 

pembayaran berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. 

Untuk menjalankan tugasnya, kurator harus mematuhi standar 

etika dan integritas yang tinggi, harus bertindak secara objektif, adil, dan 

profesional dalam menjalankan tugasnya, serta menghindari konflik 

kepentingan yang dapat mengganggu kinerja dalam mengelola aset 

debitor. Kurator juga memiliki peran penting dalam memberikan laporan 

kepada Hakim Pengawas dan pihak-pihak yang terlibat tentang 

perkembangan dan hasil dari pengelolaan aset debitor.  

 

4. Persetujuan Rencana Perdamaian 

Pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 

pengadilan niaga memiliki peran penting dalam menyetujui atau 

menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dan 

kreditornya. Rencana perdamaian ini merupakan upaya untuk mencapai 

kesepakatan antara debitor yang mengalami kesulitan keuangan dan para 

kreditornya, dengan tujuan untuk menghindari pailit serta mencapai 

penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. 

Kewenangan pengadilan niaga dalam menyetujui rencana perdamaian 

ini mencakup pemeriksaan terhadap substansi rencana perdamaian yang 

diajukan. Pengadilan akan memastikan bahwa rencana perdamaian 

tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, termasuk 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

Pengadilan juga akan mengevaluasi keadilan dan keberlanjutan 

rencana perdamaian tersebut. Pengadilan akan memastikan bahwa 

rencana perdamaian tersebut adil bagi semua pihak yang terlibat, 
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termasuk debitor, kreditur, dan pihak lain yang memiliki kepentingan 

dalam proses tersebut. Proses persetujuan rencana perdamaian juga 

melibatkan pertimbangan terhadap kepentingan umum. Pengadilan akan 

memastikan bahwa rencana perdamaian tersebut tidak merugikan 

kepentingan masyarakat luas atau pihak lain yang tidak terlibat dalam 

proses kepailitan tersebut. 

Menurut Pasal 159 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU menyebutkan Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian 

apabila harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak 

untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang 

disetujui dalam perdamaian, pelaksanaan perdamaian tidak cukup 

terjamin; dan/atau, perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau 

persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian 

upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau 

pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.  

Persetujuan rencana perdamaian oleh pengadilan niaga menjadi 

langkah penting dalam Kepailitan maupun proses PKPU. Selain 

ketentuan voting Rencana Perdamaian baik dalam Perkara Kepailitan 

maupun PKPU, keputusan pengadilan dalam hal ini dapat berdampak 

signifikan terhadap keberhasilan disahkan atau tidaknya mencapai 

perdamaian antara debitor dan kreditornya. Kewenangan pengadilan 

niaga dalam persetujuan rencana perdamaian mencerminkan peran 

sentralnya dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, 

dan kepentingan umum dalam proses PKPU. Dengan demikian, 

pengadilan niaga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan 

bahwa rencana perdamaian yang disetujui memberikan solusi yang 

optimal bagi semua pihak yang terlibat. 

 

5. Pengambilan Keputusan 

Pada sistem hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU), pengadilan niaga memiliki peran kunci 

dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar pada proses 

tersebut. Salah satu tanggung jawab utama pengadilan niaga adalah 

membuat keputusan terkait status kepailitan dan, yang akan memberikan 

arah bagi jalannya proses penyelesaian utang. Pengadilan niaga memiliki 

kewenangan untuk menetapkan status kepailitan suatu debitor 

berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. 
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Keputusan ini penting karena akan memicu serangkaian langkah 

selanjutnya dalam proses kepailitan, seperti penunjukan kurator, 

pengelolaan aset debitor, dan pembagian aset kepada para kreditur. 

Pengadilan niaga juga bertanggung jawab untuk menyetujui atau 

menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dan kreditornya 

dalam proses PKPU. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan hukum, keadilan, dan kepentingan umum, serta 

melibatkan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan rencana 

perdamaian yang diajukan. Selama proses persetujuan rencana 

perdamaian, pengadilan niaga dapat meminta klarifikasi atau 

penyempurnaan terhadap rencana yang diajukan oleh pihak-pihak yang 

terlibat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana perdamaian 

tersebut memenuhi standar yang ditetapkan oleh undang-undang dan 

dapat memberikan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang 

terlibat. 

Setelah rencana perdamaian disetujui, pengadilan niaga akan 

mengawasi pelaksanaannya untuk memastikan bahwa semua pihak 

mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Pengadilan memiliki 

kewenangan untuk mengambil tindakan apabila terdapat pelanggaran 

terhadap rencana perdamaian atau ketentuan hukum lainnya, seperti 

penundaan kewajiban pembayaran utang yang tidak dipatuhi. Selain 

membuat keputusan terkait status kepailitan dan persetujuan rencana 

perdamaian, pengadilan niaga juga memiliki peran dalam menyelesaikan 

sengketa atau perselisihan yang timbul dalam proses kepailitan dan 

PKPU. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan 

oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai keputusan yang adil 

dan akurat. Dengan demikian, pengambilan keputusan oleh pengadilan 

niaga merupakan bagian integral dari proses kepailitan dan PKPU. 

Keputusan-keputusan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap 

jalannya proses penyelesaian utang serta keberhasilan upaya mencapai 

perdamaian antara debitor dan kreditornya.  

 

6. Penyelesaian Sengketa 

Pada konteks hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU), penyelesaian sengketa menjadi salah satu 

aspek penting yang ditangani oleh Pengadilan Niaga. Sebagai lembaga 

peradilan yang memiliki kewenangan dalam hal-hal yang berkaitan 
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dengan kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga bertanggung jawab 

untuk menyelesaikan sengketa antara berbagai pihak yang terlibat dalam 

proses tersebut. Pengadilan Niaga dapat mengadili sengketa yang timbul 

antara debitor dan kreditornya. Sengketa semacam ini dapat berkisar dari 

ketidaksetujuan terhadap klaim-klaim yang diajukan oleh kreditur, 

perbedaan pendapat terkait penilaian aset debitor, hingga perselisihan 

terkait pelaksanaan rencana perdamaian. Pengadilan memiliki 

kewenangan untuk mendengarkan argumen dan bukti-bukti dari kedua 

belah pihak serta membuat keputusan yang mengikat untuk 

menyelesaikan sengketa tersebut. 

Pengadilan Niaga juga dapat menangani sengketa antara debitor 

dan pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan dan PKPU, seperti 

kurator, karyawan, atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan terkait 

aset debitor. Sengketa semacam ini mungkin berkaitan dengan hak-hak 

yang diakui atau tuntutan yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut dalam 

proses kepailitan atau PKPU. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan 

yang cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan dan mencari solusi yang 

adil untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Selanjutnya, Pengadilan 

Niaga juga dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa antara kreditur 

yang bersaing atau memiliki klaim yang saling bertentangan terhadap 

aset debitor. Dalam situasi seperti ini, pengadilan dapat berfungsi 

sebagai mediasi atau forum penyelesaian sengketa yang netral dan 

objektif, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang memadai bagi 

semua pihak yang terlibat. 

Selama proses penyelesaian sengketa, Pengadilan Niaga akan 

memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki akses yang adil 

ke proses peradilan, termasuk kesempatan untuk menyampaikan 

argumen dan bukti-bukti. Keputusan yang diambil oleh pengadilan akan 

didasarkan pada hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip keadilan dan 

kepatutan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa oleh Pengadilan 

Niaga merupakan bagian integral dari proses kepailitan dan PKPU. 

Melalui peranannya sebagai lembaga peradilan yang netral dan otoritatif, 

pengadilan bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik-konflik 

yang timbul dalam proses tersebut dengan adil dan berkeadilan, sehingga 

dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelesaian utang 

yang efektif dan berkelanjutan. 
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D. Asas-Asas dalam Kepailitan 

 

Pada konteks hukum kepailitan, terdapat beberapa prinsip yang 

menjadi landasan utama dalam mengatur proses kepailitan. Prinsip-

prinsip ini menjadi panduan dalam menjalankan prosedur hukum yang 

terkait dengan situasi kebangkrutan sebuah perusahaan atau individu. 

Berikut adalah poin pembahasan mengenai prinsip-prinsip dalam 

kepailitan: 

 

1. Asas Kesetaraan (Equality Principle) 

Asas kesetaraan, yang merupakan prinsip mendasar dalam 

hukum kepailitan, menekankan pentingnya perlakuan yang sama dan 

adil terhadap semua kreditur dalam proses pembagian aset debitor yang 

pailit. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada kreditur yang diberikan 

hak istimewa atau prioritas tertentu dalam mendapatkan pembayaran 

utangnya dari harta debitor yang dilikuidasi. Dengan demikian, semua 

kreditur memiliki posisi yang setara dalam proses kepailitan, tanpa 

kecuali atau pengecualian yang bersifat diskriminatif. Kesetaraan dalam 

hukum kepailitan meliputi berbagai aspek, mulai dari pengakuan klaim-

klaim kreditur hingga pembagian hasil likuidasi aset debitor. Semua 

kreditur memiliki hak yang sama untuk mengajukan klaim atas utang, 

dan pengadilan harus memperlakukan semua klaim dengan proporsi 

yang adil berdasarkan kepentingan masing-masing kreditur. Dalam 

proses pembagian aset debitor yang telah dilikuidasi, diperlukan kehati-

hatian agar tidak ada kreditur yang mendapatkan perlakuan yang lebih 

menguntungkan daripada yang lain. 

Asas kesetaraan ini juga memastikan bahwa tidak ada kreditur 

yang mendapatkan perlakuan khusus atau pengecualian dalam proses 

kepailitan. Tidak boleh ada kesepakatan bilateral atau kesepakatan 

khusus antara debitor dan sebagian krediturnya yang menguntungkan 

salah satu pihak secara tidak adil. Pengadilan harus memastikan bahwa 

semua transaksi atau kesepakatan yang terjadi selama masa pailit 

dilakukan dengan kepatutan dan keadilan, tanpa merugikan pihak lain. 

Penerapan asas kesetaraan ini juga melibatkan kewajiban pengadilan 

untuk memastikan bahwa semua kreditur diberikan akses yang sama 

terhadap informasi dan proses peradilan. Hal ini mencakup memberikan 

pemberitahuan yang adil kepada semua pihak yang berkepentingan, 
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memberikan kesempatan bagi kreditur untuk mengajukan keberatan atau 

keberatan terhadap klaim lainnya, dan memastikan bahwa setiap 

keputusan pengadilan didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. 

Pada konteks ini, pengadilan memiliki peran yang penting dalam 

menegakkan asas kesetaraan dalam proses kepailitan. Pengadilan harus 

bertindak sebagai penjaga keadilan dan menjamin bahwa hak-hak semua 

pihak yang terlibat dihormati dan dilindungi dengan cermat. Pengadilan 

juga harus mengawasi proses kepailitan dengan seksama untuk 

memastikan bahwa tidak ada praktik atau tindakan yang melanggar asas 

kesetaraan atau menguntungkan pihak tertentu secara tidak adil. 

Kesetaraan dalam hukum kepailitan bukan hanya masalah keadilan 

formal, tetapi juga prinsip yang mendasari kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem hukum. Dengan menegakkan asas kesetaraan, 

pengadilan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 

penyelesaian sengketa yang adil dan berkeadilan. Ini juga akan 

membantu memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan lancar 

dan efisien, tanpa adanya konflik atau ketidakpastian yang berlebihan. 

 

2. Asas Universalitas (Universal Principle) 

Asas universalitas merupakan fondasi yang penting dalam 

hukum kepailitan, yang menegaskan bahwa seluruh kekayaan debitor, 

tanpa terkecuali, termasuk aset yang dijaminkan, menjadi bagian dari 

harta pailit yang akan didistribusikan kepada para kreditur. Dengan 

prinsip ini, semua kreditur memiliki hak yang sama untuk mengakses 

aset debitor guna mendapatkan pembayaran utangnya sesuai dengan 

proporsi piutangnya. Prinsip universalitas ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan adil dan merata 

bagi semua pihak yang terlibat. 
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Gambar 1. Universal Design Principles 

 
 

Pada konteks hukum kepailitan, asas universalitas menjamin 

bahwa tidak ada keistimewaan atau prioritas tertentu yang diberikan 

kepada satu kreditur dibandingkan yang lain. Setiap kreditur memiliki 

hak yang setara untuk mendapatkan pembayaran utangnya dari harta 

debitor yang pailit, tanpa terkecuali. Hal ini menjamin bahwa proses 

pembagian aset debitor dilakukan dengan keadilan dan tidak 

mendiskriminasikan satu kreditur daripada yang lain. Prinsip 

universalitas juga mencerminkan upaya untuk menciptakan kepastian 

hukum dalam proses kepailitan. Dengan memastikan bahwa semua aset 

debitor dimasukkan ke dalam harta pailit, pengadilan dapat menjamin 

bahwa semua kreditur memiliki akses yang sama terhadap aset tersebut. 

Hal ini menghindarkan terjadinya sengketa antara kreditur dan 

memastikan bahwa pembagian aset dilakukan secara transparan dan 

efisien. 

Pada pelaksanaannya, asas universalitas mengharuskan 

pengadilan untuk memperlakukan semua kreditur dengan adil dan tanpa 

pilih kasih. Pengadilan harus mengawasi proses kepailitan dengan 

seksama untuk memastikan bahwa tidak ada kreditur yang diberikan 

perlakuan khusus atau mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Prinsip 

ini juga mendorong pengadilan untuk memeriksa dengan cermat setiap 
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klaim yang diajukan oleh kreditur dan memastikan bahwa klaim tersebut 

diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, asas 

universalitas berperan penting dalam membangun kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan menegakkan prinsip ini, 

pengadilan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 

penyelesaian sengketa yang adil dan berkeadilan. Ini juga akan 

membantu memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan lancar 

dan efisien, tanpa adanya keraguan atau ketidakpastian yang berlebihan. 

 

3. Asas Kelancaran (Smoothness Principle) 

Asas kelancaran merupakan prinsip yang sangat penting dalam 

konteks hukum kepailitan, yang menekankan pentingnya menjalankan 

proses tersebut dengan efisien dan tanpa hambatan yang berarti. Prinsip 

ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses kepailitan dapat 

diselesaikan dengan cepat dan tanpa adanya kendala yang menghambat 

penyelesaian. Dengan demikian, asas kelancaran membantu 

meminimalkan kerugian yang mungkin timbul akibat penundaan dalam 

proses kepailitan. Dalam konteks hukum kepailitan, kecepatan 

penyelesaian proses memiliki dampak langsung terhadap kepentingan 

semua pihak yang terlibat, termasuk debitor, kreditur, dan pihak lain 

yang memiliki kepentingan dalam proses tersebut. Semakin lama proses 

kepailitan berlangsung, semakin besar kemungkinan terjadinya kerugian 

bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, asas kelancaran menjadi 

kunci dalam memastikan bahwa proses kepailitan dapat diselesaikan 

dengan efisien dan tanpa menimbulkan kerugian yang tidak perlu. 

Pada pelaksanaannya, asas kelancaran mengharuskan semua 

pihak yang terlibat dalam proses kepailitan untuk bekerja sama secara 

efektif dan saling mendukung satu sama lain. Ini mencakup kolaborasi 

antara debitor, kreditur, kurator, dan pengadilan untuk memastikan 

bahwa semua tahapan proses dapat dilaksanakan dengan cepat dan 

efisien. Selain itu, asas kelancaran juga mengharuskan adanya 

ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari segi manusia maupun 

materiil, untuk menangani proses kepailitan dengan baik. Penerapan asas 

kelancaran juga membutuhkan penggunaan teknologi dan sistem 

informasi yang canggih dalam administrasi dan manajemen proses 

kepailitan. Dengan memanfaatkan teknologi, pengadilan dan pihak 

terkait lainnya dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk 
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menangani berbagai dokumen dan prosedur yang terkait dengan proses 

kepailitan. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan 

mengurangi risiko terjadinya penundaan dalam penyelesaian proses 

kepailitan. 

Pada praktiknya, asas kelancaran juga mengharuskan adanya 

pengaturan yang jelas dan tata cara yang sederhana dalam pelaksanaan 

proses kepailitan. Pengaturan yang rumit atau tidak jelas dapat 

menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam melaksanakan proses, 

yang pada gilirannya dapat menghambat kelancaran penyelesaian 

proses. Oleh karena itu, pihak yang terlibat dalam proses kepailitan perlu 

bekerja sama untuk menyusun aturan dan prosedur yang memungkinkan 

proses tersebut berjalan dengan lancar dan efisien. Selain itu, asas 

kelancaran juga menekankan pentingnya resolusi cepat terhadap 

berbagai sengketa atau konflik yang mungkin timbul dalam proses 

kepailitan. Penyelesaian yang cepat dan efektif terhadap sengketa dapat 

membantu menghindari penundaan dalam proses dan memungkinkan 

penyelesaian yang lebih cepat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan 

demikian, asas kelancaran memiliki peran yang sangat penting dalam 

memastikan bahwa proses kepailitan dapat berjalan dengan efisien dan 

tanpa hambatan yang berarti. Dengan menjalankan proses tersebut 

dengan lancar, diharapkan dapat meminimalkan kerugian yang mungkin 

timbul dan memberikan solusi yang tepat waktu bagi semua pihak yang 

terlibat dalam proses kepailitan. 

 

4. Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty Principle) 

Asas kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat penting 

dalam konteks hukum kepailitan, yang menegaskan perlunya memiliki 

peraturan hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang 

terlibat dalam proses kepailitan. Dengan adanya kejelasan aturan, semua 

pihak dapat mengerti hak dan kewajiban serta konsekuensi dari tindakan 

yang diambil dalam konteks kepailitan. Hal ini memberikan keamanan 

hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum kepailitan, 

kepastian hukum sangat penting untuk memberikan panduan yang jelas 

bagi debitor, kreditur, pengadilan, dan pihak lain yang terlibat dalam 

proses kepailitan. Aturan yang jelas dan transparan memungkinkan 

semua pihak untuk memahami hak dan kewajiban secara tepat, sehingga 



44 Hukum Kepailitan 

dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengikuti prosedur yang 

sesuai. 

 

 
 

Salah satu aspek penting dari asas kepastian hukum dalam 

konteks kepailitan adalah kejelasan mengenai prosedur yang harus 

diikuti dalam proses kepailitan. Debitor dan kreditur perlu memahami 

langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi kepentingannya 

dan mengikuti proses dengan benar. Kejelasan aturan ini juga membantu 

menghindari kebingungan dan konflik yang mungkin timbul selama 

proses. Selain itu, kepastian hukum juga mencakup kejelasan mengenai 

hak-hak dan kewajiban para pihak dalam konteks kepailitan. Para 

kreditur perlu tahu hak untuk mengajukan klaim atas aset debitor yang 

pailit dan bagaimana proses pembagian aset akan dilakukan. Di sisi lain, 

debitor juga perlu memahami kewajibannya dalam membayar utang dan 

menjalani proses kepailitan dengan benar. 

Kejelasan aturan hukum juga sangat penting dalam mencegah 

penyalahgunaan dan manipulasi dalam proses kepailitan. Dengan adanya 

aturan yang jelas, pengadilan dapat mengambil keputusan yang adil dan 

berdasarkan hukum, sehingga semua pihak dapat diproses dengan adil 

dan proporsional. Ini juga membantu mencegah terjadinya sengketa yang 

tidak perlu dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Asas 

kepastian hukum juga membantu menciptakan lingkungan yang 

kondusif bagi investasi dan bisnis. Para pelaku usaha perlu memiliki 

keyakinan bahwa aturan hukum akan ditegakkan dengan adil dan 
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konsisten, sehingga dapat menjalankan bisnis dengan percaya diri dan 

menghindari risiko yang tidak perlu. Hal ini penting untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. 

Pada praktiknya, penerapan asas kepastian hukum membutuhkan 

penyusunan aturan yang jelas dan komprehensif dalam Undang-Undang 

Kepailitan dan PKPU. Pengadilan dan lembaga terkait lainnya juga perlu 

memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan secara konsisten dan adil 

dalam setiap kasus kepailitan yang ditangani. Dengan demikian, asas 

kepastian hukum merupakan fondasi yang penting dalam sistem hukum 

kepailitan, yang membantu menciptakan lingkungan yang adil, 

transparan, dan kondusif bagi semua pihak yang terlibat dalam proses 

kepailitan. Dengan kejelasan aturan dan perlindungan hukum yang 

memadai, diharapkan proses kepailitan dapat berjalan dengan lancar dan 

memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. 

 

5. Asas Keberlanjutan Usaha (Going Concern Principle) 

Asas keberlanjutan usaha (Going Concern Principle) merupakan 

prinsip yang menekankan pentingnya mempertahankan kesinambungan 

operasional perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Dalam 

beberapa kasus, tujuan dari proses kepailitan adalah untuk 

menyelamatkan perusahaan yang mengalami kesulitan finansial agar 

dapat terus beroperasi dan memberikan kontribusi ekonomi yang positif. 

Prinsip ini mencerminkan upaya untuk mengurangi dampak negatif 

terhadap karyawan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. 

Dalam konteks hukum kepailitan, asas keberlanjutan usaha menjadi 

relevan ketika pengadilan dan pihak terkait harus memutuskan apakah 

suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit atau apakah usahanya masih 

layak untuk diselamatkan. Prinsip ini mengakui bahwa keberlanjutan 

operasional perusahaan merupakan hal yang diinginkan, karena dapat 

mengurangi kerugian yang timbul akibat pailit dan memberikan peluang 

bagi perusahaan untuk memperbaiki kondisinya. 

Salah satu upaya untuk menerapkan asas keberlanjutan usaha 

adalah dengan menyusun rencana restrukturisasi atau reorganisasi yang 

memungkinkan perusahaan untuk tetap beroperasi. Rencana ini dapat 

mencakup langkah-langkah seperti restrukturisasi utang, peningkatan 

efisiensi operasional, atau penjualan aset yang tidak produktif. Dengan 

adanya rencana yang solid, perusahaan dapat memperbaiki kondisinya 
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dan tetap berkontribusi dalam perekonomian. Penerapan asas 

keberlanjutan usaha juga memerlukan keterlibatan semua pemangku 

kepentingan yang terlibat, termasuk karyawan, pemasok, kreditur, dan 

pemegang saham. Kolaborasi antara semua pihak ini penting untuk 

menciptakan solusi yang dapat memperkuat perusahaan dan 

menghindari pailit yang berpotensi merugikan semua pihak terkait. 

Asas keberlanjutan usaha juga mencerminkan kebutuhan untuk 

mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas dari 

keputusan yang diambil dalam proses kepailitan. Upaya untuk 

menyelamatkan perusahaan yang mengalami kesulitan finansial juga 

bertujuan untuk melindungi lapangan kerja, menjaga hubungan dengan 

pemasok, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap 

institusi bisnis. Namun demikian, dalam beberapa kasus, keberlanjutan 

usaha tidak selalu menjadi pilihan yang memungkinkan atau realistis. 

Ada situasi di mana pailit menjadi satu-satunya solusi yang masuk akal 

untuk mengatasi masalah keuangan yang parah. Dalam konteks ini, 

pengadilan harus membuat keputusan yang berdasarkan pada 

kepentingan terbaik semua pihak yang terlibat. 

 

6. Asas Kepentingan Publik (Public Interest Principle) 

Asas kepentingan publik (Public Interest Principle) merupakan 

prinsip yang menekankan perlunya mempertimbangkan kepentingan 

masyarakat secara keseluruhan dalam menjalankan proses kepailitan. 

Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil dalam konteks kepailitan 

dapat memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat luas, oleh 

karena itu, penting untuk mempertimbangkan kepentingan publik secara 

menyeluruh. Salah satu contoh penerapan asas kepentingan publik 

adalah ketika pengadilan harus memutuskan apakah suatu perusahaan 

harus ditutup atau diizinkan untuk terus beroperasi. Meskipun pailit 

mungkin tampak sebagai solusi yang logis dari perspektif keuangan, 

namun penutupan perusahaan dapat berdampak negatif pada lapangan 

kerja, pemasok, dan bahkan ekonomi lokal secara keseluruhan. Dalam 

kasus seperti ini, penundaan pailit atau reorganisasi keuangan mungkin 

menjadi pilihan yang lebih baik untuk menjaga stabilitas sosial dan 

ekonomi. 

Asas kepentingan publik juga relevan dalam konteks 

penyelesaian sengketa antara perusahaan dan kreditornya. Meskipun 
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kepentingan pihak-pihak terkait harus dipertimbangkan, namun 

keputusan akhir harus memperhitungkan dampaknya bagi masyarakat 

luas. Misalnya, pengadilan dapat memutuskan untuk menyetujui rencana 

perdamaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun juga 

mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi regional atau industri 

terkait. Prinsip ini juga berlaku dalam kasus-kasus di mana penundaan 

pailit atau reorganisasi keuangan dapat memberikan manfaat yang lebih 

besar bagi masyarakat. Misalnya, mempertahankan perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan dapat mencegah hilangnya lapangan 

kerja, menjaga kontinuitas layanan kepada pelanggan, dan menjaga 

stabilitas pasar. Dalam situasi seperti ini, keputusan yang diambil harus 

mempertimbangkan kepentingan publik secara keseluruhan. 

Meskipun asas kepentingan publik penting, pengadilan harus 

tetap memastikan bahwa keputusan yang diambil juga memperhitungkan 

keadilan dan kewajaran bagi semua pihak yang terlibat. Penegakan 

hukum yang adil dan proporsional tetap menjadi prioritas, sambil 

mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Dengan 

demikian, asas kepentingan publik adalah prinsip yang penting dalam 

hukum kepailitan, yang menekankan perlunya mempertimbangkan 

dampak sosial dan ekonomi dari keputusan yang diambil dalam konteks 

kepailitan. Prinsip ini mencerminkan upaya untuk mencapai 

keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat 

secara keseluruhan, sambil memastikan penegakan hukum yang adil dan 

proporsional. 

 

E. Soal Latihan 

 

1. Berikan definisi lengkap tentang apa yang dimaksud dengan 

kepailitan dan PKPU. Jelaskan perbedaan utama antara kedua 

konsep ini dan bagaimana keduanya saling terkait dalam konteks 

penyelesaian masalah keuangan perusahaan. 

2. Gambarkan secara detail ruang lingkup hukum kepailitan dan PKPU 

dalam konteks hukum nasional. Identifikasi jenis-jenis kasus yang 

masuk dalam ranah kepailitan dan PKPU serta prosedur hukum yang 

berlaku dalam setiap kasus tersebut. 

3. Jelaskan prinsip kepentingan bersama dalam konteks hukum 

kepailitan dan PKPU. Berikan contoh konkret bagaimana prinsip ini 
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diterapkan dalam penyelesaian kasus kepailitan dan PKPU tertentu, 

termasuk dampaknya terhadap debitor dan kreditornya. 

4. Diskusikan prinsip perlakuan sama dalam hukum kepailitan dan 

PKPU. Buatlah analisis mendalam tentang bagaimana prinsip ini 

dipertahankan dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan dan 

pihak-pihak terkait, serta implikasinya terhadap distribusi aset 

debitor. 

5. Jelaskan peran pengadilan niaga dalam menangani kasus kepailitan 

dan PKPU. Tinjau secara kritis bagaimana pengadilan niaga 

mempengaruhi jalannya proses hukum kepailitan dan PKPU, 

termasuk dalam hal penunjukan kurator dan persetujuan rencana 

perdamaian. 

6. Tinjau asas kepastian hukum dalam konteks hukum kepailitan. 

Jelaskan bagaimana asas ini diterapkan dalam proses kepailitan dan 

PKPU serta bagaimana pengaruhnya terhadap prediktabilitas hasil 

hukum. 

7. Bahas asas keadilan dalam konteks hukum kepailitan. Analisis 

bagaimana asas ini diterjemahkan dalam pengambilan keputusan 

oleh pengadilan, terutama dalam hal perlakuan terhadap debitor dan 

kreditornya, serta dampaknya terhadap keseluruhan proses hukum 

kepailitan. 
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Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan debitur, Kreditor dan Kreditor Lain, 

serta memahami hak dan kewajiban para pihak, sehingga pembaca 

dapat menghadapi kompleksitas dan tantangan dalam konteks hukum 

kepailitan dengan lebih baik, serta memberikan kontribusi yang positif 

dalam penyelesaian kasus-kasus kepailitan secara efisien dan adil. 

Materi Pembelajaran 

• Kreditor dan Kreditor Lain  

• Hak dan Kewajiban Para Pihak 

• Soal Latihan 

  

 

A. Kreditor dan Debitur 

 

Kreditor dan Debitur merupakan dua entitas utama yang terlibat 

dalam proses kepailitan. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun 

saling terkait dalam konteks penyelesaian masalah keuangan. Berikut 

adalah poin pembahasan yang mendalam tentang Kreditor dan Debitur 

dalam konteks kepailitan: 

 

1. Peran dan Kedudukan Kreditor dalam Kepailitan 

Pada proses kepailitan, peran dan kedudukan kreditor memegang 

peran penting dalam menentukan bagaimana penyelesaian utang akan 

dilakukan dan bagaimana aset debitor akan dikelola. Menurut Hoff 

(2000), kreditor, yang merupakan pihak yang memiliki klaim terhadap 

aset atau dana debitor yang menjadi subjek kepailitan, memiliki hak yang 

diatur oleh undang-undang untuk menuntut pembayaran utang dari aset 

debitor. 

a. Kedudukan Kreditor 

Pada konteks hukum kepailitan, kedudukan kreditor 

memegang peranan sentral dalam menentukan bagaimana aset 
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debitor akan dikelola dan bagaimana penyelesaian utang akan 

dilakukan. Pengertian Kreditor menurut Pasal 1 ayat (2) UU 

Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa Kreditor adalah orang 

yang mempunyai piutang karena per-janjian atau Undang-

Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. 

Kreditor merupakan pihak yang memiliki Utang , utang ini 

bisa berupa piutang dagang, piutang pinjaman, atau jenis klaim 

lainnya tergantung pada hubungan bisnis antara kreditor dan 

debitor. Baik individu, perusahaan, maupun lembaga keuangan 

bisa menjadi kreditor dalam proses kepailitan. Dalam proses 

kepailitan, kreditor memiliki kedudukan yang diatur oleh 

undang-undang untuk menuntut pembayaran utang dari aset 

debitor. Hal ini mencakup pengajuan klaim atas aset yang 

dimiliki oleh debitor yang telah dinyatakan pailit. Kreditor 

memiliki hak untuk mengajukan klaim ke Kurator yang diangkat 

oleh Pegadilan, di mana klaim tagihan tersebut oleh Kurator akan 

dievaluasi dan diproses dalam agenda Rapat Verifikasi atau 

Pencocokan Piutang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 

Peran kreditor tidak hanya terbatas pada pemulihan utang 

dari aset debitor, tetapi juga melibatkan pemantauan dan 

partisipasi aktif dalam proses kepailitan seperti partisipasi dalam 

Voting Rencana Perdamaian Kepailitan jika Debitur mengajukan 

rencana perdamaian. Kreditor memiliki kewajiban untuk 

mengawasi perkembangan kasus kepailitan dan mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan. 

Ini bisa mencakup memantau perkembangan proses kepailitan, 

mengajukan tagihannya secara tepat waktu, dan berpartisipasi 

dalam voting rencana perdamaian. Selain itu, kreditor juga 

berhak untuk berpartisipasi dalam penyelesaian utang dengan 

debitor melalui proses perdamaian. Dalam hal ini, kreditor dapat 

bernegosiasi dan memberikan masukan dengan debitor untuk 

mencapai kesepakatan penyelesaian utang yang menguntungkan 

semua pihak terkait. Tujuan dari perdamaian adalah untuk 

mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan yang 

memungkinkan debitor untuk melunasi utangnya dan 

menghindari pailit, sementara kreditor memperoleh pembayaran 

sebagian atau seluruh klaim. 
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b. Peran Kreditor 

Peran kreditor dalam proses kepailitan memegang peranan 

penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa hak-haknya 

diakui dan dilindungi secara hukum. Salah satu aspek penting 

dari peran kreditor adalah pemantauan proses kepailitan secara 

aktif. Kreditor perlu mengikuti perkembangan kasus kepailitan 

untuk memastikan bahwa kepentingannya dipertimbangkan dan 

dilindungi dengan benar oleh pengadilan. Selain itu, kreditor juga 

memiliki peran dalam partisipasi dalam pengajuan tagihan. 

Klaim ini merupakan klaim atas utang yang dimiliki oleh debitor 

kepada kreditor. Dalam proses kepailitan, kreditor harus 

mengajukan klaim ke pengadilan yang menangani kasus 

kepailitan agar klaim tersebut dapat dievaluasi dan diproses oleh 

Kurator sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Kreditor juga memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran 

dari hasil pemberesan aset debitor. Setelah aset debitor 

dilakukan, hasilnya akan digunakan untuk membayar utang 

kepada kreditor sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh 

undang-undang kepailitan. Kreditor memiliki hak yang diatur 

oleh hukum untuk mendapatkan pembayaran dari hasil likuidasi 

tersebut. Selanjutnya, kreditor dapat berpartisipasi dalam 

pembentukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian adalah 

dokumen yang berisi proposal penyelesaian utang antara debitor 

dan kreditornya. Dalam beberapa kasus, kreditur dapat 

berkolaborasi dengan debitor untuk merumuskan rencana 

perdamaian yang menguntungkan semua pihak terkait, termasuk 

kreditur, debitor, dan pihak lain yang terlibat dalam proses 

kepailitan. 

Peran kreditor dalam pembentukan rencana perdamaian 

mencakup mengevaluasi proposal yang diajukan, memberikan 

masukan dan saran, serta menyetujui atau menolak rencana 

tersebut. Kreditur memiliki kepentingan yang signifikan dalam 

pembentukan rencana perdamaian karena rencana tersebut akan 

mempengaruhi pembayaran utang yang diterima dan juga dapat 

memengaruhi posisi keuangan di masa depan. Selain itu, kreditor 
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juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

kepentingannya diakui dan dilindungi selama proses negosiasi 

perdamaian. Hal ini mencakup mengawasi agar rencana 

perdamaian tidak memberikan perlakuan yang tidak adil atau 

merugikan bagi kreditor tertentu. Kreditor perlu memastikan 

bahwa rencana perdamaian memperhitungkan hak dan 

kepentingan semua pihak yang terlibat. 

Pada proses kepailitan, kreditor juga dapat berperan yang 

proaktif dalam mencari solusi yang saling menguntungkan untuk 

semua pihak yang terlibat. Ini bisa mencakup berpartisipasi 

dalam mediasi atau negosiasi dengan debitor dan pihak lain untuk 

mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. 

Pendekatan kolaboratif ini dapat membantu menciptakan 

lingkungan yang kondusif untuk mencapai penyelesaian yang 

adil dan efektif. Selama proses kepailitan, kreditor juga perlu 

memastikan bahwa hak-haknya dilindungi dan dihormati oleh 

semua pihak yang terlibat. Hal ini meliputi memantau agar 

keputusan pengadilan yang berkaitan dengan proses kepailitan 

tidak merugikan kepentingannya dan mengambil langkah-

langkah hukum jika diperlukan untuk melindungi hak-haknya. 

Untuk menjalankan perannya dalam proses kepailitan, 

kreditor juga harus memperhatikan aspek-aspek etika dan 

tanggung jawab sosial. Meskipun memiliki hak untuk mengejar 

klaim terhadap debitor, kreditor juga harus mempertimbangkan 

dampak dari tindakannya terhadap debitor, karyawan, dan pihak 

lain yang terkena dampak dari kepailitan tersebut. Sikap empati 

dan keberpihakan yang adil dapat membantu menciptakan 

lingkungan yang lebih harmonis selama proses penyelesaian 

utang. Selain itu, kreditor juga perlu memahami bahwa kepailitan 

dapat menjadi pengalaman yang sulit bagi debitor dan pihak lain 

yang terlibat. Oleh karena itu, juga harus memperhatikan aspek 

kemanusiaan dan memperlakukan semua pihak dengan 

penghormatan dan martabat yang pantas. Berkomunikasi secara 

terbuka dan jujur dengan debitor dan pihak lain dapat membantu 

membangun kepercayaan dan memfasilitasi proses penyelesaian 

yang lebih harmonis. 
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Pada beberapa kasus, kreditor juga dapat 

mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih 

kolaboratif dan solusi yang lebih kreatif daripada memaksakan 

tindakan hukum yang keras. Pendekatan yang lebih kolaboratif 

dapat menciptakan kesempatan untuk mencapai kesepakatan 

yang lebih menguntungkan semua pihak dan meminimalkan 

konflik yang mungkin timbul selama proses kepailitan. Selain itu, 

kreditor juga harus memastikan bahwa mematuhi semua 

ketentuan hukum yang berlaku dalam proses kepailitan. Ini 

mencakup mengajukan klaim yang sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan, mematuhi keputusan pengadilan, dan berpartisipasi 

dalam proses penyelesaian utang sesuai dengan prinsip-prinsip 

keadilan dan kewajaran. 

 

2. Peran dan Tanggung Jawab Debitur dalam Kepailitan 

Pada proses kepailitan, debitur memiliki peran yang kompleks 

dan tanggung jawab yang besar dalam menghadapi kondisi keuangan 

yang sulit serta memenuhi kewajiban terhadap kreditur dan pihak lain 

yang terlibat. 

a. Kedudukan Debitur  

Pada proses kepailitan, kedudukan debitur menjadi sangat 

signifikan karena menjadi subjek utama dari proses hukum 

tersebut. Debitur, baik individu, perusahaan, atau badan hukum 

lainnya, merujuk kepada pihak yang tidak mampu untuk 

membayar utang-utangnya sesuai dengan jangka waktu yang 

telah ditetapkan. Dalam kondisi ini, secara resmi dinyatakan 

pailit oleh pengadilan Niaga setelah pengajuan permohonan pailit 

baik diajukan oleh Kreditur atau Debitur itu sendiri. Setelah 

status kepailitan dinyatakan, debitur kehilangan kendali atas aset-

aset karena pengadilan mengambil alih kendali untuk 

menyelesaikan utang-utang yang belum dibayar.  Selain itu, 

kedudukan debitur dalam proses kepailitan juga menuntut untuk 

menjalani serangkaian prosedur hukum yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang Kepailitan, harus memberikan informasi yang 

lengkap dan jujur mengenai aset-aset dan utang-utang yang 

dimilikinya kepada pengadilan dan kurator yang ditunjuk. Hal ini 
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bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan aset dan penyelesaian utang-utangnya. 

Selama proses kepailitan, debitur juga memiliki kewajiban 

untuk bekerja sama dengan kurator yang ditunjuk oleh 

pengadilan, harus memberikan akses yang cukup kepada kurator 

untuk melakukan pengelolaan aset-aset yang ada, termasuk 

menjalankan bisnis atau menjual aset-aset tersebut untuk 

membayar utang-utang yang masih belum terselesaikan. 

Kerjasama antara debitur dan kurator menjadi kunci dalam 

menjalankan proses kepailitan dengan lancar dan efisien. Di 

samping itu, debitur juga memiliki tanggung jawab untuk 

mengikuti semua perintah dan putusan pengadilan yang terkait 

dengan proses kepailitan, harus mematuhi tenggat waktu yang 

ditetapkan untuk mengajukan berkas-berkas tertentu, menghadiri 

persidangan, dan memberikan keterangan yang diperlukan oleh 

pengadilan. Ketaatan terhadap prosedur hukum menjadi hal yang 

sangat penting bagi debitur untuk memastikan bahwa proses 

kepailitan dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak 

yang terlibat. 

Debitur juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial 

untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam upaya 

penyelesaian utang-utangnya, harus berusaha sebaik mungkin 

untuk melunasi utang-utang yang masih belum dibayar dan 

berupaya mencari solusi yang terbaik untuk memenuhi kewajiban 

finansial kepada kreditur-krediturnya. Kesadaran akan tanggung 

jawab sosial ini penting untuk menjaga integritas dan reputasi 

debitur di mata masyarakat. Namun, debitur juga harus 

memperhatikan hak-haknya selama proses kepailitan. Memiliki 

hak untuk didengar dan dilindungi kepentingannya oleh 

pengadilan, serta untuk memperoleh perlakuan yang adil dan 

manusiawi selama proses hukum berlangsung. Pengakuan 

terhadap hak-hak ini menjadi landasan penting dalam 

menjalankan proses kepailitan dengan prinsip-prinsip keadilan 

dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat. 

Pada konteks kepailitan, debitur juga memiliki hak untuk 

mengajukan rencana perdamaian yang adil dan memadai kepada 

pengadilan. Rencana perdamaian ini bertujuan untuk 
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menyelesaikan utang-utang dengan para kreditur secara tertib dan 

berkelanjutan, serta memberikan gambaran yang jelas tentang 

bagaimana debitur akan memulihkan keuangan setelah proses 

kepailitan selesai. Dengan demikian, debitur bertanggung jawab 

untuk menyusun rencana perdamaian yang realistis dan dapat 

diterima oleh semua pihak yang terlibat,  

bagi keuangan dan reputasi. Keputusan untuk mengajukan 

kepailitan dapat berdampak pada akses terhadap kredit di masa 

depan, serta dapat mempengaruhi kemampuan untuk memulai 

kembali usaha atau aktivitas keuangan lainnya. Oleh karena itu, 

debitur harus mempertimbangkan secara matang semua 

konsekuensi dari keputusan untuk mengajukan kepailitan 

sebelum melangkah lebih jauh. 

 

b. Peran Debitur  

Pada proses kepailitan, debitur memegang peran yang 

penting dalam menavigasi berbagai tahapan yang harus 

dilaluinya. Salah satu peran utamanya adalah mematuhi prosedur 

hukum yang ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini mencakup 

menghadiri di setiap persidangan dan memberikan semua 

informasi seperti memberikan informasi terkait laporan keuangan 

yang dibutuhkan kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan 

Niaga  untuk menyelesaikan proses kepailitan dengan benar. 

Sebagai subjek dalam proses kepailitan, debitur juga memiliki 

kewajiban untuk bekerja sama dengan kurator yang ditunjuk oleh 

pengadilan. Kurator bertugas untuk mengelola aset debitur dan 

memastikan bahwa proses pemberesan berjalan dengan lancar. 

Oleh karena itu, debitur perlu memberikan akses yang diperlukan 

kepada kurator dan memberikan informasi yang dibutuhkan 

untuk memfasilitasi tugas. 

Debitur bertanggung jawab untuk menyediakan informasi 

keuangan yang akurat dan lengkap kepada pengadilan dan 

kurator. Informasi ini penting untuk menentukan total utang 

debitur, nilai aset yang dimiliki, serta rencana pembayaran yang 

mungkin diajukan jika Debitur mengajukan perdamaian dalam 

Kepailitan. Dengan memberikan informasi yang jujur dan 

transparan, debitur dapat membantu memastikan bahwa proses 
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kepailitan berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang 

terlibat. Sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan utang-

utangnya, debitur juga dapat mengajukan rencana perdamaian 

kepada kreditur. Rencana ini bertujuan untuk mencapai 

kesepakatan penyelesaian utang yang menguntungkan semua 

pihak terkait. Dengan menyusun rencana perdamaian yang 

realistis dan memadai, debitur dapat menghindari proses 

pemberesan oleh kurator. 

Peran debitur dalam proses kepailitan tidak hanya terbatas 

pada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya, juga 

memiliki hak-hak tertentu yang perlu dijaga dan dilindungi 

selama proses tersebut.  Dalam menjalankan peran dan tanggung 

jawabnya, debitur perlu mempertimbangkan konsekuensi jangka 

panjang dari keputusan-keputusan yang diambil selama proses 

kepailitan. Status putusan Pailit Debitur dapat memiliki dampak 

serius terhadap keuangan dan reputasi debitur di masa depan. 

Oleh karena itu, penting bagi debitur untuk memahami 

sepenuhnya implikasi dari keputusan-keputusan tersebut dan 

berusaha untuk mencapai penyelesaian yang adil dan 

berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. 

Untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya, debitur 

juga harus memperhatikan keterlibatan dan pengaruhnya 

terhadap pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan. 

Misalnya, dalam situasi di mana debitur adalah pemilik atau 

pemimpin perusahaan, keputusan yang diambil dapat berdampak 

langsung pada karyawan, pelanggan, dan pemasok perusahaan. 

Oleh karena itu, debitur juga perlu mempertimbangkan dampak 

sosial dan ekonomi dari keputusan selama proses kepailitan.  

Penting bagi debitur untuk menyadari bahwa proses 

kepailitan dapat menjadi pengalaman yang sulit secara emosional 

dan psikologis. Ketika seseorang atau sebuah perusahaan 

menghadapi kesulitan finansial yang parah, hal itu dapat 

menimbulkan stres dan tekanan yang signifikan. Oleh karena itu, 

penting bagi debitur untuk mencari dukungan mental dan 

emosional selama proses kepailitan, baik dari keluarga, teman, 

maupun profesional kesehatan mental. Selain itu, debitur juga 

harus memperhatikan tanggung jawab terhadap hutang-hutang 
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yang belum terbayar kepada kreditur. Meskipun proses kepailitan 

dapat memberikan perlindungan tertentu kepada debitur, seperti 

mengajukan perdamaian dalam Kepailitan atau penundaan 

pembayaran utang, hal itu tidak berarti bahwa dapat menghindari 

tanggung jawab sepenuhnya. Oleh karena itu, penting bagi 

debitur untuk tetap menghormati kewajiban terhadap kreditur dan 

berusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil dalam 

menyelesaikan utang-utangnya. 

 

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

 

Pada konteks hukum kepailitan, terdapat beragam hak dan 

kewajiban yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat, baik itu kreditor, 

debitur, maupun pihak lainnya. Penjelasan tentang hak dan kewajiban ini 

sangat penting untuk memahami dinamika dan proses kepailitan secara 

keseluruhan. Berikut adalah poin pembahasan mengenai hak dan 

kewajiban para pihak dalam kepailitan: 

 

1. Hak Kreditor 

Hak kreditor merupakan hak-hak yang diberikan kepada kreditor 

untuk melindungi kepentingan dalam proses kepailitan. Dalam konteks 

ini, Anderson dan Kumf (1967) menyatakan bahwa hak-hak ini adalah 

bagian integral dari upaya untuk memastikan bahwa kreditor dapat 

mendapatkan pembayaran yang adil atas utang yang dimiliki. Dua hak 

utama yang dimiliki oleh kreditor dalam proses kepailitan adalah hak 

untuk mengajukan klaim/tagihan, hak voting perdamaian,  hak untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan kepada kurator dan lain-lain. 

Kreditor memiliki hak untuk mengajukan klaim atas utang yang 

dimilikinya terhadap Kurator yang menjadi subjek kepailitan. Hak ini 

memberikan kreditor akses untuk memperoleh pembayaran dari aset 

debitur yang terlibat dalam proses kepailitan. Dalam situasi di mana 

seorang debitur tidak dapat membayar utangnya, mengajukan klaim 

merupakan langkah penting bagi kreditor untuk memastikan bahwa tidak 

merugi secara finansial akibat kegagalan pembayaran tersebut. 

Kreditor juga memiliki hak untuk melakukan Voting Rencana 

perdamaian yang diajukan oleh debitur, dimana aturan voting 

perdamaian baik dalam Kepailitan maupun PKPU telah diatur secara 
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jelas dalam UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU,sehingga kreditor memiliki peran yang sangat penting dalam 

menentukan keberlanjutan usaha debitur. Selanjutnya kreditor juga 

memiliki hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat 

mengenai keuangan debitur yang bersangkutan. Informasi ini penting 

untuk membantu kreditor dalam menilai kemampuan debitur untuk 

membayar utangnya. Dengan memahami situasi keuangan debitur, 

kreditor dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengevaluasi 

risiko dan menentukan strategi yang tepat untuk menagih utang. Dalam 

menjalankan hak-haknya, kreditor harus mematuhi prosedur yang 

ditetapkan dalam undang-undang kepailitan. Hal ini mencakup 

mengajukan klaim dalam batas waktu yang ditetapkan dan memberikan 

informasi yang diperlukan secara akurat dan tepat waktu. Dengan 

mematuhi prosedur hukum ini, kreditor dapat memastikan bahwa hak-

haknya diakui dan dihormati oleh pengadilan dan pihak terkait lainnya. 

Penting bagi kreditor untuk menyadari bahwa hak-haknya dalam 

proses kepailitan dapat terbatas oleh berbagai faktor, termasuk prioritas 

klaim dan ketersediaan aset untuk dilikuidasi. Oleh karena itu, peran 

kurator sangat penting dalam tahap verifikasi/pencocokan piutang para 

kreditor agar nantinya kurator bisa mengevaluasi peluang untuk 

mendapatkan pembayaran penuh atau sebagian dari utang dengan 

memperhitungkan asset milik debitor. Selain hak-hak yang disebutkan di 

atas, kreditor juga dapat memiliki hak-hak tambahan yang diberikan oleh 

undang-undang atau perjanjian kredit yang dimiliki dengan debitur. 

Misalnya, beberapa kreditor mungkin memiliki jaminan atau jaminan 

atas aset debitur yang dapat klaim sebagai jaminan atas pembayaran 

utang. 

Terkait dengan hak kreditor, penting untuk diingat bahwa dalam 

konteks proses kepailitan, kreditor sering kali harus bersaing untuk 

mendapatkan pembayaran dari aset debitor yang terbatas. Oleh karena 

itu, pemahaman yang jelas tentang klasifikasi jenis-jenis Kreditor 

berdasarkan hak-haknya dan prosedur yang terlibat dalam mengajukan 

klaim sangatlah penting. Selain itu, kreditor juga dapat memanfaatkan 

hak untuk berpartisipasi dalam proses perundingan rencana perdamaian. 

Dalam beberapa kasus, pembentukan rencana perdamaian dapat 

memberikan kesempatan bagi kreditor untuk menerima pembayaran 

sebagian dari utang atau menyetujui pengaturan pembayaran yang 
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berbeda. Dengan demikian, memahami hak-haknya dalam konteks 

pembentukan rencana perdamaian dapat menjadi strategi yang penting 

bagi kreditor untuk mengamankan klaim. 

Setiap langkah yang diambil oleh kreditor dalam proses 

kepailitan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang 

terlibat, termasuk debitur dan pihak lainnya. Meskipun kreditor memiliki 

hak untuk mengejar klaim, juga harus mematuhi standar etika dan hukum 

yang berlaku dalam proses tersebut. Selain hak-hak yang telah dijelaskan 

sebelumnya, kreditor juga dapat memiliki hak-hak khusus berdasarkan 

jenis utang yang dimiliki atau kondisi spesifik dalam perjanjian kredit. 

Misalnya, kreditor hipotek memiliki hak untuk menuntut aset tertentu 

sebagai jaminan atas pembayaran utang. Pemahaman yang mendalam 

tentang hak-hak khusus ini dapat membantu kreditor dalam 

memaksimalkan potensi untuk mendapatkan pembayaran dari utang 

yang dimiliki. 

 

2. Kewajiban Kreditor 

Referensi yang diberikan menggarisbawahi kewajiban-

kewajiban yang dimiliki oleh kreditor dalam konteks proses kepailitan. 

Dalam hal ini, kewajiban-kewajiban tersebut tidak hanya mencakup 

aspek pengajuan klaim, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dalam 

proses negosiasi dan voting untuk mencapai kesepakatan yang 

menguntungkan semua pihak yang terlibat. Kreditor memiliki kewajiban 

untuk mematuhi semua prosedur yang ditetapkan dalam proses 

kepailitan. Hal ini mencakup kewajiban untuk secara tepat waktu 

mengajukan klaim kepada pengadilan yang berwenang. Dalam konteks 

ini, kreditor harus memahami persyaratan yang terkait dengan pengajuan 

klaim, termasuk batas waktu yang ditetapkan dan dokumen-dokumen 

yang diperlukan untuk membuktikan klaim. 

Kreditor juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi secara 

aktif dalam proses negosiasi. Ini termasuk kewajiban untuk merespons 

permohonan informasi dan tawaran perdamaian yang diajukan oleh 

debitur atau pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan. Dalam 

beberapa kasus, kreditor juga dapat diharapkan untuk memberikan 

masukan  rencana perdamaian sendiri sebagai bagian dari upaya untuk 

mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Namun, 

kewajiban untuk berpartisipasi dalam negosiasi tidak berarti bahwa 
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kreditor harus menyetujui setiap tawaran yang diajukan oleh debitur. 

Sebaliknya, kreditor memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi 

independen terhadap setiap tawaran yang diajukan dan memastikan 

bahwa tawaran tersebut memenuhi kepentingannya secara adil dan 

wajar. 

Pada konteks ini, kreditor juga memiliki kewajiban untuk 

mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, termasuk kepentingan 

debitur, karyawan, dan pihak lain yang terkait. Ini mencerminkan prinsip 

keadilan dan keberlanjutan usaha yang menjadi dasar dalam proses 

kepailitan. Dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang 

terlibat, kreditor dapat memastikan bahwa setiap kesepakatan yang 

dicapai akan memberikan solusi yang berkelanjutan bagi semua pihak.  

Dengan demikian, kewajiban-kewajiban kreditor dalam proses 

kepailitan mencerminkan kompleksitas dinamika yang terlibat dalam 

upaya untuk menyelesaikan utang secara adil dan efektif. Dalam konteks 

ini, penting bagi kreditor untuk memahami perannya dalam proses 

tersebut dan bertindak dengan itikad baik untuk mencapai hasil yang 

menguntungkan semua pihak yang terlibat. Peran dan kewajiban kreditor 

dalam proses kepailitan sangat penting untuk memastikan bahwa proses 

tersebut berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. 

Dengan mematuhi kewajiban-kewajiban tersebut, kreditor dapat 

membantu menciptakan lingkungan yang mendukung untuk 

menyelesaikan utang dengan cara yang paling menguntungkan bagi 

semua pihak. 

Salah satu peran kunci kreditor adalah untuk memperjuangkan 

hak untuk mendapatkan pembayaran atas utang yang dimiliki terhadap 

debitur. Hal ini mencakup mengajukan tagihan kepada Kurator dan 

memastikan bahwa klaim tersebut diakui dan dipertimbangkan dalam 

proses kepailitan. Selain itu, kreditor juga memiliki peran dalam 

memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan lancar dan efisien. 

Ini termasuk partisipasi aktif dalam proses negosiasi untuk mencapai 

kesepakatan perdamaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan 

bekerja sama dengan debitur dan pihak lainnya, kreditor dapat membantu 

menciptakan solusi yang meminimalkan kerugian dan memberikan 

kepastian kepada semua pihak yang terlibat. 

Untuk menjalankan peran, kreditor juga memiliki kewajiban 

untuk bertindak dengan itikad baik dan mempertimbangkan kepentingan 
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yang lebih luas. Ini mencakup memperhatikan dampak dari setiap 

keputusan atau tindakan yang diambil terhadap debitur, karyawan, dan 

masyarakat luas. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, kreditor dapat 

membantu menciptakan solusi yang tidak hanya menguntungkan bagi 

diri sendiri, tetapi juga bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, 

kreditor juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa 

informasi yang diberikan kepada pengadilan dan pihak lainnya akurat 

dan lengkap. Hal ini penting untuk membantu pengadilan dalam 

membuat keputusan yang tepat dan adil dalam proses kepailitan. Dengan 

menyediakan informasi yang jujur dan akurat, kreditor dapat membantu 

memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan transparan dan adil 

bagi semua pihak yang terlibat. 

 

3. Hak Debitur 

Menurut Tjitrosudibio (1999), hak-hak debitur dalam proses 

kepailitan merupakan aspek yang penting untuk memastikan bahwa 

debitur diperlakukan dengan adil dan mendapatkan kesempatan yang 

layak untuk menyelesaikan utangnya dengan cara yang paling 

menguntungkan. Salah satu hak penting yang dimiliki debitur adalah hak 

untuk memperoleh perlindungan hukum. Debitur memiliki hak untuk 

didengar oleh pengadilan dan mendapatkan perlakuan yang adil dari 

semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Hal ini penting untuk 

memastikan bahwa debitur tidak dirugikan secara tidak adil dalam proses 

tersebut dan bahwa hak-haknya diakui dan dihormati. Selain itu, debitur 

juga memiliki hak untuk mengajukan rencana perdamaian kepada 

kreditur sebagai upaya untuk menyelesaikan utangnya tanpa harus 

melalui proses likuidasi aset. Dengan mengajukan rencana perdamaian, 

debitur dapat mencoba untuk mencapai kesepakatan yang 

menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk kreditur, tanpa 

harus kehilangan kendali atas aset sepenuhnya. Hal ini memberikan 

debitur kesempatan untuk mempertahankan bisnisnya dan menghindari 

kerugian yang lebih besar yang mungkin timbul akibat likuidasi aset. 

Untuk mengajukan rencana perdamaian, debitur juga memiliki 

kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat dan lengkap 

kepada kreditur dan pengadilan. Hal ini penting untuk membantu 

kreditur dalam membuat keputusan yang tepat tentang apakah akan 

menerima atau menolak rencana perdamaian yang diajukan. Dengan 
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memberikan informasi yang jujur dan akurat, debitur dapat membantu 

memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan lancar dan adil bagi 

semua pihak yang terlibat. Selain itu, debitur juga memiliki hak untuk 

dilindungi dari tindakan yang tidak adil atau menekan oleh kreditur 

selama proses kepailitan. Ini termasuk hak untuk tidak dianiaya atau 

dipaksa oleh kreditur untuk mengambil tindakan yang mungkin 

merugikan dalam upaya untuk menyelesaikan utang. Hal ini 

mencerminkan prinsip bahwa proses kepailitan harus berlangsung 

dengan itikad baik dan menghormati hak-hak dasar debitur. 

Pada beberapa kasus, debitur juga memiliki hak untuk 

mendapatkan bantuan atau dorongan dari pengadilan atau kurator dalam 

menyusun rencana perdamaian yang dapat diterima oleh semua pihak 

yang terlibat. Ini mencakup hak untuk mendapatkan saran atau nasihat 

hukum yang memadai dalam menjalankan proses kepailitan dan 

menyelesaikan utangnya dengan cara yang paling menguntungkan. 

Namun, walaupun memiliki hak-hak ini, debitur juga memiliki 

kewajiban untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pengadilan dan pihak 

lainnya dalam proses kepailitan. Ini termasuk kewajiban untuk 

menyediakan informasi yang diperlukan, mengikuti prosedur yang 

ditetapkan, dan mematuhi keputusan yang diambil oleh pengadilan. 

Dengan mematuhi kewajiban ini, debitur dapat membantu memastikan 

bahwa proses kepailitan berjalan dengan lancar dan efisien. 

Pada konteks kepailitan, debitur juga memiliki tanggung jawab 

untuk menjaga kepentingan para kreditur dan pihak lain yang terlibat. 

Salah satu tanggung jawab utama debitur adalah untuk memberikan 

kerjasama penuh kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Kurator 

memegang peran penting dalam mengelola aset debitur dan 

menyelesaikan utang dengan cara yang adil dan efisien. Selain itu, 

debitur juga bertanggung jawab untuk mematuhi keputusan pengadilan 

terkait proses kepailitan. Ini mencakup kepatuhan terhadap putusan 

pengadilan mengenai penundaan pembayaran utang, persetujuan rencana 

perdamaian, atau tindakan lain yang diambil oleh pengadilan untuk 

menyelesaikan proses kepailitan dengan lancar. 

Debitur juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi 

keuangan yang akurat kepada pengadilan dan kreditur. Informasi ini 

penting untuk membantu pengadilan dan kreditur dalam membuat 

keputusan yang tepat tentang proses kepailitan dan penyelesaian utang. 
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Dengan memberikan informasi yang jujur dan akurat, debitur dapat 

memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan lancar dan adil 

bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, debitur juga memiliki 

tanggung jawab moral untuk mencari solusi yang paling menguntungkan 

bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Ini mencakup 

upaya untuk mencapai kesepakatan penyelesaian utang yang adil dan 

dapat diterima oleh semua pihak, termasuk kreditur, karyawan, dan 

pemegang saham. 

Debitur juga memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dan 

kejujuran dalam semua transaksi yang terkait dengan proses kepailitan. 

Hal ini mencakup larangan terhadap praktik-praktik curang atau 

manipulatif yang dapat merugikan kreditur atau pihak lainnya. Debitur 

memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan usaha atau 

aktivitas ekonominya selama proses kepailitan. Meskipun berada dalam 

situasi keuangan yang sulit, debitur harus berusaha untuk 

mempertahankan operasional perusahaannya sejauh mungkin, dengan 

tetap memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. 

 

4. Kewajiban Debitur 

Widjaja (2000) menjelaskan bahwa dalam proses kepailitan, 

debitur memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan kurator yang 

ditunjuk oleh pengadilan. Kurator bertanggung jawab atas pengelolaan 

aset debitur dan penyelesaian utang. Debitur diharapkan memberikan 

informasi yang akurat dan lengkap kepada kurator serta mengikuti 

petunjuk yang diberikan oleh kurator untuk memastikan proses 

kepailitan berjalan dengan lancar. Selain itu, debitur juga memiliki 

kewajiban untuk mengikuti putusan pengadilan terkait proses kepailitan. 

Putusan ini bisa berupa penundaan pembayaran utang, persetujuan 

rencana perdamaian, atau tindakan lain yang diambil oleh pengadilan 

untuk menyelesaikan proses kepailitan. Dengan mematuhi putusan 

pengadilan, debitur dapat membantu memastikan bahwa proses 

kepailitan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Debitur juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi 

keuangan yang diperlukan kepada pengadilan dan pihak terkait lainnya. 

Informasi ini penting untuk membantu pengadilan dan pihak terkait 

dalam menilai kondisi keuangan debitur dan menentukan langkah 

selanjutnya dalam proses kepailitan. Selain itu, debitur juga memiliki 
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kewajiban moral untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan 

utangnya. Debitur diharapkan berusaha untuk mencapai kesepakatan 

penyelesaian utang yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang 

terlibat, termasuk kreditur, karyawan, dan pemegang saham. 

Debitur juga memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dan 

kejujuran dalam semua transaksi yang terkait dengan proses kepailitan. 

Hal ini mencakup larangan terhadap praktik-praktik curang atau 

manipulatif yang dapat merugikan pihak lainnya. Debitur memiliki 

kewajiban untuk menjaga keberlanjutan usaha atau aktivitas ekonominya 

selama proses kepailitan. Debitur diharapkan untuk tetap menjalankan 

operasional perusahaannya sejauh mungkin, dengan memperhatikan 

kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. 

Meskipun terlibat dalam proses kepailitan, debitur tetap memiliki 

tanggung jawab untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam semua 

tindakan dan komunikasi yang terkait dengan proses tersebut. Dalam hal 

ini, Widjaja (2000) menekankan pentingnya agar debitur tidak terlibat 

dalam praktik-praktik yang melanggar hukum atau tidak etis yang dapat 

merugikan pihak lainnya. Mematuhi aspek moral dan etika dalam setiap 

langkah proses kepailitan adalah suatu hal yang sangat penting. Selain 

itu, debitur juga diharapkan untuk tetap mempertahankan transparansi 

dalam semua transaksi keuangan dan bisnisnya. Hal ini meliputi 

kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada 

pengadilan, kurator, dan kreditur. Dengan memberikan informasi yang 

jujur dan transparan, debitur dapat membantu memastikan bahwa 

seluruh pihak terlibat memiliki pemahaman yang baik tentang situasi 

keuangan dan aset yang terlibat dalam proses kepailitan. 

Debitur juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi semua 

ketentuan hukum yang berlaku dalam proses kepailitan. Ini termasuk 

mematuhi perintah dan keputusan pengadilan, serta mengikuti prosedur-

prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang kepailitan. Dengan 

mematuhi hukum, debitur dapat memastikan bahwa proses kepailitan 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan keadilan 

bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, debitur juga bertanggung 

jawab untuk menjaga komunikasi yang baik dengan semua pihak yang 

terlibat dalam proses kepailitan. Hal ini termasuk kurator, pengadilan, 

dan kreditur. Dengan menjaga saluran komunikasi yang terbuka dan 
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efektif, debitur dapat menghindari kebingungan atau kesalahpahaman 

yang dapat memperlambat proses kepailitan. 

Pada konteks ini, debitur juga memiliki tanggung jawab untuk 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi 

kepentingan dirinya sendiri dan pihak-pihak lain yang terlibat. Ini bisa 

termasuk konsultasi dengan ahli hukum atau penasehat keuangan untuk 

memastikan bahwa semua langkah yang diambil selama proses 

kepailitan sesuai dengan kepentingan debitur dan sesuai dengan hukum 

yang berlaku. Debitur memiliki tanggung jawab moral untuk berupaya 

keras dalam menyelesaikan utangnya dengan cara yang adil dan 

bertanggung jawab. Meskipun terlibat dalam proses kepailitan, debitur 

diharapkan untuk tetap menjaga integritas dan menjalankan kewajiban-

kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan memahami dan 

mematuhi kewajiban-kewajiban ini, debitur dapat membantu 

memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan lancar dan adil 

bagi semua pihak yang terlibat. Ini juga mencerminkan komitmen 

debitur untuk menyelesaikan utangnya dengan cara yang bertanggung 

jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 

 

5. Hak dan Kewajiban Pihak Lainnya/Kreditor Lain 

Pihak ketiga yang memiliki kepentingan terkait dengan aset atau 

bisnis debitur memiliki hak yang perlu dihormati dalam proses 

kepailitan. Memiliki hak untuk diberi informasi yang relevan dan akurat 

tentang perkembangan proses kepailitan, serta hak untuk didengar jika 

kepentingannya terdampak oleh keputusan yang diambil dalam proses 

tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan pihak ketiga 

juga diperhatikan selama proses kepailitan. Di sisi lain, pengadilan dan 

kurator memiliki kewajiban untuk menjalankan proses kepailitan dengan 

integritas dan transparansi, harus memastikan bahwa prosedur-prosedur 

yang ditetapkan dalam undang-undang kepailitan diikuti dengan benar 

oleh semua pihak yang terlibat. Ini termasuk memastikan bahwa semua 

pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan dan 

bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan dan 

kepatutan. 

Pengadilan juga memiliki kewajiban untuk mendengarkan 

argumen dan bukti yang disajikan oleh semua pihak yang terlibat dalam 

proses kepailitan sebelum membuat keputusan. Hal ini mencakup 
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memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengemukakan 

pendapat atau keberatan terhadap langkah-langkah yang diambil dalam 

proses kepailitan yang dapat mempengaruhi kepentingan. Seperti upaya 

hukum Kasasi atas Putusan pernyataan Pailit yang tersebut dalam Pasal 

11 ayat (3) UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU 

menyebutkan bahwa Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang 

merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan 

oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan 

tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan 

pernyataan pailit.  

Kurator, sebagai perwakilan pengadilan, memiliki tanggung 

jawab untuk mengelola aset debitor dengan cermat dan memastikan 

bahwa aset tersebut dikelola dengan efisien dan sesuai dengan hukum 

yang berlaku, juga harus menjaga komunikasi yang baik dengan semua 

pihak yang terlibat dalam proses kepailitan dan memberikan informasi 

yang diperlukan kepada pengadilan dan kreditur. 

Pengadilan dan kurator memiliki kewajiban untuk memastikan 

bahwa semua langkah yang diambil dalam proses kepailitan bertujuan 

untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak terkait. Ini 

termasuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, 

termasuk debitur, kreditor, dan pihak ketiga/Kreditor Lain, dan mencari 

solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan tersebut. Pihak-

pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, termasuk pengadilan, 

kurator, kreditor, dan pihak ketiga, juga memiliki kewajiban untuk 

menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif yang diterima selama 

proses tersebut. Ini penting untuk melindungi kepentingan semua pihak 

dan mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan salah 

satu pihak yang terlibat. 

Pengadilan dan kurator juga memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan bahwa semua langkah yang diambil dalam proses kepailitan 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan bahwa keputusan 

yang diambil didasarkan pada fakta-fakta yang relevan dan hukum yang 

berlaku. Ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan proses 

kepailitan. Pihak lain yang memiliki peran penting dalam proses 

kepailitan adalah pihak yang terlibat dalam negosiasi rencana 

perdamaian. Memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan 
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kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta kepentingannya dalam 

proses negosiasi. Hal ini dapat mencakup kreditor, debitur, pihak ketiga, 

dan pengadilan yang terlibat dalam penentuan rencana perdamaian. 

Pihak ketiga juga memiliki kewajiban dan memberikan bukti-

bukti pendukung untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan 

dalam melakukan upaya hukum yang terlibat dalam proses kepailitan. 

Ini penting untuk memastikan bahwa proses tersebut dapat berjalan 

dengan transparan. Selain itu, semua pihak yang terlibat dalam proses 

kepailitan memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip 

kepatutan dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. 

Ini mencakup menjaga etika yang tinggi dalam berinteraksi dengan pihak 

lain, menghindari konflik kepentingan, dan menjaga kerahasiaan 

informasi yang sensitif. 

Pengadilan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan 

bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, 

kemanfaatan, dan kepatutan. Hal ini mencakup memastikan bahwa 

kepentingan semua pihak terdapat dalam proses kepailitan dan bahwa 

keputusan yang diambil mempertimbangkan dampaknya terhadap semua 

pihak yang terlibat. Dengan demikian, hak dan kewajiban pihak lainnya 

dalam proses kepailitan sangat penting untuk menjaga integritas, 

transparansi, dan keadilan dalam proses tersebut. Dengan mematuhi 

kewajiban dan menghormati hak-hak yang relevan, semua pihak dapat 

berpartisipasi dalam proses kepailitan dengan cara yang bertanggung 

jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 

 

C. Soal Latihan 

 

1. Seorang kreditor yang memiliki klaim atas tagihan atas sebuah 

perusahaan yang pailit, merasa bahwa informasi keuangan yang 

diberikan oleh debitur tidak lengkap. Bagaimana peran Kurator 

dapat mengatasi masalah ini dan apa implikasinya dalam proses 

kepailitan? 

2. Sebuah perusahaan mengajukan permohonan PKPU untuk 

mendapatkan kesempatan untuk merestrukturisasi utang-utangnya 

dengan kreditornya. Namun, salah satu kreditor menolak rencana 

perdamaian yang diajukan oleh Debitor . 
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Apa hak dan kewajiban dari kreditor yang menolak serta bagaimana 

implikasinya terhadap proses PKPU ? 

3. Seorang kreditor memiliki klaim tagihan yang signifikan terhadap 

sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit. Namun, setelah proses 

pemberesan aset, jumlah yang diterima oleh kreditor tersebut 

ternyata jauh lebih kecil dari klaimnya. Apakah hak yang dimiliki 

oleh kreditor dalam situasi ini dan bagaimana kreditor dapat 

mengajukan tindakan hukum lainnya untuk melindungi 

kepentingannya? 
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Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan definisi dan syarat, memahami 

hukum acara pengadilan niaga dalam perkara kepailitan, serta 

memahami akibat hukum pernyataan pailit, sehingga pembaca dapat 

mengelola proses kepailitan dengan lebih baik, serta memberikan 

kontribusi yang positif dalam menyelesaikan kasus-kasus kepailitan 

secara efisien dan adil. 

Materi Pembelajaran 

• Definisi dan Syarat 

• Hukum Acara Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan 

• Akibat Hukum Pernyataan Pailit 

• Soal Latihan  

 

 

A. Definisi dan Syarat Kepailitan 

 

Pada konteks hukum bisnis, kepailitan merupakan kondisi di 

mana seorang debitur tidak mampu untuk membayar utangnya kepada 

kreditur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Proses kepailitan 

seringkali diatur oleh undang-undang yang mengatur langkah-langkah 

yang harus diikuti baik oleh debitur maupun kreditur dalam 

menyelesaikan utang-utang yang belum terbayarkan. Dalam hukum, 

terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar suatu entitas dapat 

dinyatakan pailit. 

 

1. Definisi Kepailitan 

Kepailitan adalah suatu kondisi yang merujuk pada saat seorang 

individu atau entitas bisnis tidak lagi memiliki kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban finansialnya terhadap kreditornya. Dalam konteks 

hukum, hal ini sering kali diakui melalui proses formal yang melibatkan 
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pengadilan, di mana debitur dinyatakan tidak mampu untuk membayar 

utang-utangnya sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Pasal 1 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU 

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang  

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah  

pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini.  

Kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari masalah 

keuangan yang mendalam hingga likuiditas yang rendah yang membuat 

debitur tidak mampu lagi memenuhi kewajiban keuangannya. Proses 

kepailitan sering kali menjadi titik terakhir dalam upaya menyelesaikan 

utang-utang yang belum terbayarkan. Ketika seorang individu atau 

perusahaan menyadari bahwa tidak dapat lagi memenuhi kewajiban 

finansialnya, langkah-langkah menuju kepailitan sering kali diambil 

sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah keuangan yang 

terjadi. Dalam banyak kasus, kepailitan bisa menjadi langkah yang 

diperlukan untuk memberikan ketertiban dalam mengatur pembayaran 

utang dan mengelola keuangan secara lebih terstruktur. 

Pengakuan resmi atas kepailitan biasanya melibatkan proses 

hukum yang rumit dan formal. Pengadilan akan mempertimbangkan 

bukti-bukti dan argumen dari pihak-pihak yang terlibat sebelum 

membuat keputusan akhir mengenai status keuangan debitur. Selama 

proses ini, pihak yang berkepentingan, termasuk kreditur, akan memiliki 

kesempatan untuk memperjuangkan tagihannya dan menunjukkan bukti-

bukti terkait. Salah satu dampak langsung dari kepailitan adalah 

pengelolaan aset debitur. Setelah dinyatakan pailit, aset debitur akan 

dikelola oleh seorang kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Kurator 

bertanggung jawab untuk mengelola aset tersebut dengan cermat dan 

memastikan bahwa penjualan atau likuidasi aset tersebut dilakukan 

dengan cara yang paling menguntungkan bagi kreditur. 

Kepailitan juga dapat memengaruhi berbagai pihak yang terlibat, 

termasuk karyawan, pemasok, dan pemegang saham. Karyawan 

mungkin menghadapi risiko kehilangan pekerjaan seperti Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK), sementara pemasok bisa kehilangan sumber 

pendapatan yang signifikan jika perusahaan yang pailit tidak lagi dapat 

membayar utangnya. Demikian pula, pemegang saham bisa mengalami 

kerugian finansial karena nilai saham dapat turun drastis setelah 
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perusahaan dinyatakan pailit. Dalam beberapa kasus, Debitur dapat 

mengambil peluang untuk memulai kembali atau merevitalisasi bisnis 

yang mengalami kesulitan. Melalui proses restrukturisasi atau 

reorganisasi keuangan/PKPU, perusahaan yang mengalami kesulitan 

keuangan mungkin dapat memperbaiki kondisi keuangannya dan 

kembali menjadi beroperasi secara normal. Ini bisa melibatkan negosiasi 

dengan kreditur untuk mengurangi beban utang atau mengubah struktur 

kepemilikan. 

Meskipun kepailitan sering kali dianggap sebagai situasi yang 

sulit dan menantang, namun dalam beberapa kasus Debitur bisa keluar 

dari Kepailitan jika mengajukan perdamaian, hal itu juga dapat menjadi 

titik awal bagi perbaikan dan perubahan positif. Dengan pendekatan 

yang tepat dan manajemen yang cermat, banyak perusahaan telah 

mampu bangkit dari kepailitan dan kembali menjadi kuat secara 

finansial. Terkait dengan kepailitan, ada beberapa konsep penting yang 

perlu dipahami. Salah satunya adalah pengertian dari istilah-istilah yang 

sering digunakan dalam konteks kepailitan. Misalnya, istilah "hakim 

pengawas" mengacu pada hakim yang memiliki kewenangan untuk 

mengawasi kerja Kurator dalam proses kepailitan dan memastikan 

bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan benar. Selain itu, 

"penyusunan rencana perdamaian" adalah proses di mana debitur dan 

kreditornya merumuskan kesepakatan mengenai bagaimana utang-utang 

tersebut akan diselesaikan. 

Istilah "perdamaian," yang merupakan kesepakatan antara 

debitur dan kreditornya untuk menyelesaikan utang dengan syarat yang 

disepakati. Dalam Pasal 144 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU menyebutkan bahwa Debitor Pailit berhak untuk menawarkan 

suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Namun perdamaian ini bisa 

dicapai jika memenuhi Pasal 151 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan PKPU yaitu rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam 

rapat Kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren 

yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk 

sementara diakui, yang mewakili paling  sedikit 2/3 (dua pertiga) dari 

jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara 

diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat 

tersebut. 



72 Hukum Kepailitan 

Perdamaian ini dapat mencakup pembayaran sebagian dari utang 

atau restrukturisasi utang untuk memudahkan pembayaran. Dalam 

konteks hukum kepailitan, terdapat juga istilah "keberlanjutan usaha" 

yang mengacu pada usaha untuk menjaga agar operasional perusahaan 

tetap berjalan meskipun mengalami kesulitan keuangan. Hal ini bisa 

dilakukan melalui restrukturisasi keuangan atau negosiasi dengan 

kreditur untuk menghindari pemberesan aset. Dalam prakteknya, proses 

kepailitan seringkali melibatkan banyak pihak dan aspek yang kompleks. 

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami 

konsep-konsep dasar dalam hukum kepailitan agar dapat berpartisipasi 

dengan baik dalam proses tersebut dan mencapai solusi yang adil bagi 

semua pihak yang terlibat. 

 

2. Syarat-Syarat Kepailitan 

Syarat-syarat kepailitan adalah hal yang penting untuk dipahami 

dalam konteks hukum, karena menentukan apakah seorang individu atau 

perusahaan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Syarat Pailit tersebut 

dalam Pasal 2 ayat (1) jo 8 ayat (4) UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan PKPU, Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak 

membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat 

ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas 

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih 

kreditornya. Selanjutnya Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan 

apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana 

bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. 

Untuk membuktikan keadaan pailit, diperlukan putusan 

pengadilan yang menyatakan bahwa debitur berada dalam keadaan pailit. 

Pengadilan akan melakukan penelitian terhadap bukti-bukti yang 

diajukan oleh kreditur atau debitur untuk menentukan apakah kondisi 

pailit memenuhi syarat hukum. Putusan pengadilan niaga adalah langkah 

penting dalam proses kepailitan karena itu menentukan status hukum 

debitur. Kepailitan dianggap sebagai langkah terakhir setelah semua 

upaya penyelesaian telah gagal baik melalui litigasi dengan melakukan 

gugatan perdata ataupun non litigasi seperti somasi/peringatan, negosiasi  

dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa pengadilan niaga biasanya akan 
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menilai bukti-bukti apakah sudah memenuhi syarat dalam UU Kepailitan 

sebelum memutuskan untuk menyatakan debitur sebagai pailit. 

Jika akan keluar dari kondisi pailit harus tetap memahami jangka 

waktu tertentu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Jika debitur 

mampu memulihkan keadaan keuangannya dalam batas waktu yang 

ditentukan, maka kepailitan dapat dihindari. Pasal 145 UU 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan PKPU Apabila Debitor Pailit mengajukan 

rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat 

pencocokan piutang menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan agar 

dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, 

rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan 

segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang 

ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147. Ini menunjukkan 

bahwa kepailitan juga memberikan kesempatan bagi debitur untuk 

memperbaiki keadaan keuangannya dengan mengajukan perdamaian. 

Syarat-syarat kepailitan merupakan bagian penting dari proses hukum 

yang mengatur kondisi-kondisi yang harus dipenuhi sebelum seseorang 

atau perusahaan dapat dinyatakan pailit. Salah satu syarat yang sangat 

penting adalah ketika debitur berhenti membayar utang-utangnya. Ini 

menjadi indikator utama bahwa debitur mengalami kesulitan finansial 

yang serius dan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada 

krediturnya. 

Keberadaan minimal dua kreditor dan salah satu sudah jatuh 

tempo yang menuntut pembayaran utang dari debitur juga merupakan 

syarat penting dalam proses kepailitan. Kehadiran kreditur yang 

menuntut pembayaran utang menunjukkan bahwa masalah keuangan 

debitur telah mencapai titik di mana tindakan hukum diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Untuk membuktikan keadaan pailit, 

diperlukan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa debitur berada 

dalam keadaan pailit. Putusan ini diperoleh setelah pengadilan 

melakukan penelitian terhadap bukti-bukti di persidangan yang diajukan 

oleh kreditur atau debitur. Hal ini menegaskan bahwa kepailitan adalah 

keputusan yang diambil oleh otoritas hukum yang berwenang setelah 

mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. 
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3. Dampak Kepailitan 

Yani, A., & Widjaja, G. (1999) dalam "Seri Hukum Bisnis 

Kepailitan" menguraikan dampak yang dihasilkan dari proses kepailitan. 

Salah satu dampak utama adalah terkait dengan kontrol atas aset. Ketika 

suatu entitas dinyatakan pailit, pengadilan biasanya akan mengambil alih 

kendali atas aset-aset debitur. Tujuannya adalah untuk melindungi 

kepentingan kreditur dan memastikan bahwa aset tersebut dikelola 

dengan adil dan seimbang. Pasal 15 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan PKPU menyebutkan Dalam putusan pernyataan pailit, 

harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari 

hakim Pengadilan.  

Proses pemberesan asset oleh Kurator menjadi langkah penting 

dalam proses kepailitan. Dalam langkah ini, aset-aset debitur dijual 

untuk melunasi utang-utang kepada para kreditur. Hasil pemberesan 

tersebut kemudian dibagi secara proporsional antara kreditur sesuai 

dengan prioritas pembayaran yang telah ditetapkan oleh hukum, 

dasarnya adalah Pasal Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang 

yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu 

dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya 

piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada 

alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” .  Ini menunjukkan bahwa 

proses kepailitan tidak hanya mempengaruhi debitur, tetapi juga kreditur 

yang memiliki klaim terhadap aset-aset tersebut. 

Kepailitan juga berpotensi memengaruhi reputasi individu atau 

perusahaan secara signifikan. Proses kepailitan dapat menciptakan 

kesulitan dalam mendapatkan pinjaman baru, menjalin kemitraan bisnis, 

atau menarik investasi di masa depan. Ini karena adanya stigma terkait 

dengan kegagalan keuangan yang dapat melekat pada individu atau 

entitas yang mengalami kepailitan. Keterbatasan pemulihan keuangan 

menjadi salah satu dampak yang penting dari proses kepailitan. 

Meskipun kepailitan dapat memberikan jalan keluar dari utang yang tak 

terbayar, proses ini juga dapat membatasi kemampuan debitur untuk 

memulihkan keuangan dan membangun kembali bisnisnya di masa 

depan. Ini dapat menghambat kemungkinan debitur untuk melakukan 

aktivitas bisnis yang produktif di masa mendatang. 
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Kepailitan juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan 

fiskal yang serius. Misalnya, debitur kehilangan hak terhadap 

kepemilikan aset, penundaan pembayaran pajak, atau bahkan sanksi 

pidana jika terdapat pelanggaran hukum yang terkait dengan kepailitan. 

Dalam Pasal 24 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU 

menyebutkan “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai 

dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak 

tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. 

Dampak ini menunjukkan bahwa proses kepailitan tidak hanya 

memiliki konsekuensi finansial, tetapi juga dapat berdampak pada status 

hukum dan kewajiban fiskal debitur. Dalam konteks dampak kepailitan, 

proses tersebut juga membawa implikasi sosial dan ekonomi yang 

signifikan. Salah satu aspek penting adalah terkait dengan dampak 

psikologis bagi individu atau perusahaan yang mengalami kepailitan. 

Proses ini dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan tekanan mental 

yang berat, terutama bagi pemilik usaha atau pemimpin perusahaan yang 

merasa gagal dalam menjaga keberlanjutan bisnis. 

Dampak kepailitan terhadap Harta Pasal 1 UU 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan PKPU, demi hukum berada seluruh harta berada 

dalam sita umum, baik itu yang telah ada pada saat putusan pernyataan 

pailit diucapkan maupun yang akan diperoleh selama kepailitan 

berlangsung, terhadap para Kreditor menurut Pasal 25 jo Pasal 26 UU 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Semua perikatan debitor yang 

terbit sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayarkan dari harta pailit. 

Jika tetap dilakukan, tidak mengikat, kecuali menguntungkan harta pailit 

dan Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit 

harus diajukan kepada Kurator. Selanjutnya Bila tuntutan hukum 

terhadap debitor sedang berjalan, perkara gugur demi hukum dengan 

diucapkan putusan pernyataan pailit, Jika eksekusi sudah sedemikian 

jauh, hari penjualan benda sudah ditetapkan, dengan ijin hakim 

pengawas, Kuraot dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta 

pailit 

Dampak ekonomi dari kepailitan juga dapat dirasakan dalam 

skala yang lebih luas. Misalnya, kegagalan sebuah perusahaan besar 

dapat berdampak negatif pada pasar keuangan secara keseluruhan, 

mengakibatkan ketidakstabilan pasar atau bahkan resesi ekonomi dalam 

beberapa kasus. Ini menunjukkan bahwa dampak kepailitan tidak 
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terbatas pada individu atau entitas yang langsung terlibat, tetapi juga 

dapat merambah ke sektor ekonomi yang lebih luas. Dampak kepailitan 

juga dapat terasa dalam hal hilangnya lapangan kerja. Saat perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya mengajukan kepailitan, ini 

sering kali berarti bahwa pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut 

kehilangan mata pencaharian. Hal ini dapat memicu ketidakpastian 

finansial dan kesulitan sosial bagi para pekerja yang terkena dampak, 

serta berkontribusi pada masalah pengangguran dalam masyarakat. 

Kepailitan juga dapat mengganggu ekosistem bisnis secara lebih 

luas. Kreditor yang kehilangan dana karena kepailitan mungkin juga 

menghadapi kesulitan keuangan, yang pada gilirannya dapat 

memengaruhi hubungan bisnis dengan pihak lain. Ini dapat menciptakan 

efek domino di dalam ekosistem bisnis, mengganggu rantai pasokan dan 

kemitraan bisnis yang telah terjalin. Dalam beberapa kasus, kepailitan 

dapat memberikan kesempatan untuk restrukturisasi dan inovasi bisnis 

yang lebih baik. Meskipun proses ini sulit dan sering kali menyakitkan, 

bagi beberapa perusahaan, kepailitan bisa menjadi titik balik yang 

memungkinkan untuk memperbaiki model bisnis, menghilangkan beban 

utang yang berat, dan memulai kembali dengan pendekatan yang lebih 

berkelanjutan dan efisien. 

Selanjutnya Asas nebis in idem yang dikenal dalam hukum 

perdata dan pidana Indonesia, pengertiannya adalah jika suatu perkara 

telah diputus, maka tidak dapat dilakukan lagi permohonan pemeriksaan 

atas perkara yang sama. Asas ini tidak dikenal di dalam hukum 

kepailitan, sehingga permohonan Pailit atau PKPU yang telah 

menyebabkan debitor dinyatakan pailit tidak menghalangi kreditor 

tersebut atau kreditor lainnya melakukan permohonan pailit atau PKPU 

kembali terhadap debitor yang sama, asalkan syarat-syarat yang 

ditentukan oleh UUK-PKPU tetap terpenuhi. 

 

B. Hukum Acara Permohonan Kepailitan 

 

Hukum acara permohonan kepailitan mengatur prosedur dan tata 

cara yang harus diikuti dalam penanganan kasus kepailitan di pengadilan 

niaga, mulai dari pengajuan permohonan kepailitan hingga penyelesaian 

akhir perkara tersebut. 

 



Buku Ajar  77 

1. Prosedur Pengajuan Permohonan Kepailitan 

Proses pengajuan permohonan kepailitan merupakan langkah 

awal yang penting dalam penanganan kasus kepailitan di pengadilan 

niaga. Baik kreditur maupun debitur memiliki hak untuk mengajukan 

permohonan tersebut kepada pengadilan yang berwenang. Dalam 

prosedur ini, penting untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

oleh undang-undang acara perdata. Salah satu syarat utama adalah 

menyertakan bukti-bukti yang mendukung klaim kepailitan, daftar 

utang, dan informasi keuangan debitur. Pengadilan akan menilai apakah 

permohonan tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke tahap 

selanjutnya atau tidak. 

Menurut Pasal 6 UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU, tahap pertama proses hukum kepailitan mengatur langkah-

langkah yang harus diikuti setelah permohonan pernyataan pailit 

diajukan. Permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan, dan 

panitera pengadilan akan mendaftarkannya pada tanggal yang 

bersangkutan. Pemohon akan menerima tanda terima tertulis sebagai 

bukti pendaftaran permohonan kepailitan. Namun, pengadilan memiliki 

kewenangan untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit 

jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini 

menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh persyaratan dan 

prosedur yang ditetapkan telah dipenuhi sebelum mengajukan 

permohonan kepailitan. 

Langkah selanjutnya adalah panitera pengadilan menyampaikan 

permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan dalam waktu 

dua hari setelah tanggal pendaftaran. Proses ini mencerminkan kehati-

hatian pengadilan dalam menangani kasus kepailitan untuk memastikan 

bahwa setiap permohonan diperlakukan secara adil dan sesuai dengan 

hukum yang berlaku. Selanjutnya Dalam Pasal 6 UU Kepailitan dan 

PKPU menyebutkan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah 

tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan 

mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang, Sidang 

pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam 

jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal 

permohonan didaftarkan. Atas permohonan Debitor dan berdasarkan 

alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 
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(dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Tahapan 

awal ini menjadi landasan penting dalam proses hukum kepailitan 

selanjutnya, yang akan melibatkan penilaian lebih lanjut terhadap klaim-

klaim yang diajukan serta penentuan langkah-langkah selanjutnya dalam 

menangani kasus tersebut. 

Proses pengajuan permohonan kepailitan dan tahap awal proses 

hukum kepailitan memabahas pentingnya kerjasama antara berbagai 

pihak yang terlibat, termasuk kreditur, debitur, dan pengadilan. 

Kolaborasi yang baik antara semua pihak tersebut dapat memastikan 

bahwa proses hukum kepailitan berjalan dengan lancar dan adil, 

sehingga dapat mencapai penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak 

yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas tentang prosedur 

pengajuan permohonan kepailitan dan tahapan awal proses hukum 

kepailitan menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak 

terlindungi dan bahwa kasus kepailitan dapat ditangani dengan efisien 

dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Pada Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, diatur 

mengenai syarat-syarat pailit yang harus dipenuhi oleh debitor sebelum 

pengadilan dapat mengeluarkan putusan pailit. Salah satu syarat 

utamanya adalah bahwa debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan 

tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan 

dapat ditagih. Selain itu, terdapat juga ketentuan mengenai siapa yang 

berwenang mengajukan permohonan pailit tergantung pada jenis 

debitornya. Misalnya, jika debitor adalah bank, permohonan pailit hanya 

dapat diajukan oleh Bank Indonesia, sementara jika debitor adalah 

perusahaan efek, Badan Pengawas Pasar Modal yang berwenang 

mengajukan permohonan pailit. 

Proses pengajuan permohonan pailit haruslah sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Pengadilan 

akan mempelajari permohonan tersebut dalam waktu paling lambat 3 

(tiga) hari setelah tanggal pendaftaran dan menetapkan hari sidang. 

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pengadilan bertanggung 

jawab untuk memastikan bahwa setiap permohonan pailit diproses 

dengan cepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini juga 

merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang 

terlibat dalam proses kepailitan. Adanya peraturan yang jelas mengenai 

proses pengajuan permohonan kepailitan dan syarat-syarat pailit 
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memastikan bahwa penanganan kasus kepailitan dilakukan secara 

transparan dan adil. Selain itu, peraturan ini juga membantu dalam 

menjaga kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan 

demikian, proses hukum kepailitan dapat berjalan dengan lancar dan 

efisien, sehingga dapat mencapai penyelesaian yang adil dan 

menguntungkan bagi semua pihak. 

Pentingnya kolaborasi antara semua pihak yang terlibat dalam 

proses kepailitan tidak dapat dipandang enteng. Kreditur, debitur, dan 

pengadilan perlu bekerja sama secara aktif untuk memastikan bahwa 

setiap langkah yang diambil dalam penanganan kasus kepailitan 

dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Dengan demikian, proses hukum kepailitan dapat menghasilkan 

keputusan yang tepat dan adil, serta meminimalkan dampak negatif bagi 

semua pihak yang terlibat. Ketika mengajukan permohonan kepailitan, 

penting bagi pihak yang terlibat untuk memahami sepenuhnya 

konsekuensi dari langkah tersebut. Pengajuan kepailitan dapat memiliki 

dampak yang signifikan, baik secara finansial maupun reputasi. Oleh 

karena itu, sebelum mengambil langkah tersebut, perlu dilakukan 

evaluasi yang cermat terhadap kondisi keuangan dan bisnis debitor, serta 

pertimbangan terhadap opsi lain yang mungkin tersedia untuk 

menyelesaikan utang-utangnya. 

Tahap awal proses hukum kepailitan, seperti syarat-syarat yang 

diatur dalam  UU Kepailitan dan PKPU, menghadiri setiap persidangan 

permohonan pernyataan pailit dan mengambil langkah-langkah 

selanjutnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, 

proses ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi kreditur 

dan debitur, tetapi juga memastikan bahwa kasus kepailitan ditangani 

dengan tepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam konteks 

pengelolaan kasus kepailitan, transparansi dan akuntabilitas sangatlah 

penting. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan perlu 

memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada pengadilan, serta 

bekerja sama dalam menyusun rencana penyelesaian yang dapat 

menguntungkan semua pihak. Dengan demikian, proses kepailitan dapat 

menghasilkan hasil yang adil dan terpercaya bagi semua pihak yang 

terlibat. 

Kesadaran akan pentingnya mematuhi prosedur dan peraturan 

yang ditetapkan dalam hukum kepailitan merupakan hal yang krusial 



80 Hukum Kepailitan 

bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menjaga kepatuhan terhadap 

ketentuan yang berlaku, proses kepailitan dapat berjalan dengan lancar 

dan efisien, sehingga dapat mencapai penyelesaian yang terbaik bagi 

semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pembelajaran dan 

pemahaman yang mendalam mengenai hukum kepailitan menjadi kunci 

dalam mengelola kasus kepailitan dengan baik dan meminimalkan 

dampak negatifnya. Berdasarkan pasal tersebut di atas, berikut ini 

dijelaskan jenis-jenis pemohon yang boleh mengajukan permohonan 

pernyataan pailit. Misalnya, jika debitur adalah perusahaan bukan bank 

dan bukan perusahaan efek, maka yang dapat mengajukan permohonan 

pailit adalah debitur, satu atau lebih kreditur, atau kejaksaan. Namun, 

jika debitur adalah perusahaan berbentuk bank, maka Bank Indonesia 

yang dapat mengajukan permohonan pailit. Begitu pula jika debitur 

adalah perusahaan efek, Bapepam yang berwenang mengajukan 

permohonan pailit. Terdapat juga aturan yang mengatur bahwa jika 

debitur adalah perseroan terbatas, maka direksi perusahaan tersebut yang 

harus mengajukan permohonan pailit, tetapi berdasarkan keputusan 

RUPS. 

Tata cara pengajuan permohonan pailit sama dengan 

permohonan pailit yang diajukan oleh debitur atau kreditur, dapat juga 

permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan dengan alasan untuk 

kepentingan umum. Ketentuan mengenai mengenai peraturan pihak-

pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyatan Pailit terdapat 

pada Pasal 2 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam 

hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat 

diajukan oleh Bank Indonesia, Dalam hal Debitor adalah Perusahaan 

Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya 

dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, Dalam hal Debitor 

adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau 

Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, 

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri 

Keuangan.  

Pada konteks pengelolaan kasus kepailitan, penting bagi semua 

pihak yang terlibat untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku dan 

mematuhi prosedur yang ditetapkan. Dengan menjaga kepatuhan 

terhadap aturan hukum, proses kepailitan dapat berjalan dengan lancar 



Buku Ajar  81 

dan efisien, serta dapat mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai 

dengan kepentingan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, 

pemahaman yang mendalam mengenai hukum kepailitan dan peran serta 

aktif dari semua pihak sangatlah penting untuk memastikan kelancaran 

proses hukum kepailitan dan penyelesaiannya. Salah satu aspek yang 

penting dalam proses kepailitan adalah penentuan pengadilan yang 

berwenang dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit. Hal ini 

diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU yang menyatakan bahwa Putusan atas permohonan pernyataan 

pailit dan hal-hal lain yang berkaitan  dan/atau diatur dalam Undang-

Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 

daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Dengan demikian, pengadilan 

niaga tersebut memiliki kewenangan untuk menangani kasus kepailitan 

yang melibatkan debitur tersebut. 

Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan juga mengatur 

tentang pengadilan yang berwenang Dalam hal Debitor telah 

meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang 

berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit 

adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 

hukum terakhir Debitor. Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, 

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum 

firma tersebut juga berwenang memutuskan. Dalam hal debitur tidak 

berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan 

profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan 

yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan 

profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.  

Pemahaman yang jelas mengenai kewenangan pengadilan niaga 

dalam kasus kepailitan sangat penting untuk memastikan bahwa proses 

hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bahwa 

keputusan yang diambil dapat dijalankan dengan efisien. Dengan 

demikian, semua pihak yang terlibat dapat memperoleh perlakuan yang 

adil dan terjamin hak-haknya dalam proses kepailitan. Pentingnya 

memahami ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan 

pengadilan niaga dalam kasus kepailitan merupakan bagian integral dari 

upaya menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum. Dengan 

pemahaman yang baik tentang aspek-aspek tersebut, semua pihak dapat 
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berkontribusi secara positif dalam menangani kasus kepailitan dan 

mencapai penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. 

Salah satu aspek penting dalam menangani kasus kepailitan 

adalah pemahaman tentang pengadilan niaga yang memiliki kewenangan 

dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit. Ini menegaskan 

pentingnya mengetahui pengadilan mana yang berwenang dalam 

menangani kasus kepailitan yang melibatkan debitur tertentu. Pasal 3 

ayat (4) juga mengatur tentang kewenangan pengadilan niaga jika 

debitur tidak berkedudukan di wilayah Republik Indonesia tetapi 

menjalankan profesi atau usahanya di wilayah tersebut. Menurut 

ketentuan tersebut, pengadilan niaga yang memiliki daerah hukum yang 

meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur yang menjalankan 

profesi atau usahanya di wilayah Indonesia berwenang untuk 

memutuskan dalam kasus kepailitan. 

 

2. Pemeriksaan dan Putusan Pernyataan Pailit. 

Setelah menerima permohonan kepailitan, tahapan berikutnya 

dalam proses hukum adalah pemeriksaan sampai Putusan Pailit oleh 

pengadilan Niaga. Proses ini merupakan tahap penting dalam 

menentukan apakah debitur memenuhi syarat-syarat kepailitan yang 

ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Pada tahap ini, pengadilan akan 

melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-

pihak yang terlibat dalam kasus kepailitan. Bukti-bukti tersebut dapat 

berupa dokumen keuangan, laporan utang, kontrak, dan bukti-bukti lain 

yang mendukung klaim kepailitan. Pengadilan akan menilai apakah 

bukti-bukti yang diajukan memadai dan sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 

Seperti yang diketahui bahwa Pasal 2 ayat 1 UU 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan PKPU ”Debitor yang mempunyai dua atau lebih 

Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah 

jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan 

Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 

satu atau lebih kreditornya.” Dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU 

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta 

atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk 

dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

UUKPKPU telah dipenuhi. 
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Pengadilan juga akan mengadakan sidang untuk mendengarkan 

argumen dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk kreditur, debitur, dan 

pihak lain yang memiliki kepentingan dalam kasus kepailitan. Sidang ini 

merupakan forum di mana pihak-pihak yang terlibat dapat 

menyampaikan pandangan, argumen, dan bukti-bukti kepada 

pengadilan. Dalam sidang tersebut, pengadilan akan mempertimbangkan 

semua bukti dan argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak yang 

terlibat. Pengadilan akan melakukan evaluasi secara cermat terhadap 

fakta-fakta yang diajukan dalam rangka memastikan bahwa keputusan 

yang diambil didasarkan pada hukum dan fakta yang relevan. Dalam 

pemeriksaan permohonan pernyataan pailit majelis hakim pengadilan 

niaga tidak hanya melihat syarat permohonan saja namun juga eksistensi 

adanya hutang, seperti yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (6) UUK-PKPU: 

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam 

jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, 

baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau 

kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib 

dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada 

Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. 

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) paragraph ke 3 UUK-PKPU Yang 

dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” 

adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik 

karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya 

sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh 

instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, 

atau majelis arbitrase. 

Jika setelah melakukan pemeriksaan syarat-syarat permohonan 

dan mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat, pengadilan 

menemukan bahwa debitur memenuhi syarat-syarat kepailitan yang 

ditetapkan oleh hukum, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan 

yang menyatakan debitur dalam keadaan pailit. Putusan ini merupakan 

titik awal dari proses kepailitan. Dengan dinyatakannya debitur dalam 

keadaan pailit, pengadilan mengangkat Kurator yang akan mengambil 

kendali atas aset-aset debitur dan selanjutnya pengadilan akan 

mengangkat hakim pengawas untuk mengawasi kurator dalam proses 

penyelesaian utang-utang debitur kepada kreditur-krediturnya.  
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Pengambilalihan kendali atas aset-aset debitur oleh Kurator juga 

bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur-kreditur, dengan 

memastikan bahwa aset-aset tersebut tidak disalahgunakan atau 

dialihkan oleh debitur. Selain itu, penguasaan asset oleh Kurator ini juga 

bertujuan agar pembagian kepada para kreditor sesuai dengan asas pari 

pasu pro rata parte. Dengan demikian, proses persidangan dan Putusan  

pailit oleh pengadilan niaga merupakan tahap yang sangat penting dalam 

proses hukum kepailitan. Tahapan ini memastikan bahwa keputusan 

yang diambil oleh pengadilan niaga didasarkan pada fakta-fakta dan 

syarat-syarat yang relevan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku, sehingga dapat mencapai keadilan bagi semua pihak yang 

terlibat dalam kasus kepailitan. 

 

3. Pengangkatan Kurator dan Hakim Pengawas di Pengadilan 

Setelah pengadilan memutuskan Pailit terhadap Debitur, tahapan 

selanjutnya dalam proses hukum adalah pengangkatan seorang kurator 

yang akan memegang peranan penting dalam mengelola aset debitur dan 

mengawasi proses kepailitan secara menyeluruh. Pengangkatan kurator 

ini dilakukan oleh pengadilan dan merupakan langkah yang krusial 

dalam memastikan bahwa aset debitur dikelola dengan cermat dan proses 

kepailitan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kurator yang 

diangkat oleh pengadilan memiliki tanggung jawab besar dalam 

mengelola aset-aset debitur yang telah ditetapkan dalam keadaan pailit. 

Kurator bertugas untuk menjalankan proses kepailitan dengan transparan 

dan adil, serta memastikan bahwa kepentingan semua pihak yang 

terlibat, termasuk kreditur dan debitur, terlindungi dengan baik. 

Dalam Pasal 15 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan PKPU menyebutkan Dalam putusan pernyataan pailit, harus 

diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari 

hakim Pengadilan.  

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, kurator akan melakukan 

inventarisasi terhadap seluruh aset yang dimiliki oleh debitur yang 

berada dalam keadaan pailit. Ini termasuk melacak dan mencatat semua 

aset yang dimiliki oleh debitur, baik yang berupa properti, kendaraan, 

investasi, maupun aset-aset lain yang memiliki nilai ekonomis. Selain 

itu, kurator juga akan bertanggung jawab untuk mengelola aset-aset 

tersebut dengan cara yang paling menguntungkan bagi harta pailit. Ini 
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mungkin melibatkan penjualan aset-aset debitur untuk melunasi 

sebagian atau seluruh utang-utangnya, atau mengelola aset-aset tersebut 

untuk memaksimalkan nilainya dalam rangka memberikan pembayaran 

kepada kreditur. 

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau 

pemberesan harta pailit. Untuk menjalankan tugasnya, kurator akan 

beroperasi di bawah pengawasan Hakim Pengawas pengadilan niaga.  

Hakim Pengawas  memiliki peran penting dalam memastikan 

bahwa kurator menjalankan tugasnya dengan tepat dan sesuai dengan 

hukum yang berlaku. Pengawasan ini mencakup memastikan bahwa 

semua keputusan yang diambil oleh kurator didasarkan pada hukum dan 

keadilan, serta bahwa kurator mematuhi semua peraturan yang 

ditetapkan oleh pengadilan. Kurator juga akan mengatur jadwal-jadwal 

rapat kreditor melalui penetapan Hakim Pengawas pengadilan niaga, 

termasuk menyampaikan laporan yang diajukan oleh kurator kepada 

hakim pengawas mengenai perkembangan yang terjadi dalam proses 

pengurusan dan pemberesan selama proses kepailitan. Laporan ini 

mencakup informasi tentang penjualan aset, pembayaran kepada 

kreditur, serta semua keputusan penting yang diambil oleh kurator dalam 

menjalankan tugasnya. Pengawasan yang ketat dari hakim pengawas 

sangat penting untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan 

dengan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini juga 

membantu dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam 

kasus kepailitan merasa bahwa kepentingan terlindungi dengan baik dan 

bahwa proses tersebut berjalan secara adil dan transparan. 

Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk mengambil 

keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan proses kepailitan. Ini 

termasuk memutuskan perselisihan antara kreditur dengan debitur jika 

terjadi perselisihan dalam pendaftaran tagihan. Dengan adanya 

pengawasan yang ketat dari hakim pengawas pengadilan niaga, 

diharapkan bahwa proses kepailitan dapat berjalan dengan lancar dan 

efisien, serta mencapai hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat. 

Hal ini menjadi penting dalam menjaga integritas sistem hukum dan 

memastikan bahwa keadilan terwujud dalam penyelesaian kasus 

kepailitan. 
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4. Penyelesaian Utang dan Pembagian Hasil 

Proses penyelesaian utang dan pembagian hasil oleh Kurator 

merupakan tahap krusial dalam proses kepailitan yang bertujuan untuk 

mengatasi kewajiban finansial debitur kepada para kreditur. Di bawah 

pengawasan Hakim Pengawas pengadilan niaga, aset-aset debitur akan 

menjadi fokus utama untuk memperoleh dana yang akan digunakan 

untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur. Proses ini melibatkan 

penjualan atau pengalihan aset-aset tersebut dengan tujuan untuk 

memperoleh dana sebanyak mungkin yang akan didistribusikan kepada 

para kreditur sesuai dengan prioritas pembayaran yang telah ditetapkan 

oleh undang-undang kepailitan.  

Proses penjualan asset yang dilakukan oleh kurator harus sesuai 

dengan peraturan yang berlaku yakni dalam pasal 185 UU 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan Semua benda harus 

dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang  ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan dan jika dalam hal penjualan di muka 

umum tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan 

dengan izin Hakim Pengawas.  

Setelah aset-aset debitur berhasil diidentifikasi dan dievaluasi, 

kurator akan mengambil langkah-langkah untuk menjual atau 

mentransfer kepemilikan aset-aset tersebut. Tujuan utamanya adalah 

untuk memperoleh dana sebanyak mungkin agar dapat membayar 

sebagian atau seluruh utang-utang debitur kepada kreditur. Proses 

penjualan ini dilakukan dengan mempertimbangkan nilai pasar aset, 

kondisi pasar, dan kepentingan terbaik semua pihak yang terlibat. 

Proses penjualan aset-aset tersebut harus dilakukan secara 

transparan dan adil. Kurator bertanggung jawab untuk memastikan 

bahwa proses penjualan dilakukan dengan memperhatikan prinsip 

keadilan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Ini termasuk 

memastikan bahwa aset-aset tersebut dijual dengan harga yang wajar dan 

sesuai dengan nilai pasar, dan sebelum dijual wajib di aprisal oleh kantor 

jasa penilai public (KJPP). Hakim Pengawas juga memegang peran 

penting dalam memantau dan mengawasi proses penjualan aset debitur. 

Pengadilan akan memastikan bahwa semua keputusan yang diambil oleh 

kurator dalam menjual aset-aset tersebut didasarkan pada hukum yang 

berlaku dan prinsip keadilan. Selain itu, proses penjualan berjalan sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang kepailitan. 
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Hasil penjualan aset-aset tersebut akan dibagikan kepada para 

kreditur sesuai dengan prioritas pembayaran yang telah ditetapkan oleh 

undang-undang kepailitan. Biasanya, kreditur yang memiliki hak 

jaminan atau prioritas pembayaran tertinggi akan menerima pembayaran 

terlebih dahulu, diikuti oleh kreditur yang memiliki prioritas pembayaran 

yang lebih rendah. Ada 3 jenis kreditur dalam Kepailitan yaitu Kreditor 

Preferen, Kreditur Sparatis dan Kreditor Konkruen. Kreditor preferen 

adalah kreditor yang menikmati keistimewaan atau hak prioritas, di mana 

kreditor tersebut memperoleh keistimewaan atau hak prioritas 

sehubungan dengan tagihannya tergantung pada sifat tagihannya, 

selanjutnya Kreditr Separatis merupakan Kreditur ini mempunyai 

kepentingan jaminan kebendaan,dan yang terakhir Kreditor Konkruen  

adalah Kreditur tidak mempunyai hak agunan yang berarti, namun 

kreditor ini berhak menagih utang dari debitur berdasarkan perjanjian. 

Proses pembagian hasil ini memerlukan kerjasama yang baik antara 

semua pihak yang terlibat, termasuk kurator, hakim pengawas, debitor 

dan kreditur. Komunikasi yang efektif dan transparan antara semua pihak 

sangatlah penting untuk memastikan bahwa pembagian hasil dilakukan 

secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Selama proses pembagian hasil, pengadilan niaga akan terus 

memantau dan mengawasi perkembangan yang terjadi. Pengadilan akan 

memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh kurator dan 

keputusan yang diambil dalam pembagian hasil didasarkan pada prinsip 

keadilan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, 

proses penyelesaian utang dan pembagian hasil merupakan tahap penting 

dalam proses kepailitan yang memerlukan koordinasi, transparansi, dan 

pengawasan yang ketat dari semua pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa pembayaran utang dilakukan secara adil dan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk mencapai 

penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. 

 

5. Penutupan Kepailitan 

Proses penutupan kepailitan menandai akhir dari serangkaian 

proses yang panjang dan kompleks dalam penyelesaian kasus kepailitan. 

Saat semua utang-utang debitur telah diselesaikan atau ketika pengadilan 

menentukan bahwa tidak ada lagi tindakan yang perlu diambil, proses 

kepailitan akan ditutup. Keputusan untuk menutup kepailitan ini akan 
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diumumkan oleh pengadilan, dan debitur akan dibebaskan dari status 

pailit. Ini merupakan langkah penting yang memberikan kesempatan 

bagi debitur untuk memulai kembali kehidupan keuangan dan bisnisnya. 

Namun, meskipun proses kepailitan telah ditutup, pengadilan tetap dapat 

mempertahankan pengawasan terhadap proses penyelesaian kepailitan. 

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua kewajiban telah 

dipenuhi dan hak-hak semua pihak yang terlibat telah dijamin. 

Pengadilan dapat memerintahkan kurator untuk melaporkan tentang 

perkembangan pasca-penutupan kepailitan, dan dapat mengambil 

tindakan jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap 

ketentuan hukum yang berlaku. 

Pada tahap penutupan kepailitan, penting untuk memastikan 

bahwa semua proses administratif dan hukum terkait dengan 

penyelesaian utang telah diselesaikan dengan baik. Hal ini termasuk 

pembayaran utang kepada kreditur, penyelesaian kontrak-kontrak yang 

terkait dengan bisnis debitur. Selain itu, penutupan kepailitan juga 

memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan evaluasi 

terhadap pengalaman kepailitan yang telah dialaminya. Debitur dapat 

mempelajari pelajaran dari kesalahan yang terjadi dan mengambil 

langkah-langkah untuk mencegah terulangnya situasi serupa di masa 

depan. Hal ini bisa mencakup perbaikan pada manajemen keuangan, 

peningkatan pengawasan internal, atau perubahan strategi bisnis. 

Apabila kepailitan telah berakhir, Debitor juga bisa mengajukan 

Rehabilitasi, rehabilitasi ini artinya pemulihan nama baik debitor setelah 

terjadi kepailitan, seperti yang tersebut dalam Pasal 215 UU 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa Setelah 

berakhirnya kepailitan maka Debitor atau ahli warisnya berhak 

mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah 

mengucapkan putusan pernyataan pailit, Permohonan rehabilitasi baik 

Debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila 

pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan 

bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran 

secara memuaskan. Permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit 

dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Pengadilan.  

Bagi kreditur, penutupan kepailitan menandakan akhir dari 

upayanya untuk mendapatkan pembayaran atas utang yang belum 

dibayar. Meskipun mungkin tidak semua kreditur mendapatkan 
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pembayaran penuh, penutupan kepailitan memberikan kesempatan untuk 

melanjutkan kegiatan bisnis tanpa harus terus-menerus terlibat dalam 

proses hukum yang panjang.  

 

C. Akibat Hukum Pernyataan Pailit 

 

Pernyataan pailit merupakan putusan pengadilan yang 

menyatakan bahwa suatu perusahaan tidak mampu lagi membayar 

utang-utangnya. Putusan ini memiliki konsekuensi hukum yang 

signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat, termasuk debitur 

(perusahaan pailit), kreditor (peminjam), dan pihak-pihak terkait 

lainnya. Berikut adalah beberapa akibat hukum penting dari pernyataan 

pailit: 

 

1. Bagi Debitur 

Bagi debitur yang mengalami kepailitan, terdapat sejumlah 

konsekuensi dan kewajiban yang harus dihadapi. Pertama-tama, salah 

satu dampak utama dari status kepailitan bagi debitur adalah kehilangan 

hak pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya. Artinya, 

debitur tidak lagi memiliki wewenang untuk mengurus atau mengontrol 

aset-aset yang dimilikinya.  

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan PKPU Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk 

menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, 

sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, Tanggal putusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu 

setempat. Sehingga setelah putusan pailit tersebut secara resmi beralih 

kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola dan 

menyelesaikan harta pailit tersebut. Dalam hal ini, kurator bertindak 

sebagai perpanjangan tangan dari pengadilan, bertanggung jawab untuk 

menjaga kepentingan kreditur dan memastikan bahwa proses kepailitan 

berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Selanjutnya, sebagai bagian dari proses kepailitan, debitur memiliki 

kewajiban untuk menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepada 

kurator. Ini termasuk semua aset yang dimiliki debitur, termasuk yang 

telah dijaminkan kepada kreditor sebagai jaminan atas hutang, termasuk 

laporan keuangan milik debitor. Penyerahan ini bertujuan untuk 
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memastikan bahwa aset-aset tersebut dapat dikelola dengan efisien dan 

digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh utang-utang debitur 

kepada kreditur. 

Status kepailitan juga membatasi kemampuan debitur untuk 

melakukan tindakan hukum yang menyangkut harta pailit. Karena semua 

hartanya demi hukum dalam sita umum, baik itu yang telah ada pada saat 

putusan pernyataan pailit diucapkan maupun yang akan diperoleh selama 

kepailitan berlangsung. Debitur tidak diizinkan untuk menandatangani 

kontrak baru, mengambil kredit baru, atau mentransfer aset tanpa 

persetujuan dari kurator. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan 

kreditur dan memastikan bahwa tidak ada tindakan yang merugikan 

dalam proses kepailitan. Selain konsekuensi hukum dan finansial, 

debitur yang terlibat dalam kasus kepailitan juga dapat menghadapi 

konsekuensi pidana jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar 

hukum kepailitan. Misalnya, jika debitur terbukti menyembunyikan aset 

atau memberikan keterangan palsu kepada kurator, dapat dikenakan 

sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi 

pidana ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah praktik-

praktik yang merugikan dalam proses kepailitan. 

 

2. Bagi Kreditor 

Bagi kreditor, terdapat beberapa konsekuensi yang harus 

dihadapi ketika debitur mengalami kepailitan. Pertama-tama, kreditor 

kehilangan hak untuk menagih utang secara langsung kepada debitur. 

Hak tagih kreditor dialihkan kepada kurator, yang bertanggung jawab 

untuk mengelola dan menyelesaikan harta pailit. Dalam hal ini, kreditor 

tidak lagi dapat langsung menuntut pembayaran utang kepada debitur, 

melainkan harus melalui proses yang diatur oleh pengadilan dan kurator. 

Semua perikatan debitor yang terbit sesudah pernyataan pailit tidak dapat 

dibayarkan dari harta pailit. Jika tetap dilakukan, tidak mengikat, kecuali 

menguntungkan harta pailit dan Tuntutan mengenai hak dan kewajiban 

yang menyangkut harta pailit harus diajukan kepada Kurator selanjutnya 

tuntutan terhadap pemenuhan perikatan dari harta pailit diajukan dalam 

rapat pencocokan utang. Pembayaran oleh kurator ini akan sesuai dengan 

proporsi piutang dan hasil penjualan harta pailit. Hal ini berarti bahwa 

kreditor mungkin hanya akan menerima sebagian kecil dari total utang 
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yang dimiliki, tergantung pada jumlah aset yang berhasil dijual dan 

prioritas pembayaran yang ditetapkan oleh undang-undang kepailitan. 

Kreditor terikat pada proses kepailitan yang diatur oleh undang-

undang dan harus tunduk pada keputusan kurator dan pengadilan, harus 

mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan dalam proses kepailitan dan 

tidak dapat bertindak secara independen dalam mengejar pembayaran 

utang. Kreditor juga harus bersedia bekerja sama dengan kurator dan 

pengadilan untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan 

lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, ada juga 

kerugian bagi kreditor yang memiliki hak preferensi, seperti kreditor 

berjaminkan. Pembagian hasil oleh kurator akan dilakukan sesuai 

dengan prioritas pembayaran yang telah ditetapkan oleh undang-undang 

kepailitan. Oleh karena itu, kreditor dengan hak preferensi mungkin 

tidak selalu dapat mendapatkan prioritas dalam pembagian hasil 

kepailitan. Selanjutnya bagi kreditor Separatis seperti Kreditor 

pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak 

agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-oleh 

tidak terjadi kepailitan. 

 

3. Bagi Pihak-Pihak Terkait Lainnya 

Ada pihak-pihak lain yang juga terpengaruh oleh kasus 

kepailitan. Pertama-tama, karyawan dari perusahaan yang mengalami 

kepailitan mungkin akan menghadapi dampak serius, bisa kehilangan 

pekerjaan atau mengalami pengurangan gaji dan tunjangan. Dalam hal 

terjadi Kepailitan, maka berdasarkan Pasal 39 UU 37 tahun 2004, 

Kurator berhak melakukan PHK terhadap karyawan Debitur pailit. 

Kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan ini dapat berdampak 

besar pada stabilitas finansial dan kesejahteraan pribadi. Namun dalam 

hal ini karyawan/buruh yang terkena dampak PHK tetap bisa 

mendaftarkan hak tagihnya kepada kurator, karena karyawan/butuh 

statusnya adalah sebagai Kreditur Preferen yang dilindungi oleh undang-

undang untuk mendapatkan prioritas bagi pembayarannya.  

Selanjutnya, pelanggan dari perusahaan yang pailit juga mungkin 

akan merasakan dampaknya, bisa mengalami gangguan dalam 

pengiriman produk atau layanan yang biasanya diandalkan dari 

perusahaan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan, 

ketidakpastian, dan bahkan kerugian finansial bagi pelanggan yang 
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bergantung pada produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan 

yang mengalami kepailitan. Pelanggan biasanya terikat 

perjanjian/kontrak dengan perusahaan yang mengalami kepailitan, 

Dalam hal terjadi Kepailitan maka berdasarkan Pasal 36 UU 37 tahun 

2004 kurator dapat meneruskan atau memutuskan perjanjian tersebut, 

jika kurator menilai perjanjian/kontrak tersebut masih menguntungkan 

harta pailit maka kurator boleh melanjutnya perjanjian tersebut, namun 

jika kurator menilai perjanjian/kontrak tersebut justru merugikan harta 

pailit maka kurator berhak untuk memutuskan kontrak tersebut, sehingga 

jika pihak ketiga mendapatkan dampak kerugian terhadap pemutusan 

perjanjian/kontrak tersebut dapat mendaftarkan hak tagihnya kepada 

kurator. Selanjutnya bila ada tuntutan hukum terhadap debitor pailit 

sedang berjalan, perkara gugur demi hukum dengan diucapkan putusan 

pernyataan pailit dan segala penetapan pelaksanaan putusan pengadilan 

(eksekusi) yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan 

seketika. Sejak itu tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan bahkan  

semua penyitaan menjadi hapus, jika perlu hakim pengawas harus 

memerintahkan pencoretan. 

Mitra usaha dari perusahaan yang pailit juga tidak luput dari 

dampaknya, mungkin akan mengalami kerugian finansial karena 

keterlibatannya dengan perusahaan yang mengalami kepailitan. Selain 

itu, reputasi mitra usaha juga bisa terpengaruh negatif akibat asosiasi 

dengan perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Hal ini dapat 

memengaruhi hubungan bisnis dengan pihak lain dan dapat mengganggu 

pertumbuhan dan stabilitas bisnis. Tidak hanya itu, masyarakat umum 

juga akan merasakan dampak dari kepailitan perusahaan, terutama jika 

perusahaan tersebut memiliki peran penting dalam industri tertentu. 

Kepailitan perusahaan dapat berdampak pada perekonomian lokal dan 

nasional, karena dapat menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan, 

menurunnya pendapatan perusahaan, dan berkurangnya kontribusi 

perusahaan terhadap perekonomian. Dampak ini bisa memengaruhi 

berbagai sektor ekonomi dan masyarakat secara luas. 
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D. Soal Latihan 

 

1. Mengapa penting bagi sebuah entitas hukum atau individu untuk 

memahami konsep kepailitan dan syarat-syarat yang terkait? 

2. Bagaimana pengertian kepailitan dalam konteks hukum perusahaan 

dan bagaimana perbedaannya dengan kondisi keuangan yang buruk? 

3. Apa peran utama Pengadilan Niaga dalam proses kepailitan, dan 

bagaimana prosedur yang berbeda dalam kasus kepailitan 

dibandingkan dengan perkara lainnya? 

4. Bagaimana hukum acara Pengadilan Niaga mengatur pengajuan 

permohonan kepailitan oleh para kreditur dan debitur, serta 

prosesnya setelah permohonan diajukan? 

5. Apa konsekuensi konkret bagi debitur setelah pengadilan 

menyatakan kepailitan, dan bagaimana hal itu memengaruhi kendali 

atas aset dan operasional perusahaan? 

6. Bagaimana para kreditur harus menanggapi pernyataan pailit 

terhadap debitur, dan apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk 

melindungi kepentingannya setelah pengumuman kepailitan? 
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Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan definisi profesi kurator, memahami 

tugas dan kewenangan kurator, serta memahami kode etik profesi 

kurator, sehingga pembaca dapat menjadi seorang kurator yang 

kompeten dan dapat dipercaya, serta mampu mengelola proses 

kepailitan dengan baik demi kepentingan semua pihak yang terlibat. 

Materi Pembelajaran 

• Definisi Profesi Kurator 

• Tugas dan Kewenangan Kurator 

• Kode Etik Profesi Kurator 

• Soal Latihan 

 

 

A. Definisi Profesi Kurator 

 

Profesi kurator adalah sebuah peran penting dalam proses hukum 

kepailitan yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan aset 

debitur dan memfasilitasi proses penyelesaian utang-utangnya di bawah 

pengawasan hakim pengawas pengadilan niaga. 

 

1. Peran dan Tanggung Jawab 

Profesi kurator dalam konteks hukum kepailitan memegang 

peran yang sangat penting. Bertanggung jawab atas berbagai aspek 

dalam proses kepailitan yang mencakup manajemen aset, kepatuhan 

hukum, dan fasilitasi transaksi. Kurator memiliki tanggung jawab utama 

dalam mengelola aset debitor yang dinyatakan pailit. Hal ini mencakup 

pengumpulan semua aset debitor yang ada, termasuk tetapi tidak terbatas 

pada, uang tunai, properti, kendaraan, dan aset lainnya yang dimiliki oleh 

debitor. Proses pengumpulan ini memerlukan koordinasi yang cermat 

dengan berbagai pihak terkait, termasuk debitur, kreditur, pihak 

berwenang, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan. 
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Sebelum dilakukan penjualan tersebih dahulu dilakukan 

penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Proses penilaian ini 

harus dilakukan secara obyektif dan profesional, dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, seperti kondisi pasar, 

nilai properti, dan aspek-aspek lain yang memengaruhi nilai aset. Setelah 

penilaian selesai, kurator memiliki tanggung jawab untuk mengelola 

aset-aset tersebut dengan baik. Ini mencakup pengelolaan uang tunai, 

pengawasan properti, dan pengelolaan investasi lainnya yang mungkin 

dimiliki oleh debitor. Pengelolaan aset ini harus dilakukan dengan hati-

hati dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, 

termasuk kreditur, debitor, dan pihak-pihak lain yang memiliki 

kepentingan dalam proses kepailitan. 

Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan PKPU menyebutkan Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan 

dan/atau pemberesan harta pailit, selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (2) 

dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak diharuskan memperoleh 

persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu 

kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan 

di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian 

dipersyaratkan dan dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya 

dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Syarat seorang Kurator 

agar dapat diangkat menjadi Kurator dalam perkara  Kepailitan di 

Pengadilan Niaga adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan 

Kurator harus independen., tidak mempunyai benturan kepentingan dan 

tidak sedang menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari 3 

perkara.  

Selama proses kepailitan, kurator juga harus tetap mematuhi 

standar profesional yang tinggi dalam menjalankan tugas, harus 

mengikuti kode etik yang ditetapkan oleh lembaga profesional dan 

memastikan bahwa semua tindakan yang diambil selama proses 

kepailitan sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Selain 

tanggung jawab operasional, kurator juga memiliki peran dalam 

memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses kepailitan 

memahami hak dan kewajiban dengan jelas. Ini mencakup memberikan 

informasi dan saran kepada debitor, kreditur, dan pihak-pihak lain yang 
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terlibat dalam proses kepailitan tentang hak dan kewajiban dalam proses 

ini. 

Pada akhirnya, kurator harus menyusun laporan kepada Hakim 

Pengawas tentang semua aktivitas yang dilakukan selama proses 

kepailitan. Laporan ini harus mencakup informasi tentang pengumpulan, 

penilaian, dan pengelolaan aset, daftar tagihan, serta semua transaksi,  

keputusan dan semua langkah hukum yang diambil selama proses 

kepailitan. Laporan ini akan dievaluasi oleh Hakim Pengawas di 

pengadilan niaga sebelum penutupan resmi kepailitan. Dalam 

menjalankan semua tanggung jawab ini, kurator harus memiliki 

keterampilan dan pengetahuan yang luas tentang hukum kepailitan, 

manajemen aset, komunikasi, dan negosiasi, juga harus memiliki 

integritas yang tinggi, keterampilan organisasi yang baik, dan 

kemampuan untuk bekerja dengan berbagai pihak yang terlibat dalam 

proses kepailitan. Dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab 

dengan baik, kurator dapat memastikan bahwa proses kepailitan berjalan 

dengan lancar dan efisien, serta memenuhi kepentingan semua pihak 

yang terlibat. 

Kurator juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua 

langkah yang diambil selama proses kepailitan mematuhi prinsip 

keadilan dan transparansi, harus menjaga keseimbangan antara 

kepentingan kreditur dan debitor, serta memastikan bahwa keputusan 

yang diambil menguntungkan semua pihak yang terlibat secara adil. 

Dalam menjalankan tanggung jawab, kurator harus mengambil langkah-

langkah yang diperlukan untuk melindungi aset debitor dari kerusakan 

atau penyalahgunaan, harus memastikan bahwa aset-aset tersebut dijaga 

dengan baik dan tidak disalahgunakan selama proses kepailitan 

berlangsung. 

Kurator juga harus memastikan bahwa semua proses 

pengumpulan, penilaian, dan pengelolaan aset dilakukan dengan 

transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, harus menyediakan informasi 

yang jelas dan terperinci kepada Hakim Pengawas dan pihak-pihak 

terkait lainnya tentang semua aktivitas yang dilakukan selama proses 

kepailitan. Selama proses kepailitan, kurator juga harus memastikan 

bahwa semua pihak terlibat mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan 

menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-

undang, harus bekerja sama dengan pengadilan dan pihak-pihak terkait 
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lainnya untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil selama 

proses kepailitan sesuai dengan hukum. 

Kurator juga harus bersikap netral dan tidak memihak kepada 

salah satu pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, harus memastikan 

bahwa semua keputusan yang diambil didasarkan pada fakta dan bukti 

yang ada, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang 

terlibat dengan adil. Kurator juga memiliki tanggung jawab untuk 

menghadiri semua sidang pengadilan yang terkait dengan proses 

kepailitan dan memberikan laporan kepada Hakim Pengawas dan 

tentang perkembangan terbaru kepada semua kreditor dalam proses 

tersebut, harus siap untuk memberikan penjelasan atau menjawab 

pertanyaan dari hakim, kreditor, debitor atau pihak-pihak terkait lainnya 

tentang aktivitasnya selama proses kepailitan. 

Kurator juga harus melakukan tugas-tugas administratif yang 

terkait dengan proses kepailitan, seperti menyusun daftar kreditur, 

mengirimkan pemberitahuan kepada kreditur, dan menyusun laporan 

keuangan tentang aktivitas kepailitan. Semua tugas-tugas ini harus 

dilakukan dengan teliti dan akurat untuk memastikan bahwa proses 

kepailitan berjalan dengan lancar dan efisien. Dalam menjalankan semua 

tanggung jawab ini, kurator harus tetap mematuhi prinsip-prinsip etika 

dan integritas yang tinggi, harus menjaga kerahasiaan semua informasi 

yang diterima selama proses kepailitan dan tidak menggunakan 

informasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau tidak sah. 

 

2. Kualifikasi dan Persyaratan 

Untuk menjadi seorang kurator dalam proses kepailitan, calon 

harus memenuhi serangkaian kualifikasi dan persyaratan yang 

ditetapkan oleh hukum dan lembaga yang berwenang. Kualifikasi ini 

mencakup latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan 

kemampuan tertentu yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan 

tanggung jawab seorang kurator dengan baik. Kualifikasi pertama yang 

seringkali diperlukan untuk menjadi seorang kurator adalah memiliki 

latar belakang pendidikan yang relevan di bidang hukum atau akuntansi. 

Sebagian besar yurisdiksi mengharuskan calon kurator memiliki gelar 

sarjana di salah satu dari kedua bidang ini, atau bahkan gelar tinggi 

seperti magister hukum atau doktor ilmu hukum. Pendidikan formal ini 
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memberikan dasar pengetahuan yang penting tentang prinsip-prinsip 

hukum yang relevan untuk proses kepailitan. 

Syarat untuk menjadi Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 70 

ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah 

orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki 

keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau 

membereskan harta pailit, terdaftar pada pada Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia, mengenai tata cara pendaftaran kurator diatur dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta 

Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus (“Permenkumham 

37/2018”). Pada penjelasan pasal 70 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 37 

Tahun 2004 disebutkan, yang dimaksud dengan keahlian khusus adalah 

mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan pengurus, 

sedangkan penjelasan pasal 70 ayat (2) huruf (b) UU Nomor 37 Tahun 

2004, yang dimaksud dengan terdaftar adalah telah memenuhi syarat-

syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan anggota aktif organisasi 

profesi Kurator dan pengurus. Oleh karena itu, untuk menjadi Kurator 

harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Departemen Kehakiman. 

Selanjutnya menjadi Kurator harus memiliki pengalaman kerja, 

pengalaman ini dapat mencakup praktik kerja di bidang penanganan 

suatu perkara, terutama dalam konteks hukum kepailitan. Pengalaman 

kerja ini memberikan pemahaman praktis tentang proses hukum dan 

prosedur kepailitan serta keterampilan yang diperlukan untuk mengelola 

aset dan mengurus kepentingan semua pihak yang terlibat. Calon kurator 

juga harus memperoleh sertifikasi khusus dari organisasi Profesi kuartor 

di Indonesia, sertifikasi ini dapat mencakup mengikuti pendidikan dan 

ujian yang dirancang untuk menguji pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan untuk menjadi seorang kurator yang efektif. Memperoleh 

sertifikasi ini menunjukkan bahwa calon kurator telah memenuhi standar 

tertentu yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. 

Integritas yang tinggi seringkali menjadi syarat mutlak untuk 

menjadi seorang kurator. Kurator harus dapat dipercaya untuk 

menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan jujur dan adil, serta untuk 

menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif yang dihadapi selama 

proses kepailitan. Integritas ini penting untuk memastikan bahwa proses 

kepailitan berjalan dengan lancar dan bahwa semua pihak terlibat 



100 Hukum Kepailitan 

diproses dengan adil. Keterampilan manajemen yang baik juga 

merupakan kualifikasi penting untuk menjadi seorang kurator. Kurator 

harus dapat mengelola aset debitor dengan efisien dan efektif, serta 

mengawasi proses kepailitan secara menyeluruh, harus memiliki 

kemampuan untuk merencanakan dan mengatur tugas-tugas, mengelola 

waktu dengan baik, dan berkomunikasi secara efektif dengan berbagai 

pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. 

Kemampuan untuk bekerja secara independen dan dalam tim 

juga sangat penting untuk menjadi seorang kurator yang sukses. Kurator 

seringkali akan menghadapi situasi yang kompleks dan memerlukan 

kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat secara mandiri. 

Namun, juga harus dapat bekerja sama dengan pengadilan, kreditur, dan 

pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

dalam proses kepailitan. Kemampuan analisis yang baik juga merupakan 

kualifikasi penting untuk menjadi seorang kurator, harus dapat 

mengevaluasi aset debitor dengan cermat, menganalisis masalah hukum 

yang kompleks, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan 

informasi yang tersedia. Kemampuan ini memungkinkan untuk 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi 

kepentingan kreditur dan memastikan bahwa proses kepailitan berjalan 

dengan lancar. 

Pengetahuan yang kuat tentang undang-undang kepailitan dan 

peraturan yang berlaku di yurisdiksi tertentu sangat penting untuk 

menjadi seorang kurator yang efektif, harus memahami dengan baik 

prinsip-prinsip hukum yang mengatur proses kepailitan, termasuk hak 

dan kewajiban semua pihak yang terlibat, serta prosedur yang harus 

diikuti dalam penyelesaian kepailitan. Kemampuan komunikasi yang 

baik juga merupakan kualifikasi yang penting untuk menjadi seorang 

kurator, harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan 

pengadilan, kreditur, debitor, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk 

menjelaskan proses kepailitan, mengkoordinasikan tindakan yang 

diperlukan, dan menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin 

timbul. 

Ada kalanya proses kepailitan seringkali panjang dan rumit, dan 

kurator harus siap untuk menghadapi tantangan dan rintangan yang 

mungkin timbul selama proses tersebut, harus memiliki kemampuan 

untuk tetap tenang dan berfokus bahkan dalam situasi yang sulit, serta 
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kemauan untuk terus bekerja keras untuk mencapai penyelesaian yang 

terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Dalam menjalankan peran dan 

tanggung jawabnya, seorang kurator juga harus memiliki kemampuan 

untuk bekerja secara kolaboratif dengan berbagai pihak yang terlibat 

dalam proses kepailitan. Seringkali harus bekerja sama dengan 

pengadilan, kreditur, debitur, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk 

mengkoordinasikan tindakan yang diperlukan dan memastikan bahwa 

proses kepailitan berjalan dengan lancar. 

Seorang kurator harus memiliki kemampuan untuk menangani 

situasi yang kompleks dan seringkali bergejolak dengan baik, mungkin 

dihadapkan pada tantangan seperti perselisihan antara kreditur, masalah 

hukum yang rumit, atau ketidakpastian mengenai nilai aset debitor. 

Kemampuan untuk tetap tenang dan berpikir secara rasional dalam 

situasi-situasi seperti ini sangat penting untuk mengambil keputusan 

yang tepat dan mengelola risiko dengan baik. Seorang kurator juga harus 

memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan 

mengatasi tantangan yang muncul selama proses kepailitan, harus 

fleksibel dan responsif terhadap perubahan situasi atau kebutuhan yang 

mungkin timbul, serta siap untuk mengubah strategi atau pendekatan jika 

diperlukan. 

Seorang kurator harus memiliki kemampuan untuk menjaga 

kerahasiaan informasi yang sensitif yang dihadapi selama proses 

kepailitan, harus dapat dipercaya untuk menjaga kerahasiaan dokumen 

dan informasi yang diterima dari berbagai pihak yang terlibat, serta 

untuk menggunakan informasi tersebut hanya untuk tujuan yang sah 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kurator. Seorang 

kurator harus memiliki komitmen yang kuat terhadap keadilan dan 

integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, harus 

berkomitmen untuk melakukan tugasnya dengan jujur, adil, dan 

transparan, serta untuk menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat 

dalam proses kepailitan. Integritas ini adalah pondasi yang penting untuk 

memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan lancar dan bahwa 

hasilnya adil dan sesuai dengan hukum. 

 

3. Etika Profesional 

Sebagai pemegang posisi yang penting dalam proses hukum, 

kurator memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tinggi dalam 



102 Hukum Kepailitan 

menjalankan tugas-tugas. Salah satu aspek utama dari etika profesional 

bagi seorang kurator adalah menjaga kerahasiaan informasi, harus 

memastikan bahwa informasi yang diterima selama proses kepailitan, 

baik itu tentang keuangan debitur maupun kreditur, dijaga dengan ketat 

dan hanya digunakan untuk tujuan yang sah sesuai dengan perannya 

sebagai kurator. Hal ini penting untuk memastikan kepercayaan dan 

integritas dalam proses kepailitan. Selain itu, kurator juga diharapkan 

untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi 

objektivitas dan keadilan dalam penanganan kasus kepailitan, harus 

menjauhkan diri dari situasi di mana memiliki kepentingan pribadi atau 

profesional yang bertentangan dengan tugasnya sebagai kurator. 

Mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik kepentingan secara 

transparan adalah bagian penting dari praktek etika profesional bagi 

seorang kurator. 

Penting bagi seorang kurator untuk bertindak secara adil dan 

objektif dalam memperlakukan semua pihak yang terlibat dalam proses 

kepailitan, harus memastikan bahwa keputusan dan tindakannya 

didasarkan pada fakta-fakta yang obyektif dan pertimbangan yang 

rasional, tanpa adanya prasangka atau preferensi yang tidak adil terhadap 

pihak-pihak tertentu. Keadilan ini menjadi landasan utama dalam 

menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem hukum. Etika 

profesional juga mencakup komitmen untuk mematuhi kode etik yang 

relevan dalam profesi kurator. Kode etik tersebut mengatur perilaku dan 

standar profesional yang harus diikuti oleh seorang kurator dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mengikuti kode etik ini 

membantu memastikan bahwa kurator berprilaku dengan standar 

tertinggi dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua 

pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. 

Seorang kurator juga diharapkan untuk berperilaku dengan 

integritas yang tinggi, menjaga kejujuran dan kebenaran dalam semua 

interaksi dan keputusan, harus menghindari praktik-praktik yang 

meragukan atau tidak etis, seperti penyuapan, penipuan, atau 

penyalahgunaan kepercayaan. Integritas ini adalah pondasi yang penting 

untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan lancar dan 

adil. Selain itu, kurator juga diharapkan untuk berkomunikasi dengan 

jelas dan transparan dengan semua pihak yang terlibat dalam proses 

kepailitan, harus memberikan informasi yang diperlukan dengan tepat 
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waktu dan secara akurat, serta menjawab pertanyaan atau kekhawatiran 

dari pihak-pihak tersebut dengan jujur dan terbuka. Komunikasi yang 

baik adalah kunci untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat 

memahami proses kepailitan dan dapat berpartisipasi dengan efektif. 

Seorang kurator harus menghormati hak-hak semua pihak yang 

terlibat dalam proses kepailitan, harus memperlakukan semua pihak 

dengan hormat dan menghargai kepentingan dan perspektif, tanpa 

memihak atau mendiskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti jenis 

kelamin, ras, agama, atau orientasi seksual. Menghormati keberagaman 

dan kesetaraan adalah prinsip penting dalam menjaga integritas dan 

keadilan dalam proses hukum. Seorang kurator juga harus memiliki 

komitmen untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan 

secara terus-menerus, harus terus belajar dan mengembangkan 

keterampilan, serta mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang 

kepailitan dan hukum. Dengan melakukan ini, dapat menjadi praktisi 

yang lebih efektif dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap 

penanganan kasus kepailitan dengan baik dan adil. 

Sebagai bagian dari etika profesional, seorang kurator juga harus 

menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

Tidak boleh terpengaruh oleh tekanan eksternal atau memihak kepada 

pihak tertentu dalam proses kepailitan. Independensi ini penting untuk 

memastikan bahwa keputusan dan tindakan kurator didasarkan pada 

pertimbangan objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi 

atau eksternal yang tidak relevan. Selain itu, seorang kurator harus 

memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang kompleks 

dan dinamis dalam proses kepailitan, harus mampu menghadapi 

tantangan yang mungkin muncul, seperti perselisihan antara kreditur, 

perubahan dalam nilai aset, atau perubahan dalam kebijakan hukum. 

Kemampuan untuk mengelola stres dan tekanan dengan baik serta tetap 

tenang dan fokus dalam situasi yang sulit sangat penting dalam 

menjalankan tugas sebagai kurator. 

Seorang kurator harus bertindak dengan profesionalisme tinggi 

dalam semua interaksi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses kepailitan, harus menghindari konflik dan konfrontasi yang 

tidak perlu, serta memastikan bahwa semua komunikasi dilakukan 

dengan sopan dan hormat. Sikap yang profesional membantu 

membangun hubungan yang baik dengan kreditur, debitur, pengadilan, 
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dan pihak lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas proses kepailitan. Selain itu, seorang kurator harus selalu 

mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

kepailitan, terutama kreditur yang berhak atas pembayaran hutang, harus 

bekerja keras untuk memaksimalkan nilai aset debitur dan menghasilkan 

pembayaran yang adil kepada kreditur sesuai dengan prioritas 

pembayaran yang ditetapkan oleh undang-undang kepailitan. Memiliki 

kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab terhadap kreditur membantu 

memastikan bahwa proses kepailitan dilakukan dengan integritas dan 

keadilan. 

Sebagai bagian dari etika profesional, seorang kurator harus tetap 

transparan dan akuntabel dalam semua tindakan dan keputusan, harus 

memastikan bahwa semua tindakan didokumentasikan dengan baik dan 

tersedia untuk inspeksi dan evaluasi oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. Transparansi ini penting untuk membangun 

kepercayaan dan memastikan akuntabilitas dalam penanganan kasus 

kepailitan. Selain itu, seorang kurator harus selalu mematuhi semua 

peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam hukum kepailitan serta 

mengikuti pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh pengadilan dan 

otoritas yang berwenang, harus memahami sepenuhnya kewajiban dan 

tanggung jawab sebagai kurator serta tetap memperbarui pengetahuan 

tentang peraturan dan praktik terbaru dalam bidang kepailitan. 

Seorang kurator harus bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam 

semua aspek pekerjaan, harus memperlakukan semua pihak yang terlibat 

dalam proses kepailitan dengan hormat dan menghargai, tanpa 

memandang jenis kelamin, ras, agama, orientasi seksual, atau faktor 

diskriminasi lainnya. Keadilan dan kesetaraan adalah prinsip penting 

yang harus dijunjung tinggi oleh seorang kurator dalam menjalankan 

tugas. Seorang kurator harus memahami pentingnya memelihara dan 

meningkatkan reputasi profesi, harus berkomitmen untuk bertindak 

dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme tinggi dalam semua 

aspek pekerjaan, serta menjaga standar etika yang tinggi dalam 

interaksinya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. 

Dengan memelihara reputasi yang baik, seorang kurator dapat 

membangun kepercayaan dan kredibilitas dalam profesi serta 

memberikan kontribusi yang berharga dalam menangani kasus kepailitan 

dengan baik dan adil. 
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4. Hubungan dengan Pihak Terkait 

Seorang kurator harus memiliki kemampuan untuk membangun 

hubungan yang baik dengan debitur yang dinyatakan pailit. Meskipun 

debitur mungkin merasa terbebani oleh situasi keuangan yang sulit, 

seorang kurator harus dapat berkomunikasi secara empatik dan 

mengelola hubungan dengan baik untuk memfasilitasi pengumpulan 

informasi yang diperlukan dan menjalankan tugas-tugasnya dengan 

efektif. Dalam beberapa kasus, kurator juga dapat bekerja sama dengan 

debitur untuk menemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak 

yang terlibat dalam proses kepailitan. Selanjutnya, seorang kurator harus 

dapat menjalin hubungan yang kuat dengan kreditur yang memiliki 

klaim terhadap aset debitur. Komunikasi yang terbuka dan transparan 

dengan kreditur membantu mengklarifikasi klaim, merespons 

pertanyaan atau kekhawatiran, dan menyampaikan informasi tentang 

perkembangan dalam proses kepailitan. Memiliki hubungan yang baik 

dengan kreditur juga penting untuk memastikan bahwa kepentingannya 

dipertimbangkan dengan baik dalam pengelolaan dan penyelesaian aset 

pailit. 

Dalam menjalankan tugasnya Kurator (baik itu sendiri maupun 

Tim Kurator) sangat membutuhkan dukungan maupun kerjasama dengan 

tenaga-tenaga profesional, karena salah satu tujuan utama dari Tugas 

Kurator dalam melakukan Pengurusan Harta Pailit adalah untuk 

mengoptimalkan nilai dari harta pailit tersebut, namun hal ini tetap 

merujuk kepada kompleksitas kepailtan tersebut, sehingga kepada 

Kurator diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan 

tanaga-tenaga profesional. Adapun tenaga profesional pendukung yang 

biasanya dibutuhkan Kurator dalam pengurusan harta pailit diantaranya 

adalah seperti Asisten Kurator, Aparat berwajib (Polisi), Akuntan Publik 

atau Auditor, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Jasa Advokat, Jasa 

Ahli, Konsultan Pajak dan lain – lain. 

Pengadilan melalui Hakim Penggawas merupakan pihak yang 

memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur proses kepailitan. 

Oleh karena itu, seorang kurator harus dapat menjalin hubungan yang 

baik dengan pengadilan yakni Hakim Pengawas dan mematuhi semua 

keputusan dan perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan. Selain itu, 

seorang kurator harus dapat berinteraksi dengan berbagai pihak terkait 

lainnya yang mungkin terlibat dalam proses kepailitan, seperti advokat, 
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penilai, dan ahli keuangan. Kolaborasi yang baik dengan pihak-pihak ini 

penting untuk mendukung pengelolaan aset pailit, memverifikasi klaim 

kreditur, dan menyusun strategi penyelesaian kepailitan yang efektif.  

Seorang kurator harus dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak 

terkait secara jelas dan jujur mengenai perkembangan dalam proses 

kepailitan. Ini termasuk menyampaikan informasi tentang penjualan 

aset, pembayaran kepada kreditur, dan langkah-langkah lain yang 

diambil dalam penyelesaian kepailitan. Komunikasi yang tepat waktu 

dan transparan membantu membangun kepercayaan dengan pihak-pihak 

terkait dan memastikan bahwa semua pihak terinformasi tentang 

perkembangan dalam proses kepailitan. Selanjutnya, seorang kurator 

juga harus dapat berinteraksi dengan pihak-pihak eksternal, seperti 

badan regulasi atau lembaga pemerintah, yang dapat memiliki 

kepentingan atau tanggung jawab terkait dengan kasus kepailitan 

tertentu. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak eksternal ini dapat 

membantu memfasilitasi proses kepailitan dan memastikan bahwa 

semua persyaratan hukum dan administratif terpenuhi. 

Untuk menjalankan tugas-tugas, seorang kurator juga harus dapat 

bekerja sama dalam tim yang terdiri dari berbagai profesional, seperti 

akuntan, penasihat hukum, dan penilai. Kolaborasi yang efektif dalam 

tim membantu memastikan bahwa semua aspek dari penanganan 

kepailitan, mulai dari pengelolaan aset hingga penyelesaian klaim 

kreditur, ditangani dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Selanjutnya, seorang kurator harus memiliki kemampuan untuk menjaga 

hubungan yang profesional dengan semua pihak terkait, bahkan dalam 

situasi yang mungkin penuh dengan ketegangan atau konflik. 

Kemampuan untuk tetap tenang dan bertindak dengan sopan dalam 

menghadapi situasi yang sulit membantu memastikan bahwa proses 

kepailitan berjalan dengan lancar dan efisien. 

 

5. Tantangan dan Peluang 

Profesi kurator adalah profesi yang menghadapi tantangan dan 

peluang yang kompleks. Sebagai seorang kurator, dihadapkan pada 

berbagai tuntutan yang harus diatasi dengan cermat dan efisien, terutama 

dalam situasi yang seringkali penuh tekanan dan konflik. Salah satu 

tantangan utama yang dihadapi oleh seorang kurator adalah menjalankan 

tanggung jawab mengurus dan membereskan aset debitor yang 
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dinyatakan pailit. Proses pengelolaan aset ini dapat melibatkan berbagai 

masalah, mulai dari penilaian nilai aset hingga penyelesaian klaim 

kreditur, yang semuanya membutuhkan keahlian dan ketelitian yang 

tinggi. Selain itu, seorang kurator juga dihadapkan pada tantangan untuk 

menjaga kepatuhan terhadap hukum yang mengatur proses kepailitan, 

harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selama proses 

kepailitan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi standar 

etika dan profesionalisme yang tinggi. Menghadapi tantangan ini 

membutuhkan pemahaman mendalam tentang undang-undang kepailitan 

serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang mungkin 

terjadi dalam regulasi hukum. 

Di tengah tantangan yang dihadapi, seorang kurator juga 

memiliki peluang untuk memberikan kontribusi positif dalam 

menyelesaikan kepailitan dengan baik. Salah satu peluang tersebut 

adalah memulihkan nilai aset debitor yang dinyatakan pailit dengan cara 

Going Concern atau melanjutkan usaha Debitor melalui pengelolaan 

yang efisien dan strategis. Seperti yang tersebut dalam Pasal 179 ayat (1) 

UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan “Jika 

dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian  

atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, Kurator 

atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya 

perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan”. Dengan mengelola aset secara 

optimal, seorang kurator dapat memaksimalkan nilai aset yang tersedia 

untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur dan mengoptimalkan hasil 

penyelesaian kepailitan.  

Selain itu, seorang kurator juga memiliki peluang untuk 

memfasilitasi pemulihan finansial bagi semua pihak yang terlibat dalam 

proses kepailitan. Melalui penyelesaian kepailitan yang adil dan 

transparan, seorang kurator dapat membantu menciptakan lingkungan 

yang mendukung bagi debitur untuk memulai kembali kehidupan 

keuangan dan bisnis. Selain itu, dengan memperhatikan kepentingan 

kreditur dan memastikan bahwa klaimnya dipenuhi secara wajar, 

seorang kurator dapat membantu memulihkan kepercayaan dalam sistem 

hukum kepailitan. 

Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, 

seorang kurator harus mempertimbangkan dengan cermat setiap langkah 

yang diambil dalam menjalankan tugas, harus memastikan bahwa setiap 
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keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan 

memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Selain itu, 

seorang kurator juga harus siap untuk belajar dan berkembang secara 

terus menerus agar dapat menghadapi tantangan yang semakin kompleks 

dalam profesi. Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang 

yang ada, seorang kurator juga perlu mempertimbangkan pentingnya 

kolaborasi dan komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait. 

Kerjasama yang baik antara kurator, pengadilan, kreditur, debitur, dan 

pihak-pihak lainnya merupakan kunci untuk mencapai penyelesaian 

kepailitan yang optimal. Melalui koordinasi yang baik, seorang kurator 

dapat memastikan bahwa semua langkah yang diambil selama proses 

kepailitan dilakukan dengan tepat dan efisien, sehingga mengurangi 

risiko konflik dan penundaan yang tidak perlu. 

Seorang kurator juga harus mampu beradaptasi dengan 

lingkungan yang berubah dengan cepat dan dinamis. Proses kepailitan 

sering kali melibatkan berbagai masalah yang kompleks dan tidak 

terduga, seperti perubahan dalam nilai aset, klaim kreditur yang 

berselisih, atau pertikaian hukum yang muncul. Dalam menghadapi 

tantangan ini, seorang kurator harus memiliki kemampuan untuk berpikir 

kreatif dan menemukan solusi yang inovatif untuk mengatasi masalah 

yang muncul. Selain itu, seorang kurator juga memiliki tanggung jawab 

untuk memberikan laporan yang akurat dan transparan kepada 

pengadilan atau pihak yang berwenang lainnya. Laporan ini harus 

mencerminkan kondisi keuangan dan operasional debitor dengan jelas 

dan objektif, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang 

informasional dan tepat.  

Seorang kurator juga memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan bahwa semua tindakan yang diambil selama proses 

kepailitan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, harus 

mengedepankan prinsip keadilan dan keberpihakan yang adil dalam 

setiap keputusan yang diambil, serta memastikan bahwa hak-hak semua 

pihak terlindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan 

menjalankan tanggung jawab ini dengan cermat dan bertanggung jawab, 

seorang kurator dapat memastikan bahwa proses kepailitan berjalan 

dengan lancar dan berakhir dengan penyelesaian yang adil bagi semua 

pihak yang terlibat. Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan 

peluang dalam profesi kurator, seorang profesional harus senantiasa 
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mengutamakan integritas, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan 

tugas, harus bersikap objektif, adil, dan transparan dalam setiap langkah 

yang diambil, serta selalu berusaha untuk mencapai penyelesaian 

kepailitan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Dengan 

mengedepankan nilai-nilai ini dalam praktik sehari-hari, seorang kurator 

dapat membantu memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan 

lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 

 

B. Tugas dan Kewenangan Kurator 

 

Tugas dan kewenangan kurator dalam proses kepailitan sangatlah 

penting untuk memastikan bahwa semua aset debitor dikelola dengan 

baik dan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Tugas utama seorang kurator telah tertulis dalam Pasal 69 UU 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa 

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta 

pailit.  

 

1. Pengelolaan Aset Debitur 

Pada proses kepailitan, tugas utama seorang kurator adalah 

mengurus dan membereskan harta pailit seeprti yang tersebut dalam 

Pasal 69 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.  

Pengelolaan ini mencakup serangkaian langkah untuk memastikan 

bahwa aset-aset tersebut diurus dengan efisien dan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu langkah awal adalah 

melakukan pengumpulan semua aset yang dimiliki oleh debitor yang 

dinyatakan pailit. Ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan 

pengumpulan semua jenis aset yang dimiliki oleh debitor, termasuk 

properti, kendaraan, investasi, dan lain sebagainya. Setelah semua aset 

debitor dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menilai nilai dari 

masing-masing aset tersebut. Penilaian ini penting untuk menentukan 

nilai aktual dari aset-aset tersebut, yang akan digunakan sebagai dasar 

untuk keputusan pengelolaan selanjutnya. Penilaian ini biasanya 

dilakukan oleh profesional independen, seperti penilai properti atau 

akuntan, untuk memastikan keadilan dan objektivitas. 

Setelah nilai-nilai aset telah ditentukan, kurator akan memulai 

proses pengelolaan aset. Pengelolaan ini bertujuan untuk 



110 Hukum Kepailitan 

memaksimalkan nilai dari aset-aset tersebut seoptimal mungkin, dengan 

mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Ini bisa 

meliputi berbagai strategi, seperti menjual aset dengan harga terbaik 

yang mungkin, menyewakan properti untuk mendapatkan pendapatan 

tambahan, atau mengelola investasi secara aktif untuk memaksimalkan 

keuntungan. Selama proses pengelolaan aset, kurator bertanggung jawab 

untuk memastikan bahwa semua aset tetap terjaga dan terpelihara dengan 

baik, bahkan Kurator juga harus mempertimbangkan asset mana yang 

harus dijual terlebih dahulu atau asset yang harus disimpan terlebih 

dahulu untuk memaksimalkan harta pailit. Ini termasuk pemeliharaan 

rutin, perlindungan terhadap kerusakan atau kerugian, dan menanggapi 

masalah yang mungkin timbul seiring waktu. Kurator juga harus 

memastikan bahwa aset-aset tersebut tidak digunakan secara tidak wajar 

atau diabaikan selama proses kepailitan. 

Kurator juga bertanggung jawab untuk mengalokasikan hasil dari 

penjualan atau pengelolaan aset kepada kreditur sesuai dengan prioritas 

yang ditetapkan dalam hukum kepailitan. Ini berarti bahwa kurator harus 

memastikan bahwa semua kreditur menerima pembayaran sesuai dengan 

haknya sesuai dengan hukum, dengan mengutamakan pembayaran 

kepada kreditur yang memiliki hak yang lebih tinggi. Selama seluruh 

proses pengelolaan aset, kurator harus menjaga catatan yang akurat dan 

terperinci tentang semua transaksi dan kegiatan yang terkait dengan aset 

debitor. Ini termasuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran, 

penilaian aset, serta komunikasi dengan kreditur dan pihak lain yang 

terlibat dalam proses kepailitan. Catatan yang akurat ini penting untuk 

memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. 

Kurator juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola 

kewenangan yang diberikan oleh pengadilan dalam hal penyelesaian 

utang. Ini mencakup pengelolaan proses negosiasi dan pembayaran 

kepada kreditur, serta memastikan bahwa semua tindakan yang diambil 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kurator 

berperan sebagai perantara antara debitor yang dinyatakan pailit dan 

kreditur, memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara kedua belah 

pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh 

semua pihak yang terlibat. Sebagai bagian dari tugasnya dalam 

mengelola penyelesaian utang, kurator juga bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa semua klaim kreditur diajukan dan diproses dengan 
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benar. Ini termasuk memeriksa klaim-klaim yang diajukan oleh kreditur, 

memvalidasi keabsahan klaim-klaim tersebut, dan memastikan bahwa 

pembayaran dilakukan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam 

hukum kepailitan. Kurator juga harus memastikan bahwa semua 

prosedur yang diperlukan untuk mengajukan klaim dan menerima 

pembayaran dilakukan dengan benar, termasuk persyaratan dokumentasi 

yang diperlukan. 

Selama proses penyelesaian utang, kurator juga memiliki 

kewenangan untuk menyetujui atau menolak klaim kreditur, sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup penilaian terhadap 

validitas dan keabsahan klaim, serta keputusan mengenai prioritas 

pembayaran antara kreditur yang bersaing. Keputusan-keputusan ini 

harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan objektif, dengan 

mempertimbangkan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam 

proses kepailitan. Selain itu, kurator juga memiliki kewenangan untuk 

mengajukan keberatan terhadap klaim kreditur yang dianggap tidak sah 

atau tidak berdasarkan hukum. Ini bisa meliputi klaim-klaim yang tidak 

didukung oleh bukti yang memadai, klaim-klaim yang bertentangan 

dengan hukum kepailitan, atau klaim-klaim yang diajukan oleh pihak 

yang tidak memiliki hak untuk mengajukan klaim. Dalam hal ini, kurator 

bertindak sebagai pelindung kepentingan debitor yang dinyatakan pailit, 

memastikan bahwa klaim-klaim yang tidak berdasar tidak 

mempengaruhi proses penyelesaian utang secara tidak adil. 

Selama proses penyelesaian utang, kurator juga bertanggung 

jawab untuk memonitor dan melaporkan perkembangan kepada 

pengadilan melalui hakim pengawas dan pihak-pihak yang terkait secara 

teratur. Ini termasuk menyampaikan laporan keuangan dan operasional 

kepada pengadilan, menjawab pertanyaan dari pengadilan atau pihak-

pihak yang terlibat, dan memberikan informasi yang diperlukan untuk 

memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, 

kurator juga memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan hukum 

jika diperlukan untuk melindungi aset debitor atau memperjuangkan 

hak-hak semua pihak dalam proses kepailitan. Ini bisa meliputi 

mengajukan gugatan lain-lain untuk melindungi kepentingan semua 

pihak.  
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2. Melakukan Pencocokan Piutang Terhadap Tagihan Kreditur 

Sebagai kurator dalam proses kepailitan, salah satu tugas penting 

yang diemban adalah melakukan pencocokan piutang terhadap tagihan 

yang diajukan oleh kreditur. Tugas ini memerlukan keterampilan analisis 

yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang hukum kepailitan 

yang berlaku.  

Dalam Pasal 115 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing 

kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya 

yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti 

atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor 

mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak 

tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk 

menahan benda. 

Dalam melakukan pencocokan piutang, kurator harus memeriksa 

setiap tagihan yang diajukan oleh kreditur untuk memastikan keabsahan 

dan keberlakuannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam 

proses kepailitan. Setelah menerima klaim-klaim dari kreditur, kurator 

akan meneliti setiap tagihan secara teliti untuk memastikan bahwa 

tagihan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-

undang kepailitan, akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh 

kreditur untuk mendukung tagihan, serta memverifikasi informasi yang 

terkait dengan klaim tersebut. Dalam Pasal 116 UU 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan Kurator wajib mencocokkan 

perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang 

telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atau berunding 

dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang 

diterima. 

Kurator juga harus menentukan prioritas tagihan para kreditor 

tersebut berdasarkan hukum kepailitan yang berlaku. Prioritas klaim ini 

akan menentukan urutan pembayaran kreditur dalam proses kepailitan, 

yang penting untuk memastikan bahwa pembagian aset debitor 

dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum. Setelah menyelesaikan 

pencocokan piutang terhadap tagihan-tagihan kreditur, kurator akan 

menyusun laporan yang berisi hasil pencocokan piutang tersebut. 

Laporan ini akan disampaikan kepada pengadilan melalui Hakim 

Pengawas sebagai dasar untuk membuat keputusan terkait pembayaran 
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tagihan kreditur. Dalam laporan ini, kurator akan menjelaskan alasan di 

balik rekomendasi terkait keabsahan dan prioritas tagihan tersebut. 

Pasal 117 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU 

menyebutkan Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke 

dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang 

yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar 

tersendiri dan Pasal 119 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan 

dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, 

selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang 

dapat melihatnya secara cuma-cuma. 

Kurator juga harus memastikan bahwa proses 

verifikasi/pendaftaran tagihan dilakukan dengan transparansi dan 

akuntabilitas yang tinggi, harus mengikuti prosedur yang ditetapkan 

dalam hukum kepailitan dan memastikan bahwa semua tindakan yang 

diambil didokumentasikan dengan baik. Penting bagi kurator untuk 

menjalankan tugas ini dengan cermat dan teliti, karena keputusan tentang 

pembayaran tagihan kreditur dapat memiliki dampak yang signifikan 

bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Dengan 

melakukan pencocokan piutang atas tagihan dengan cermat dan 

memastikan bahwa semua prosedur hukum dipatuhi, kurator dapat 

membantu memastikan bahwa pembagian aset debitor dilakukan dengan 

adil dan sesuai dengan hukum. Setelah melakukan pencocokan piutang 

terhadap tagihan kreditur, kurator akan menyusun daftar tagihan terkait 

pembayaran tagihan tersebut kepada pengadilan melalui Hakim 

Pengawas. Daftar tagihan ini didasarkan pada analisis yang teliti 

terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kreditur dan pertimbangan 

hukum yang relevan. 

Selama proses pencocokan piutang, kurator juga harus 

memastikan bahwa hak-hak kreditur dihormati dan bahwa keputusan 

yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan 

pertimbangan hukum yang tepat, harus menjaga independensi dan 

objektivitas dalam menilai tagihan-tagihan yang diajukan dan tidak 

terpengaruh oleh tekanan eksternal atau kepentingan pribadi. Selain itu, 

kurator juga harus memastikan bahwa semua tagihan kreditur yang 

diajukan diproses dengan cepat dan efisien. Hal ini penting untuk 

memastikan bahwa proses kepailitan tidak terhambat oleh kelambanan 
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dalam menangani klaim-klaim tersebut dan bahwa pembagian aset 

debitor dapat dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. 

Untuk melakukan pencocokan piutang, kurator juga harus 

memastikan bahwa semua kreditur diperlakukan secara adil dan setara, 

harus menghindari penyelewengan atau diskriminasi dalam menilai 

tagihan-tagihan yang diajukan oleh kreditur. Kurator juga harus tetap 

waspada terhadap kemungkinan adanya kecurangan atau 

penyalahgunaan dalam tagihan-tagihan yang diajukan oleh kreditur, 

harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bukti-bukti yang 

diajukan oleh kreditur untuk memastikan keabsahan klaim tersebut dan 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terjadi 

ketidaksesuaian atau ketidakpastian. 

Selama proses pencocokan piutang, kurator juga harus tetap 

memperhatikan prinsip keadilan dan keberlanjutan, harus memastikan 

bahwa pembayaran tagihan-tagihan kreditur dilakukan sesuai dengan 

prioritas yang ditetapkan dalam hukum kepailitan dan bahwa semua 

keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan semua pihak yang 

terlibat dalam proses kepailitan. Dengan menjalankan tugas ini dengan 

cermat dan bertanggung jawab, kurator dapat berperan yang penting 

dalam menyelesaikan kepailitan dengan baik dan memastikan bahwa 

pembagian aset debitor dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum. 

Ini akan membantu memastikan bahwa proses kepailitan berjalan lancar 

dan efisien serta bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dihormati dan 

terlindungi. 

 

3. Mengajukan Laporan kepada Pengadilan melalui Hakim 

Pengawas 

Mengajukan laporan kepada pengadilan melalui Hakim 

Pengawas merupakan salah satu tugas yang penting bagi seorang kurator 

dalam menjalankan proses kepailitan. Laporan ini harus disusun secara 

berkala, biasanya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh 

pengadilan yang mengawasi proses kepailitan. 

Dalam Pasal 74 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU 

menyebutkan  (1) Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim 

Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya 

setiap 3 (tiga) bulan; (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan 
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cuma-Cuma; (3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

Laporan tersebut mencakup berbagai perkembangan terbaru 

yang relevan dengan proses kepailitan yang sedang berlangsung. Salah 

satu elemen utama yang harus dicakup dalam laporan tersebut adalah 

perkembangan terbaru mengenai harta pailit dan juga pelaksanaan tugas 

kurator. Kurator harus memberikan informasi terperinci tentang 

langkah-langkah yang telah diambil untuk mengumpulkan, menilai, dan 

mengelola aset-aset tersebut selama periode laporan yang bersangkutan, 

serta segala tugas Kurator sehubungan proses pengurusan dan 

pemberesan harta pailit. Selain itu, laporan kepada Hakim Pengawas 

juga harus mencakup hasil dari pencocokan piutang kreditur yang telah 

dilakukan oleh kurator. Kurator harus memberikan informasi tentang 

tagihan mana yang telah diverifikasi, tagihan mana yang masih 

sementara diakui/dibantah dan dimasukkan ke dalam daftar tersendiri, 

dan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan tagihan 

tersebut. 

Laporan kepada im pengawas juga harus mencakup langkah-

langkah lain yang diambil oleh kurator dalam penyelesaian kepailitan. 

Hal ini dapat mencakup rencana-rencana penyelesaian yang telah 

disusun oleh kurator serta langkah-langkah lain yang diambil untuk 

mengelola proses kepailitan secara efektif. Dalam laporan tersebut, 

kurator juga harus membahas informasi tentang kendala atau tantangan 

yang dihadapi selama proses kepailitan serta langkah-langkah yang 

diambil untuk mengatasinya. Selain memberikan informasi tentang 

perkembangan konkret dalam proses kepailitan, laporan kepada hakim 

pengawas juga harus mencerminkan komitmen kurator terhadap prinsip 

transparansi dan akuntabilitas. Kurator harus memastikan bahwa laporan 

yang disampaikan kepada hakim pengawas adalah akurat, jelas, dan 

lengkap, harus menghindari menyembunyikan informasi atau 

memberikan informasi yang menyesatkan yang dapat mempengaruhi 

keputusan pengadilan atau mengganggu proses kepailitan secara 

keseluruhan. 

Laporan kepada hakim pengawas juga merupakan kesempatan 

bagi kurator untuk menyampaikan rekomendasi atau saran mengenai 

langkah hukum tentang langkah-langkah selanjutnya dalam 

penyelesaian kepailitan. Kurator dapat menggunakan laporan tersebut 
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untuk mengidentifikasi masalah atau isu tertentu yang memerlukan 

perhatian lebih lanjut dari pengadilan serta menyarankan solusi atau 

strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam menyusun laporan 

kepada Hakim Pengawas, kurator juga harus memastikan bahwa 

mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini 

termasuk memastikan bahwa laporan disusun dalam format yang sesuai 

dan bahwa semua informasi yang disajikan didukung oleh bukti-bukti 

yang cukup. Kurator juga harus mematuhi semua tenggat waktu yang 

ditetapkan dalam UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. 

Untuk menyusun laporan kepada hakim pengawas, kurator juga 

harus memperhatikan kebutuhan untuk memberikan informasi yang 

dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. 

Dengan demikian, laporan tersebut dapat membantu hakim pengawas 

dalam membuat keputusan yang tepat dan membantu pihak terkait 

lainnya dalam memahami perkembangan terbaru dalam proses 

kepailitan. Selain itu, laporan kepada hakim pengawas juga dapat 

mencakup rekomendasi atau saran dari kurator tentang langkah-langkah 

selanjutnya dalam proses kepailitan. Kurator, dengan pengalaman dan 

pengetahuannya tentang kepailitan, dapat memberikan masukan 

berharga kepada hakim pengawas tentang cara terbaik untuk 

menyelesaikan kepailitan dengan adil dan efisien. Rekomendasi tersebut 

dapat berkisar dari rencana penyelesaian yang disarankan hingga strategi 

untuk mengatasi masalah atau hambatan tertentu yang mungkin muncul 

selama proses kepailitan. 

Laporan kepada hakim pengawas juga dapat mencakup analisis 

atau evaluasi dari kinerja kurator dalam menjalankan tugasnya. Hal ini 

dapat mencakup penilaian terhadap efektivitas langkah-langkah yang 

telah diambil oleh kurator dalam mengelola aset debitor, meninjau 

tagihan kreditur, dan merencanakan penyelesaian kepailitan. Pengadilan 

melalui Hakim Pengawas dapat menggunakan informasi ini untuk 

mengevaluasi kinerja kurator, membuat keputusan dan memberikan 

masukan tentang langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya dalam 

proses kepailitan. Selain itu, laporan kepada hakim pengawas juga dapat 

mencakup informasi tentang pemenuhan kurator terhadap standar etika 

dan profesionalisme yang ditetapkan untuk profesi tersebut. Kurator 

diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan etika 

yang tinggi, dan laporan kepada pengadilan dapat memberikan 
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kesempatan bagi kurator untuk menunjukkan komitmen terhadap 

prinsip-prinsip ini. Ini termasuk memastikan bahwa kurator menghindari 

konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif, dan 

bertindak secara adil dan objektif dalam memperlakukan semua pihak 

yang terlibat dalam proses kepailitan. 

Dengan demikian, laporan kepada pengadilan melalui Hakim 

Pengawas merupakan salah satu alat yang penting dalam menjalankan 

proses kepailitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Laporan 

tersebut memberikan kesempatan bagi kurator untuk memberikan 

informasi tentang perkembangan terbaru dalam proses kepailitan, 

membahas rekomendasi atau saran dari Hakim Pengawas, dan 

mengevaluasi kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai 

kurator. Dengan membahas laporan yang akurat, jelas, dan lengkap, 

kurator dapat membantu memastikan bahwa proses kepailitan berjalan 

dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. 

 

4. Berinteraksi dengan Pihak Terkait 

Dalam menjalankan tugasnya Kurator (baik itu sendiri maupun 

Tim Kurator) sangat membutuhkan dukungan maupun kerjasama dengan 

tenaga-tenaga profesional, karena salah satu tujuan utama dari Tugas 

Kurator dalam melakukan Pengurusan Harta Pailit adalah untuk 

mengoptimalkan nilai dari harta pailit tersebut, namun hal ini tetap 

merujuk kepada kompleksitas kepailtan tersebut, sehingga kepada 

Kurator diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan 

tanaga-tenaga profesional. Adapun tenaga profesional pendukung yang 

biasanya dibutuhkan Kurator dalam pengurusan harta pailit diantaranya 

adalah seperti Asisten Kurator, Aparat berwajib (Polisi), Akuntan Publik 

atau Auditor, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Jasa Advokat, Jasa 

Ahli, Konsultan Pajak dan lain – lain. 

Untuk menjalankan tugas berinteraksi dengan pihak terkait, 

kurator harus memastikan bahwa memiliki kemampuan komunikasi 

yang baik untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat 

dalam proses kepailitan. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk 

mendengarkan dengan baik, mengartikulasikan ide dan masalah dengan 

jelas, serta mengkomunikasikan informasi secara efektif kepada pihak 

lain. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, kurator dapat 

memfasilitasi dialog yang produktif dan membangun hubungan yang 
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baik dengan semua pihak terkait. Selain itu, kurator juga harus memiliki 

kemampuan negosiasi yang baik untuk membantu menyelesaikan 

perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Ini 

termasuk kemampuan untuk mencari solusi yang memuaskan semua 

pihak dan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi semua 

orang. Dengan kemampuan negosiasi yang baik, kurator dapat 

membantu memfasilitasi proses penyelesaian kepailitan dengan adil dan 

efisien. 

Untuk berinteraksi dengan debitur, Kurator dapat memberikan 

informasi yang jelas tentang prosedur dan proses setelah putusan pailit 

kepada debitur dalam menghadapi situasi yang sulit, Kurator juga bisa 

meminta semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan harta milik 

debitor seperti daftar asset, laporan keuangan dan lain-lain. Selanjutnya 

Dengan membangun hubungan yang baik dengan debitur, kurator dapat 

membantu memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan lancar 

dan mengurangi kemungkinan konflik atau pertentangan. Selanjutnya, 

dalam berinteraksi dengan kreditur, kurator harus memastikan bahwa 

memahami kepentingan kreditur serta alam proses pemberesan dan 

pembagian terhadap semua kreditor dilakukan menurut prioritas 

Kreditor secara adil dan objektif. Ini termasuk menyediakan informasi 

yang jelas dan transparan tentang daftar pembagian dan disediakan di 

Kepaniteraan Pengadilan serta menjalin komunikasi antara kreditur dan 

memberikan laporan kepada hakim pengawas. Dengan membangun 

hubungan yang baik dengan kreditur, kurator dapat membantu 

memastikan bahwa kreditur merasa didengar dan dihargai selama proses 

kepailitan. 

Kurator juga harus berinteraksi dengan berbagai pihak lain yang 

terlibat dalam proses kepailitan, seperti pengacara, penasihat keuangan, 

dan ahli hukum, harus bekerja sama dengan pihak-pihak ini untuk 

memastikan bahwa semua aspek proses kepailitan dipertimbangkan 

dengan cermat dan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan 

hukum yang berlaku. Dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak 

terkait, kurator dapat memastikan bahwa proses kepailitan berjalan 

dengan lancar dan efisien. Kurator harus memastikan bahwa memahami 

peran dan tanggung jawabnya serta mematuhi semua peraturan dan 

prosedur alam UU Kepailitan. 
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Kurator juga harus berinteraksi dengan pihak-pihak terkait 

lainnya yang mungkin memiliki kepentingan dalam proses kepailitan, 

seperti pihak yang memiliki kepentingan dalam aset debitor atau pihak 

yang terlibat dalam litigasi terkait kepailitan. Dalam hal ini, kurator perlu 

berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan semua pihak yang 

terlibat, mengklarifikasi masalah, dan menjelaskan langkah-langkah 

yang diambil dalam proses kepailitan. Dengan berinteraksi secara efektif 

dengan pihak-pihak terkait lainnya, kurator dapat membantu 

memastikan bahwa semua kepentingan dipertimbangkan dengan cermat 

dalam penyelesaian kepailitan. Selain itu, kurator juga harus berinteraksi 

dengan otoritas yang berwenang, seperti badan pengawas pasar modal 

atau lembaga keuangan, terutama jika debitur adalah perusahaan efek 

atau bank, harus mematuhi semua regulasi dan persyaratan yang 

ditetapkan oleh otoritas tersebut serta berkoordinasi dalam menjalankan 

tugas-tugasnya sebagai kurator. Dengan berinteraksi dengan otoritas 

yang berwenang secara efektif, kurator dapat membantu memastikan 

bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku dan memenuhi standar yang ditetapkan. 

Kurator juga memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi 

agenda rapat kreditor, rapat pencocokan piutang, rapat voting 

perdamaian suai jadwal yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas . 

Selanjutnya, kurator juga harus berinteraksi dengan para ahli dan 

konsultan yang mungkin dibutuhkan dalam proses kepailitan, seperti ahli 

hukum, penilai properti, atau konsultan keuangan, harus bekerja sama 

dengan para ahli ini untuk mendapatkan pandangan dan saran yang 

diperlukan dalam mengelola aset debitor dan menyelesaikan kepailitan 

dengan efisien. Dengan berinteraksi dengan ahli dan konsultan, kurator 

dapat memastikan bahwa semua aspek proses kepailitan 

dipertimbangkan dengan cermat dan bahwa keputusan yang diambil 

didukung oleh analisis dan penilaian yang tepat. 

 

C. Kode Etik Profesi Kurator 

 

Sebagai seorang kurator, menjalankan tugas dan tanggung jawab 

dengan integritas dan etika yang tinggi adalah suatu keharusan. Oleh 

karena itu, kode etik profesi kurator menjadi landasan yang penting 

dalam memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil selama proses 
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kepailitan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral dan 

profesionalisme yang tinggi. Dalam kode etik ini, biasanya diatur 

berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajiban, independensi, 

transparansi, serta komunikasi yang harus dijunjung tinggi oleh seorang 

kurator. Kode etik profesi itu merupakan sarana  untuk membantu para 

pelaksana sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat 

merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari 

kode etik profesi. 

a) Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi 

tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa 

dengan  kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui 

suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. 

b) Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat 

atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi 

dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga 

dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga 

memungkinkan  pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan 

kerja (kalangan sosial). 

c) Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi 

profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. 

 

1. Kewajiban Integritas 

Integritas merupakan salah satu pilar utama dalam praktik profesi 

kurator. Dalam menjalankan kewajiban integritas, seorang kurator harus 

memastikan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya 

dilakukan dengan kejujuran dan kejujuran yang tinggi. Ini memerlukan 

kesadaran yang kuat akan prinsip-prinsip moral serta kesediaan untuk 

bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika yang telah ditetapkan dalam 

kode etik profesi kurator. Kepercayaan publik terhadap integritas kurator 

sangat penting untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan 

dengan baik dan bahwa kepentingan semua pihak terlindungi dengan 

adil.  

Integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta 

keharusan untuk menaati standar profesi dan etika, yakni Pengakuan 

terhadap profesionalisme yang melandasi kepercayaan publik serta 

menjadi patokan (benchmark) bagi Kurator dalam menguji semua 

keputusan yang diambilnya, Mengharuskan Kurator untuk, antara lain, 
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bersikap jujur, dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan 

kepercayaan publik demi kepentingan pribadi dan Mengharuskan untuk 

bersikap objektif dalam menjalankan profesinya secara cermat dan 

seksama.  

Salah satu aspek utama dari kewajiban integritas kurator adalah 

untuk menghindari konflik kepentingan. Ini berarti bahwa seorang 

kurator harus menjaga agar tidak terlibat dalam situasi di mana 

kepentingan pribadi atau profesional bisa mempengaruhi keputusan atau 

tindakan yang diambil selama proses kepailitan. Hal ini penting untuk 

memastikan bahwa kurator dapat menjalankan tugas dengan objektivitas 

dan keadilan, tanpa adanya bias atau preferensi yang tidak pantas. 

Kewajiban integritas kurator juga mencakup kepatuhan terhadap 

semua hukum, peraturan, dan kode etik yang berlaku, harus memahami 

dan mematuhi dengan seksama semua ketentuan yang mengatur praktik 

profesi serta menghindari pelanggaran terhadapnya. Ini membantu 

menjaga tingkat profesionalisme dan kepercayaan dalam praktik 

kepailitan dan memastikan bahwa kurator bertindak dengan cara yang 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. Seorang kurator juga harus 

mampu mengelola konflik kepentingan yang mungkin timbul selama 

proses kepailitan dengan bijaksana dan transparan, harus 

mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dengan jelas dan 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi atau 

menghindari konsekuensi yang merugikan. Ini mungkin melibatkan 

pengungkapan terbuka tentang hubungan atau kepentingan yang 

mungkin mempengaruhi independensi atau objektivitas kurator dalam 

melakukan tugas. 

Seorang kurator juga harus memastikan bahwa tetap jujur dan 

terbuka dalam semua komunikasi dan pelaporan, harus memberikan 

informasi yang akurat dan lengkap kepada pengadilan, kreditur, dan 

pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan, serta menjawab 

pertanyaan atau permintaan informasi dengan jujur dan tepat waktu. 

Kejujuran dan integritas juga penting dalam menangani aset debitor. 

Seorang kurator harus memastikan bahwa mengelola aset-aset ini 

dengan cermat dan adil, menghindari konflik kepentingan atau tindakan 

yang dapat merugikan kepentingan kreditur atau pihak lain yang terlibat 

dalam proses kepailitan. Hal ini mencakup pengumpulan, penilaian, dan 
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pengelolaan aset-aset tersebut dengan memperhatikan standar yang 

tinggi dalam praktik kepailitan. 

Untuk menjalankan kewajiban integritas, seorang kurator juga 

harus mampu mengatasi tekanan atau ancaman yang mungkin muncul 

selama proses kepailitan, harus tetap teguh pada prinsip-prinsip moral 

dan etika, bahkan dalam situasi yang sulit atau penuh tekanan. 

Kemampuan untuk bertindak dengan integritas dalam semua keadaan 

adalah tanda keprofesionalan yang tinggi dan merupakan landasan bagi 

kepercayaan publik dalam sistem kepailitan. Seorang kurator juga harus 

berhati-hati untuk tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat 

merugikan kepentingan kreditur atau pihak lain yang terlibat dalam 

proses kepailitan, harus menghindari tindakan yang dapat dianggap tidak 

etis atau tidak profesional, seperti menerima suap atau hadiah yang dapat 

mempengaruhi keputusan atau tindakan. 

Integritas juga melibatkan sikap yang jujur dan terbuka terhadap 

umpan balik atau kritik yang mungkin diterima seorang kurator selama 

proses kepailitan, harus bersedia menerima masukan atau saran dari 

pihak lain yang terlibat dan bertindak sesuai dengan informasi yang 

diberikan. Ini membantu memastikan bahwa semua keputusan atau 

tindakan yang diambil selama proses kepailitan didasarkan pada 

pertimbangan yang tepat dan memperhatikan kepentingan semua pihak 

yang terlibat. Dalam menjalankan kewajiban integritas, seorang kurator 

juga harus mampu menjaga tingkat profesionalisme yang tinggi dalam 

semua aspek pekerjaan, harus memperlakukan semua pihak yang terlibat 

dalam proses kepailitan dengan hormat dan adil, tanpa memihak atau 

diskriminasi. Ini mencakup menjaga standar tinggi dalam komunikasi, 

perilaku, dan keputusan yang diambil selama proses kepailitan. 

Seorang kurator juga harus berkomitmen untuk terus 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kepailitan 

dan hukum terkait lainnya, harus selalu berupaya untuk memahami 

perubahan dalam regulasi dan praktik industri serta menerapkan 

pengetahuan baru ini dalam pekerjaan. Ini membantu memastikan bahwa 

dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan memenuhi standar 

profesional yang diperlukan dalam praktik kepailitan. Selain itu, 

menjaga integritas juga memerlukan kemampuan untuk bertindak 

dengan independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal atau 

pengaruh yang mungkin memengaruhi keputusan atau tindakan seorang 
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kurator, harus dapat mengevaluasi setiap situasi dengan objektivitas dan 

keadilan, serta bertindak sesuai dengan hukum dan etika profesi tanpa 

adanya intervensi atau pengaruh yang tidak pantas. 

Seorang kurator juga harus mampu menghadapi tantangan atau 

situasi yang mungkin menguji integritas dengan bijaksana dan tekun, 

harus tetap teguh pada prinsip-prinsip moral dan etika bahkan dalam 

situasi yang sulit atau penuh tekanan, serta berani mengambil langkah-

langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan dan 

kejujuran tetap terjaga dalam semua aspek pekerjaan. Dalam 

menjalankan kewajiban integritas, seorang kurator juga harus berupaya 

untuk membangun dan memelihara hubungan profesional yang baik 

dengan semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Ini mencakup 

menjaga komunikasi terbuka dan transparan dengan pengadilan, 

kreditur, debitur, pengacara, dan pihak lain yang terlibat, serta 

memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. 

Menjaga integritas juga berarti bahwa seorang kurator harus 

selalu siap untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan selama 

proses kepailitan, harus bersedia memberikan pertanggungjawaban atas 

setiap keputusan atau tindakan yang diambil, serta belajar dari 

pengalaman untuk terus meningkatkan praktik di masa depan. Menjaga 

integritas juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan 

perubahan dan tantangan yang mungkin muncul selama proses 

kepailitan. Seorang kurator harus fleksibel dan responsif terhadap 

perubahan dalam situasi atau kondisi yang mempengaruhi proses 

kepailitan, serta siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

untuk memastikan bahwa semua keputusan atau tindakannya tetap sesuai 

dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dianut. 

 

2. Keberpihakan yang Netral 

Menjaga netralitas merupakan aspek yang sangat penting dalam 

profesinya seorang kurator. Ini mencerminkan kewajiban moral dan 

etika yang mendasari praktik dalam menangani kasus kepailitan. Dengan 

netralitas ini, seorang kurator diharapkan dapat menjalankan tugasnya 

tanpa adanya preferensi atau kecenderungan yang dapat menguntungkan 

pihak tertentu, sehingga memastikan bahwa semua keputusan yang 

diambil didasarkan pada pertimbangan yang adil dan obyektif dengan 

tujuan untuk memastikan bahwa proses kepailitan berlangsung secara 
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adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Seorang kurator 

harus menghindari konflik kepentingan atau pengaruh eksternal yang 

dapat mempengaruhi integritas atau objektivitas dalam menjalankan 

tugas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan semua 

pihak yang terlibat, termasuk debitur, kreditur, dan pihak lainnya, 

dihormati dan diperlakukan secara adil. 

Netralitas juga penting dalam mempertahankan kepercayaan 

publik terhadap sistem hukum kepailitan. Dengan memastikan bahwa 

seorang kurator tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau perilaku 

yang tidak etis, masyarakat dapat yakin bahwa proses kepailitan 

dijalankan dengan integritas dan keadilan. Ini membantu menjaga 

stabilitas dan kepercayaan dalam sistem hukum secara keseluruhan. 

Dengan tidak memihak kepada salah satu pihak, kurator dapat bertindak 

sebagai perantara yang objektif, adil dan bermanfaat bagi semua pihak 

yang terlibat. Hal ini membantu mengurangi konflik dan mempercepat 

proses penyelesaian kepailitan. 

Keberpihakan yang netral memungkinkan kurator untuk 

membuat keputusan yang berdasarkan pada fakta dan bukti yang ada, 

bukan pada preferensi pribadi atau tekanan eksternal. Ini membantu 

memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk 

kepentingan semua pihak yang terlibat, serta sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum yang berlaku dalam kasus kepailitan. Netralitas juga 

berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara 

berbagai pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Dengan tidak 

memihak kepada satu pihak, kurator dapat memastikan bahwa 

kepentingan semua pihak diakui dan dihormati, serta menghindari 

potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan pihak lain. 

Seorang kurator yang netral juga dapat memberikan saran dan 

rekomendasi yang obyektif kepada Hakim Pengawas Pengadilan dan 

pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan. Dengan mempertimbangkan 

berbagai sudut pandang dan kepentingan yang ada, kurator dapat 

membantu memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat dan 

bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Keberpihakan yang netral 

juga membantu memastikan bahwa kurator dapat menjalankan tugasnya 

tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak lain yang mungkin 

berusaha memengaruhi hasil proses kepailitan. Hal ini penting untuk 

memastikan bahwa integritas dan independensi kurator tetap terjaga, 
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sehingga keputusan yang diambil dapat dipercaya dan dihormati oleh 

semua pihak yang terlibat. 

Netralitas juga membantu memastikan bahwa proses kepailitan 

berjalan dengan lancar dan efisien, tanpa adanya hambatan atau 

penundaan yang disebabkan oleh konflik kepentingan atau 

ketidaknetralan kurator. Dengan tetap mempertahankan sikap yang 

obyektif dan netral, kurator dapat membantu memfasilitasi proses 

penyelesaian kepailitan dengan baik dan mencapai hasil yang adil bagi 

semua pihak yang terlibat. Keberpihakan yang netral dalam profesinya 

seorang kurator juga merupakan cerminan dari tanggung jawab moral 

dan etis yang melekat pada perannya. Dalam menjalankan tugas, kurator 

harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar daripada 

kepentingan pribadi atau pihak tertentu, harus berkomitmen untuk 

bertindak sesuai dengan keadilan dan kebenaran, tanpa memihak kepada 

pihak mana pun, sehingga memastikan bahwa proses kepailitan 

berlangsung secara adil dan transparan. 

Netralitas dalam menjalankan tugas-tugasnya memungkinkan 

kurator untuk mengambil keputusan yang tidak dipengaruhi oleh tekanan 

eksternal atau pertimbangan pribadi, harus berpegang pada standar 

profesional yang ketat dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum yang berlaku dalam kasus kepailitan. Dengan demikian, dapat 

memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yang diambil didasarkan 

pada pertimbangan yang obyektif dan keadilan yang mutlak. 

Keberpihakan yang netral juga penting untuk menjaga integritas dan 

reputasi profesi kurator secara keseluruhan. Sebagai pemegang amanah 

dalam proses hukum kepailitan, kurator harus memastikan bahwa tidak 

terlibat dalam praktik-praktik yang meragukan atau tidak etis yang dapat 

merusak citra profesi. Dengan menjaga netralitas dan independensi, 

dapat mempertahankan standar tinggi dalam praktiknya dan memberikan 

kepercayaan kepada masyarakat tentang profesionalisme. 

Netralitas dalam menjalankan tugas-tugas sebagai kurator juga 

membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau konflik 

kepentingan yang dapat merugikan pihak lain. Dengan tidak memihak 

kepada salah satu pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, kurator 

dapat menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan aset 

debitor serta penyelesaian klaim kreditur. Ini penting untuk mencegah 

adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengganggu integritas 
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dan objektivitas proses hukum. Kurator yang menjaga keberpihakan 

yang netral juga dapat memfasilitasi komunikasi yang efektif antara 

semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Dengan berperan 

sebagai perantara yang obyektif, dapat membantu mengatasi konflik dan 

menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Ini 

penting untuk mencapai penyelesaian kepailitan yang adil dan efisien 

serta menghindari pemborosan waktu dan sumber daya dalam proses 

hukum. 

Netralitas dalam menjalankan tugas sebagai kurator 

memungkinkan untuk memberikan nasihat yang obyektif dan berimbang 

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Dengan 

mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kepentingan yang ada, 

kurator dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil 

adalah yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Hal ini membantu 

memastikan bahwa proses hukum kepailitan berlangsung sesuai dengan 

prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Netralitas dalam menjalankan 

tugas sebagai kurator juga memungkinkan untuk bertindak sebagai 

penjaga aset debitor yang dinyatakan pailit dengan cermat dan teliti, 

harus mengelola aset-aset ini dengan itikad baik dan kehati-hatian yang 

tinggi, memastikan bahwa dikelola dengan efisien dan dalam 

kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan mematuhi standar etika 

dan integritas yang tinggi, dapat menjaga kepercayaan pengadilan dan 

pihak-pihak terkait dalam pengelolaan aset-aset ini. 

 

3. Profesionalisme dalam Hubungan Kerja 

Profesionalisme dalam hubungan kerja merupakan aspek penting 

dalam etika profesi kurator. Sebagai perwakilan yang bertanggung jawab 

atas pengelolaan aset dalam proses kepailitan, kurator harus menjaga 

hubungan yang profesional dengan semua pihak terkait, termasuk 

debitur, kreditur, pengacara, dan Hakim Pengawas. Hal ini mencakup 

sikap yang sopan, menghormati pandangan dan kepentingan semua 

pihak yang terlibat, serta berkomunikasi dengan efektif dan transparan 

dalam semua interaksi yang dilakukan. Kurator harus menunjukkan 

sikap yang sopan dan menghormati dalam setiap interaksi. Ini berarti 

menjaga tutur kata yang sopan, menggunakan bahasa yang sesuai, dan 

memperlakukan semua pihak dengan rasa hormat yang layak. Kualitas 

ini menciptakan suasana kerja yang positif dan membantu dalam 



Buku Ajar  127 

membangun hubungan yang baik dengan semua pihak yang terlibat 

dalam proses kepailitan. 

Kurator juga harus mampu mendengarkan dengan baik dan 

memperhatikan pandangan serta kepentingan yang diungkapkan oleh 

pihak lain. Ini mencakup kemampuan untuk memahami perspektif yang 

berbeda dan mencari solusi yang memadai dalam menangani perbedaan 

pendapat atau konflik yang mungkin timbul dalam proses kepailitan. 

Profesionalisme dalam hubungan kerja juga mencakup kewajiban untuk 

berkomunikasi dengan jelas dan transparan. Kurator harus secara teratur 

memberikan informasi tentang perkembangan terbaru dalam proses 

kepailitan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk debitur, kreditur, 

dan hakim pengawas. Komunikasi yang efektif membantu menghindari 

kebingungan atau ketidakpastian yang dapat menghambat kemajuan 

dalam penyelesaian kepailitan. 

Kurator juga harus memastikan bahwa semua komunikasi 

dilakukan dengan integritas dan jujur. Tidak boleh menyembunyikan 

informasi yang relevan atau memberikan informasi yang menyesatkan 

kepada pihak lain dalam upaya untuk memengaruhi keputusan ataupun 

hasil voting dalam proses kepailitan. Sebagai bagian dari menjaga 

profesionalisme dalam hubungan kerja, kurator juga harus memahami 

pentingnya kolaborasi dan kerja tim, harus siap bekerja sama dengan 

pengacara, akuntan, dan ahli lainnya yang mungkin terlibat dalam proses 

kepailitan, serta memastikan bahwa semua pihak bekerja secara efektif 

untuk mencapai tujuan yang sama. 

Profesionalisme dalam hubungan kerja juga mencakup 

kewajiban untuk menghormati kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 

oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang. Kurator harus 

memastikan bahwa semua langkah yang diambil dalam menjalankan 

tugasnya sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku, serta dengan 

mematuhi jadwal dan tenggat waktu yang ditetapkan. Selain itu, kurator 

juga harus siap untuk mengatasi konflik atau perbedaan pendapat yang 

mungkin timbul dalam proses kepailitan dengan cara yang profesional 

dan konstruktif.  

Profesionalisme dalam hubungan kerja juga mencakup 

kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam 

menjalankan tugas. Kurator harus memastikan bahwa informasi yang 

sensitif atau rahasia tidak diungkapkan kepada pihak yang tidak 
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berwenang dan hanya digunakan untuk tujuan yang sesuai dalam konteks 

pekerjaan. Selain itu, kurator juga harus siap untuk mengakomodasi 

kebutuhan atau permintaan khusus dari pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses kepailitan, selama permintaan tersebut tidak bertentangan dengan 

hukum atau aturan yang berlaku. Hal ini mencakup memberikan akses 

terhadap informasi atau menyediakan klarifikasi tambahan tentang 

langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian kepailitan. 

Kurator juga harus memastikan bahwa semua interaksi dengan 

pihak lain dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan konsistensi, 

harus berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan cermat dan teliti, 

serta memastikan bahwa semua keputusan atau tindakan yang diambil 

didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan. Melanjutkan 

pembahasan mengenai kode etik profesi kurator, penting untuk 

mempertimbangkan bahwa profesionalisme dalam hubungan kerja juga 

mencakup kewajiban untuk menjaga integritas dan mematuhi aturan 

yang berlaku. Kurator harus berkomitmen untuk bertindak secara jujur 

dan adil dalam semua aspek pekerjaan, serta mematuhi semua regulasi 

dan pedoman yang mengatur profesi. 

Kurator juga harus memastikan bahwa menghindari konflik 

kepentingan, tidak boleh terlibat dalam situasi di mana kepentingan 

pribadi bertentangan dengan tugas profesional sebagai kurator. Hal ini 

membantu memastikan bahwa semua keputusan yang dibuat didasarkan 

pada pertimbangan yang obyektif dan tidak terpengaruh oleh faktor 

eksternal. Selain itu, kurator yang memiliki lisensi dari Kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia juga memiliki tanggung jawab untuk 

terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang 

berkelanjutan. Dunia hukum dan keuangan terus berkembang, dan 

kurator harus tetap up-to-date dengan perubahan-perubahan tersebut 

serta memperbarui pengetahuan sesuai kebutuhan. Ini membantu untuk 

tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugas. 

Untuk menjalankan tugasnya, kurator juga harus memastikan 

bahwa menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses 

kepailitan. Ini mencakup hak-hak debitur, kreditur, dan pihak terkait 

lainnya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan berdasarkan hukum. 

Kurator harus menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang 

ada dan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan penuh 

rasa hormat. Selanjutnya, kurator harus siap untuk bertanggung jawab 
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atas semua keputusan dan tindakan yang diambil dalam menjalankan 

tugas, harus memiliki kesadaran diri yang tinggi akan dampak dari setiap 

keputusan yang dibuat dan siap menerima tanggung jawab atas 

konsekuensi dari keputusan tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen 

untuk bertindak secara profesional dan etis dalam semua aspek 

pekerjaan. 

Kurator juga harus berkomitmen untuk menjaga standar 

profesional yang tinggi dalam semua aspek pekerjaan, harus senantiasa 

berusaha untuk memberikan layanan terbaik kepada semua pihak yang 

terlibat dalam proses kepailitan dan memastikan bahwa semua 

tindakannya didasarkan pada nilai-nilai etika yang kuat. Ini membantu 

membangun kepercayaan dan kredibilitas dalam profesi. Selanjutnya, 

kurator harus siap untuk berperan sebagai pemimpin dalam 

memfasilitasi proses kepailitan dengan baik, harus mengambil inisiatif 

dalam menyelesaikan masalah, memecahkan konflik, dan memastikan 

bahwa semua pihak terlibat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang 

sama. Kemampuan untuk memimpin dengan contoh dan memotivasi 

orang lain merupakan kualitas yang sangat penting bagi seorang kurator. 

 

4. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan 

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan merupakan salah satu 

aspek kunci dalam kode etik profesi kurator. Kurator memiliki tanggung 

jawab untuk mematuhi semua hukum, peraturan, dan standar yang 

berlaku dalam menjalankan tugas. Hal ini penting untuk memastikan 

bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang 

ditetapkan dan untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam profesi. 

Kurator harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum 

kepailitan yakni dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan PKPU dan peraturan perundan-undangan terkait lainnya. 

Kurator juga harus memastikan bahwa tidak terlibat dalam 

praktik-praktik yang melanggar hukum atau kode etik profesi, harus 

menghindari konflik kepentingan, korupsi, atau penyalahgunaan 

kekuasaan dalam menjalankan tugasnya dan bertindak dengan integritas 

dan kejujuran dalam semua aspek pekerjaan. Selanjutnya, kurator harus 

mematuhi semua prosedur yang ditetapkan, harus mengikuti aturan dan 

tata tertib yang berlaku dalam proses pencatatan harta pailit, pengamanan 

harta pailit, proses pengumuman kepailitan, voting rencana perdamaian 
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dalam kepailitan serta prosedur lain yang terkait dengan penyelesaian 

kepailitan. Selanjutnya, kurator harus memastikan bahwa semua 

dokumen dan laporan yang diajukan kepada pengadilan melalui hakim 

pengawas disusun dengan cermat dan akurat, harus menghindari 

penyampaian informasi yang salah atau menyesatkan dan memastikan 

bahwa semua dokumen yang diajukan memenuhi standar yang 

ditetapkan. 

Kurator harus memiliki sikap yang proaktif dalam memastikan 

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, harus senantiasa berupaya 

untuk meningkatkan pemahaman tentang aspek-aspek hukum yang 

relevan dan berkomunikasi secara terbuka dengan pihak-pihak terkait 

jika memiliki kekhawatiran atau pertanyaan tentang kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan. 

 

5. Menghindari Konflik Kepentingan 

Menghindari konflik kepentingan adalah prinsip fundamental 

yang harus dipegang teguh oleh setiap kurator dalam menjalankan tugas 

profesional. Konflik kepentingan dapat timbul ketika kepentingan 

pribadi atau lainnya bersentuhan dengan tugas-tugas yang diemban oleh 

kurator dalam kapasitas profesional. Oleh karena itu, penting bagi 

kurator untuk mengidentifikasi, mengungkapkan, dan mengelola konflik 

kepentingan tersebut dengan cermat dan transparan. Kurator harus 

memiliki kesadaran yang kuat akan potensi timbulnya konflik 

kepentingan dalam menjalankan tugas, harus memahami bahwa setiap 

hubungan atau kegiatan di luar lingkup pekerjaan yang dapat 

memengaruhi objektivitas dan independensi harus diperhatikan dengan 

seksama. 

Langkah berikutnya adalah secara proaktif mengungkapkan 

potensi konflik kepentingan kepada pihak yang berwenang, termasuk 

hakim pengawas, atau pihak lain yang relevan. Transparansi dalam 

mengungkapkan konflik kepentingan adalah kunci untuk memastikan 

bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan dapat menilai 

dengan benar independensi dan objektivitas kurator. Kurator harus 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi konflik 

kepentingan dengan adil dan obyektif. Hal ini bisa berupa menarik diri 

dari kasus yang terkait dengan konflik kepentingan, atau mencari 

persetujuan tertulis dari pihak yang terkait untuk melanjutkan tugas. 
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Kurator harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip independensi 

dan integritas dalam mengatasi konflik kepentingan. Tidak boleh 

membiarkan faktor-faktor eksternal, seperti hubungan pribadi atau 

kepentingan finansial, memengaruhi keputusan atau tindakannya dalam 

menjalankan tugas profesional. Selain itu, kurator juga harus menjaga 

komunikasi terbuka dengan semua pihak yang terlibat dalam proses 

kepailitan tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi 

konflik kepentingan. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan 

dan memastikan bahwa semua pihak merasa yakin akan integritas dan 

independensi kurator. 

Kurator juga harus selalu memprioritaskan kepentingan pihak-

pihak yang terlibat dalam proses kepailitan di atas kepentingan pribadi 

atau lainnya, harus tetap fokus pada penyelesaian yang adil dan efisien 

bagi semua pihak yang terlibat, tanpa memihak atau memberikan 

perlakuan khusus kepada pihak tertentu. Selain itu, penting bagi kurator 

untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur internal yang jelas dan 

terstruktur untuk mengelola konflik kepentingan. Kebijakan ini harus 

mencakup langkah-langkah yang harus diambil ketika konflik 

kepentingan teridentifikasi, serta tindakan yang dapat diambil untuk 

meminimalkan risiko terjadinya konflik kepentingan di masa depan. 

 

D. Soal Latihan 

 

1. Seorang kurator ditugaskan untuk mengurus dan membereskan harta 

debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Bagaimana Anda 

menjelaskan peran kurator dalam konteks hukum kepailitan? 

2. Apa perbedaan antara kurator dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya dengan peran Debitur dalam sebuah perusahaan 

yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga? 

3. Seorang kurator memiliki kewajiban untuk menjual aset debitor dan 

mendistribusikan hasil penjualan kepada kreditur. Bagaimana cara 

kurator memastikan bahwa distribusi tersebut adil dan sesuai dengan 

hukum? 

4. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh seorang kurator dalam 

menjalankan tugasnya, terutama dalam konteks kepailitan 

perusahaan besar? 
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5. Bagaimana kode etik profesi kurator membantu memastikan bahwa 

kurator menjalankan tugas dengan integritas dan keadilan? 
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TUGAS DAN KEWENANGAN 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait tugas dan kewenangan Kurator dalam 

proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, sehingga pembaca 

dapat  mengelola proses pengurusan dan pemberesan kepailitan 

dengan baik, serta memberikan kontribusi yang positif dalam 

menyelesaikan kasus-kasus kepailitan secara efisien dan adil. 

Materi Pembelajaran 

• Pengurusan  Harta Pailit 

• Pemberesan Harta Pailit 

• Soal Latihan 

 

 

A. Pengurusan Harta Pailit 

 

Pada konteks profesi kurator, pengurusan menjadi salah satu 

aspek penting yang melibatkan manajemen dan pengelolaan aset-aset 

debitor yang terlibat dalam proses kepailitan. 

 

1. Definisi Pengurusan dalam Konteks Hukum Kepailitan 

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) UU 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tugas seorang Kurator adalah 

melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Secara 

defenitif, UU Kepailitan tidak mengatur atau menjelaskan pengertian 

dari “pengurusan” harta pailit. Namun untuk mengetahui hal tersebut 

kiranya kita dapat mengambil penafsiran dari Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (“KBBI”) yang dimana Pengurusan berawal dari kata dasar 

“urus” termasuk kelas kata kerja, yang memiliki arti rawat, piara, 

pelihara, atur, sedangkan pengertian Pengurusan adalah proses, 

perbuatan, cara mengurus. Maka selanjutnya, apabila kita kaitkan 
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dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Kepailitan dapat kita 

tarik suatu kesimpulan terkait pengertian  dari pengurusan harta pailit 

yaitu: semua proses (perbuatan-perbuatan) yang dilakukan oleh Kurator 

dari sejak putusan pernyataan pailit (pengangkatan Kurator) sampai 

dengan kepailitan berakhir ( berakhir karena: Pembatalan (Pasal 17 UU 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU) atau Pencabutan (Pasal 

18 dan 19 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU) atau 

Homologasi Perdamaian (Pasal 166 UU 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan PKPU)  atau sampai dengan  harta pailit berada dalam 

keadaan insolvensi (tidak ditawarkannya rencana perdamaian atau 

rencana perdamaian diatawarkan namun ditolak oleh Kreditor atau 

rencana perdamaian diterima oleh Kreditor namun pengesahannya 

ditolak oleh majelis hakim (masuknya tahap pemberesan) (Pasal 178 UU 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). 

Untuk lebih memudahkan peserta memahami proses pengurusan 

harta pailit yang dilakukan oleh Kurator, gambaran umumnya dibagi 

kedalam 2 (dua) bagian besar, yaitu: 

a) Proses Administratif 

Secara umum proses administratif yang dimaksud dalam 

pengurusan harta pailit adalah segala sesuatu tindakan atau 

perbuatan kurator yang berkaitan dengan pengamanan, pencatatan, 

pengumuman, pemanggilan, pembukuan (pembuatan daftar)/ 

dokumentasi, pencocokan (verifikasi), laporan rutin kepada hakim 

pengawas.  

b) Proses Teknis 

Yang meliputi melanjutkan usaha debitor (going concern), 

melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), pengamanan harta 

pailit, menyimpan surat-surat, dokumen, penyegelan harta pailit, 

memblokir atau menutup rekening bank debitor pailit, penyimpanan 

terhadap uang, perhiasan dan surat berharga lainnya di bank dengan 

membuka rekening bersama. 

Selama proses pengurusan, kurator harus memastikan kepatuhan 

terhadap hukum yang mengatur kepailitan serta mengikuti prosedur yang 

ditetapkan oleh pengadilan, juga harus bisa bekerjasamua dari berbagai  

pihak yang terlibat atau pihak terkait lainnya. Pengurusan dalam konteks 

hukum kepailitan juga mencakup pembuatan dan penyampaian laporan 

berkala kepada Hakim Pengawas seperti yang tersebut dalam Pasal 74 
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UU Kepailitan dan PKPU Kurator harus menyampaikan laporan kepada 

Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan 

tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. Laporan-laporan ini penting untuk 

memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset 

debitor. 

Kurator atau pengurus juga harus mempertimbangkan aspek 

hukum dan peraturan yang relevan dalam setiap keputusan atau tindakan 

yang diambil. Hal ini mencakup memahami implikasi hukum dari setiap 

transaksi atau kegiatan yang terkait proses pengurusan asset debitor 

pailit. Pengurusan dalam hukum kepailitan juga melibatkan komunikasi 

yang efektif dengan semua pihak yang terlibat, termasuk pengadilan, 

kreditur, debitor, dan pihak terkait lainnya. Kurator atau pengurus harus 

mampu menjelaskan proses kepailitan, memberikan pembaruan terkini, 

dan menjawab pertanyaan dengan jelas dan akurat. Pada konteks hukum 

kepailitan, pengurusan juga mencakup pengawasan terhadap proses-

proses yang berjalan, termasuk melakukan pengamanan harta pailit, 

pencatatan harta pailit dan melakukan pengumuman kepailitan. Kurator 

atau pengurus harus secara aktif memantau perkembangan proses 

kepailitan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai 

dengan ketentuan hukum dan kepentingan para pihak yang terlibat.  

Pentingnya pengurusan dalam konteks hukum kepailitan tidak 

hanya terletak pada pengamanan aset, tetapi juga pada peningkatan nilai 

aset debitor. Kurator atau pengurus harus bekerja untuk memaksimalkan 

nilai dari aset yang dikelola secara efisien. Selama proses pengurusan, 

kurator atau pengurus juga harus memastikan bahwa semua keputusan 

dan tindakan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan 

terpercaya, harus melakukan analisis yang cermat dan mengambil 

keputusan yang terbaik berdasarkan fakta dan data yang tersedia. 

Pengurusan dalam konteks hukum kepailitan juga melibatkan 

pengelolaan risiko yang kompleks. Kurator atau pengurus harus dapat 

mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah 

pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatifnya 

terhadap proses kepailitan. Selain tugas-tugas operasional, pengurusan 

dalam hukum kepailitan juga mencakup komunikasi efektif dengan 

semua pihak yang terlibat, komunikasi yang jelas dan terbuka sangat 

penting untuk memastikan semua pihak terinformasi tentang 
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perkembangan terbaru dan keputusan yang diambil dalam proses 

kepailitan. 

Pengurusan aset dalam hukum kepailitan juga memerlukan 

pemahaman yang mendalam tentang hukum dan regulasi yang berlaku. 

Kurator atau pengurus harus selalu memperbarui pengetahuan tentang 

peraturan-peraturan terbaru dan memastikan bahwa semua tindakannya 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain memastikan 

kepatuhan terhadap hukum, pengurusan dalam hukum kepailitan juga 

melibatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip bisnis 

dan keuangan. Kurator atau pengurus harus dapat memahami situasi 

managemen aset dengan baik untuk mengambil keputusan yang tepat 

dalam pengelolaan aset. 

Selama proses pengurusan, kurator atau pengurus juga harus 

menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam semua tindakan dan 

keputusan yang diambil. Laporan berkala kepada pengadilan dan 

kreditur penting untuk memberikan pembaruan tentang perkembangan 

terbaru dalam proses kepailitan dan memastikan bahwa semua pihak 

terlibat dapat mengakses informasi yang relevan. Pengurusan dalam 

hukum kepailitan juga melibatkan pemantauan terhadap perkembangan 

dan perubahan dalam kondisi ekonomi dan industri yang relevan. 

Kurator atau pengurus harus dapat menyesuaikan strategi dan 

tindakannya sesuai dengan perubahan situasi untuk mencapai hasil 

terbaik bagi semua pihak yang terlibat. 

 

2. Tahapan-Tahapan Pengurusan dalam Proses Kepailitan 

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU, 

sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan Debitor demi hukum 

kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang 

termasuk dalam harta pailit, dan tanggal putusan tersebut dihitung sejak 

pukul 00.00 waktu setempat. 

Tahapan-tahapan pengurusan dalam proses kepailitan berperan 

penting dalam proses kepailitan karena menyangkut kewajiban kepada 

kreditur agar dapat dipenuhi secara adil dan efisien. Tahap awal dari 

pengurusan setelah putusan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga dan 

diangkat Kurator, hal yang pertama harus dilakukan adalah proses 

Pengamanan, Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitur 

pailit, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut: 
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1) Kurator menangguhkan hak eksekusi kreditor dan pihak 

ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam 

penguasaan debitur pailit atau Kurator, untuk waktu sembilan 

puluh hari sejak pernyataan pailit (Pasal 56 ayat (1) UUK-

PKPU). 

2) Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan 

membayar kepada kreditor. Segera sejak mulai 

pengangkatannya, kurator harus dengan segala upaya yang 

perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. 

Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, 

uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain 

surat berharga dengan memberikan tanda terima (Pasal 98 

UUK-PKPU). 

3)  Kurator dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta 

kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. 

Penyegelan tersebut dilakukan oleh juru sita dimana harta itu 

berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya 

adalah wakil pemerintah daerah setempat (Pasal 99 UUK-

PKPU). 

4) Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-

barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. 

Hakim pengawas berwenang pula menentukan cara 

penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai, jika 

tidak diperlukan untuk pengurusan, kurator wajib 

menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit (Pasal 

108 UUK-PKPU). 

5) Kurator mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap 

barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditur. 

Selanjutnya setelah melakukan proses Pengamanan, Bahwa 

sesuai dengan ketentuan Pasal 100 UUK-PKPU menyatakan bahwa 

kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari 

setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai 

kurator.Kurator bertugas melakukan pencatatan/inventarisasi harta 

pailit, sebagai berikut: 

❖ Paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat 

putusan pengangkatannya, kurator harus membuat 

pencatatan harta pailit; 
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❖ Pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh kurator dengan 

pengawasan hakim pengawas; 

❖ Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota 

panitia kreditur sementara berhak untuk hadir. 

Pencatatan harta pailit adalah merupakan suatu bentuk tindak 

lanjut dari proses pengamanan, penyegelelan (Pasal 98 dan Pasal 99 

UUK-PKPU) dan juga penangguhan hak eksekusi yang dimiliki Kreditor 

Separatis (pemegang jaminan kebendaan) selama 90 hari (Pasal 55 s.d 

58 UUK-PKPU), dengan tujuan agar Kurator dapat menginventarisir 

seluruh harta pailit, mengidentifikasi hak jaminan kebendaan yang 

dimiliki Kreditor Separatis, serta agar dapat mengklasifikasin tagihan 

yang diajukan para Kreditor sehingga tujuan Kepailitan sebagaimana 

telah dijelaskan diatas dapat benar-benar terlaksana. 

Setelah pencatatan dibuat, kurator harus memulai pembuatan 

suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan 

utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal kreditur, beserta 

jumlah piutang masing-masing. Semua pencatatan tersebut di atas, oleh 

kurator harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan, untuk dengan 

cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya. Dalam 

melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memperhatikan bukan 

saja harta tetap berwujud tetapi juga harta kekayaan debitur pailit yang 

tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan. 

Selanjutnya setelah tahapan pengamanan dan pencatatan harta 

pailit oleh Kurator, tahap selanjutnya adalah melakukan Pengumuman. 

Untuk memenuhi asas publikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 

(4) jo. Pasal 86 ayat (3) jo. Pasal 113 dan Pasal 114 UUK-PKPU, paling 

lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima 

Kurator, Kurator harus mengumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia (BNRI) dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang 

ditetapkan oleh Hakim Pengawas dan memberitahukan kepada para 

kreditur, mengenai, Ikhtisar putusan pernyataan pailit, Tempat dan 

waktu penyelenggaraan rapat Kreditor pertama, Batas akhir pengajuan 

tagihan, Batas akhir verifikasi pajak, Tempat dan waktu Rapat 

Pencocokan Piutang. Adanya pengumuman tersebut tujuannya agar 

semua kreditor dapat mendaftarkan semua tagihannya kepada Kurator 

agar Kurator dapat Memverifikasi serta membagikannya kepada semua 

Kreditor. 
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Selanjutnya Kurator atau pengurus juga harus menjaga 

transparansi dan akuntabilitas dalam semua tindakan dan keputusan yang 

diambil. Tahapan pengurusan juga melibatkan penyelesaian semua tugas 

administratif dan hukum yang terkait dengan proses kepailitan. Ini 

termasuk pengurusan dokumen, penyelesaian tagihan kreditur, dan 

pemenuhan persyaratan hukum yang berlaku. 

Kurator atau pengurus juga harus dapat bekerja sama dengan 

berbagai pihak terkait, termasuk pengacara, penilai, dan ahli keuangan. 

Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek 

pengurusan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. Selama proses pengurusan, kurator atau pengurus juga 

perlu memastikan bahwa semua tindakannya sesuai dengan standar etika 

dan kode perilaku yang berlaku dalam profesi. Hal ini mencakup 

menjaga integritas, netralitas, dan kerahasiaan dalam semua interaksi 

dan keputusan yang diambil. Pengurusan juga melibatkan penanganan 

potensi konflik atau sengketa yang mungkin muncul selama proses 

kepailitan. Kurator atau pengurus harus dapat mengelola konflik dengan 

bijaksana dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk 

menyelesaikannya secara adil dan efisien.  

 

3. Aspek-aspek Hukum yang Mengatur Pengurusan dalam 

Hukum Kepailitan 

Pada konteks hukum kepailitan, aspek-aspek hukum yang 

mengatur pengurusan sangat penting untuk memastikan bahwa proses 

kepailitan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama-tama, 

Undang-Undang Kepailitan adalah landasan utama yang mengatur 

pengurusan dalam proses kepailitan. Undang-undang ini menetapkan 

aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam mengelola aset debitor 

yang dinyatakan pailit. Setiap yurisdiksi biasanya memiliki undang-

undang kepailitan yang berbeda, tetapi tujuannya umumnya sama, yaitu 

menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk penyelesaian kepailitan. 

Selanjutnya, persetujuan pengadilan adalah aspek penting dalam 

pengurusan aset debitor. Pengadilan memiliki peran pengawasan dan 

pengaturan yang kuat dalam proses kepailitan. Keputusan pengadilan 

diperlukan untuk langkah-langkah penting seperti penetapan status 

pailit, penunjukan kurator atau pengurus, persetujuan rencana 

perdamaian, dan penyelesaian kepailitan secara keseluruhan. 
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Persetujuan pengadilan melalui penetapan hakim Pengawas memastikan 

bahwa pengurusan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan 

kepentingan semua pihak yang terlibat. 

Hak dan kewajiban kurator atau pengurus juga diatur oleh hukum 

kepailitan. Kurator atau pengurus memiliki tanggung jawab yang jelas 

dalam mengelola aset debitor dan memastikan bahwa proses kepailitan 

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan hukum, harus bertindak 

dengan itikad baik, transparan, dan mematuhi ketentuan hukum yang 

berlaku. Haknya juga dilindungi oleh undang-undang untuk memastikan 

bahwa dapat menjalankan tugas-tugas dengan efektif. Selanjutnya, aspek 

hukum yang mengatur pengurusan melibatkan juga perlindungan 

terhadap kepentingan para kreditur.  

Aspek hukum yang mengatur pengurusan juga mencakup 

pengaturan tentang proses rapat-rapat kreditur seperti tahap pendaftaran 

tagihan kreditur. Kurator atau pengurus bertanggung jawab untuk 

memverifikasi tagihan atau pencocokan piutang yang diajukan oleh 

kreditur dan memastikan bahwa tagihan tersebut valid dan sesuai dengan 

hukum kepailitan yang berlaku. Pengadilan melalui Hakim Pengawas 

biasanya memiliki peran penting dalam menyetujui dan memantau 

tindakan sehubungan dengan tugas Kurator dalam proses penyelesaian 

kepailitan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memperoleh 

keadilan. Aspek hukum yang mengatur pengurusan juga melibatkan 

pengaturan tentang tanggung jawab hukum dari semua pihak yang 

terlibat dalam proses kepailitan.  

 

B. Pemberesan Harta Pailit 

 

Pemberesan dalam konteks hukum kepailitan merujuk pada 

proses penjualan asset debitor yang telah dinyatakan pailit, di mana aset 

debitor dijual atau dialihkan untuk memenuhi kewajiban kepada para 

kreditur. 

 

1. Pengertian dan Tujuan Pemberesan 

Pemberesan dalam konteks hukum kepailitan adalah tahapan 

penting yang mengacu pada proses penjualan atau likuidasi aset debitor 

yang telah dinyatakan pailit. Pada intinya, pemberesan bertujuan untuk 

mengumpulkan dan mendistribusikan hasil penjualan aset debitor 
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kepada para kreditur, dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban utang 

debitor kepada para kreditur. Hal ini merupakan bagian integral dari 

proses kepailitan yang bertujuan untuk memberikan pemulihan finansial 

bagi para kreditur. Proses pemberesan dimulai setelah Debitor dalam 

keadaan Insolvensi, keadaan Insolvensi artinya apabila dalam rapat 

pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, atau rencana 

perdamaian di tolak para Kreditor, atau Pengesahan Perdamaian di tolak 

oleh Pengadilan berdasarkan putusan yang sudah bekekuatan hukum 

tetap, maka demi hukum Harta Pailit berada dalam keadaan Insolvensi 

(Pasal 178 UU Kepailitan dan PKPU), maka selanjutnya tugas 

Kuratoradalah melakukan Pemberesan (Penjualan Harta Pailit) 

sebagaimana diatur dalam pasal 185 UUK-PKPU, yaitu penjualan di 

muka umum dan apabila tidak bisa di jual melalui lelang, maka boleh 

dijual di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas.  

Sebelum dilakkan pelelangan atas harta pailit oleh Kurator, tentu 

wajib terlebih dahulu di appraisal. Penunjukan Apraisal dilakukan oleh 

Hakim Pengawas melalui Penetapannya. Untuk melakukan penilaian 

atas harta pailit Kurator pasti membutuhkan Kantor Jasa Penilai Publik 

(KJPP) (Appraisal), yang  tujuannya adalah agar terwujud penilaian yang 

objektif dan sesuai dengan nilai pasar yang sebenarnya. Kepailitan hanya 

meliputi harta debitur, semua harta yang terdaftar atas nama Debitur 

adalah budel pailit, Pasal 21 UU No. 37 tahun 2004 “Kepailitan meliputi 

seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan 

serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”  JIka ada benda 

yang dijadikan oleh Debitur milik pihak ketiga maka itu bukan budel 

pailit, maka Kurator tidak berhak melakukan eksekusi. 

Salah satu tujuan utama dari pemberesan adalah untuk 

memastikan bahwa aset debitor yang telah dinyatakan pailit dapat dijual 

dengan cara yang paling menguntungkan. Dengan melakukan penjualan 

aset secara efisien, proses pemberesan bertujuan untuk memastikan 

bahwa kreditur dapat menerima pembayaran sebesar mungkin dari aset 

debitor, sehingga dapat meminimalkan kerugian yang mungkin dialami 

akibat kepailitan debitor tersebut. Dengan demikian, pemberesan 

menjadi kunci dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam 

proses kepailitan. 

Proses pemberesan juga bertujuan untuk mencapai distribusi 

yang adil dan seimbang dari hasil penjualan aset debitor kepada para 
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kreditur. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembayaran 

yang ditetapkan dalam undang-undang kepailitan, yang menetapkan 

urutan pembayaran untuk berbagai jenis kreditur berdasarkan status 

hukum. Dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi hasil 

penjualan, proses pemberesan berusaha untuk menyelesaikan kepailitan 

dengan cara yang adil bagi semua pihak yang terlibat.  

Dasar hukum dalam pembagian harta pailit debitur mengacu 

kepada Pasal 1132 KUH PERDATA yang berbunyi sebagai berikut:  

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua 

orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-

benda itu dibagi-bagi menurut keseimbanganya itu menurut besar 

kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para 

berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 

Berdasarkan Pasal tersebut maka dapat di simpulkan bahwa pada 

prinsipnya semua kreditur mempunyai hak yang sama secara pro rata jika 

kedudukan kreditur juga adalah sama dan Jika ada peraturan atau 

ketentuan khusus, maka kreditur tertentu dapat di bayar terlebih dahulu 

mendahului kreditur lainnya, misalnya UU Perpajakan dan UU 

Ketenagakerjaan dan Pasal 39 UU Kepailitan dan PKPU.  

Dalam ketentuan Hukum Kepailitan terdapat 3 jenis Kreditor 

sesuai prioritasnya, yakni Kreditor Preferen, Kreditor Separatis dan 

Kreditor Konkruen. Dalam faktanya, ketentuan khusus yang 

memberikan hak mendahului untuk di bayar adalah terhadap tagihan dari 

upah buruh yang tertunggak dan juga tagihan dari negara (utang pajak) 

karena UU nya menentukan demikian. Selanjutnya terhadap benda-

benda tertentu yang sudah diikat sebagai jaminan kebendaan (hak 

tanggungan, gadai, hipotik, fidusia), maka hasil penjualan benda tersebut 

di dahulukan bagi krediur pemegang jaminan (kreditur separatis) dan 

yang terakhir adalah Kreditor Konkruen yakni kreditor yang tidak 

mempunyai hak istimewa. 

Dengan menjalankan proses pemberesan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku, pengadilan dapat memberikan 

perlindungan kepada kreditur dari tindakan yang tidak sah atau 

merugikan yang mungkin dilakukan oleh debitor yang telah dinyatakan 

pailit. Hal ini juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitor 

dengan memastikan bahwa asetnya diurus dan dijual dengan cara yang 

adil dan transparan. Pemberesan juga memiliki peran penting dalam 



Buku Ajar  143 

mempromosikan kepercayaan dalam sistem hukum kepailitan. Dengan 

menjalankan proses pemberesan dengan transparan, adil, dan efisien, 

pengadilan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

kemampuan sistem hukum untuk menangani kasus kepailitan dengan 

baik. Ini dapat membantu dalam memelihara stabilitas dan keadilan 

dalam sistem hukum secara keseluruhan. 

Penjualan Harta Pailit wajib melalui lelang  Pasal  185 ayat (1) 

dan (2) UU Kepailitan dan PKPU  (1) Semua benda harus dijual di muka 

umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan. (2) Dalam hal penjualan di muka umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di 

bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.  

Kemudian setelah Kurator selesai melakukan eksekusi harta pailit, 

Kurator wajib membuat daftar pembagian yang diletakkan di 

kepaniteraan Pengadilan Niaga serta mengumumkan hal tersebut di 

Koran, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 189 Jo. Pasal 192 

UUK-PKPU. Pihak-pihak yang berkeberatan atas terhadap daftar 

pembagian tersebut dapat mengajukan upaya Kasasi sesuai (Pasal 196 

UU Kepailitan). Daftar pembagian ini mengacu kepada urutan prioritas 

para kreditur, yaitu mulai dari kreditur istimewa atau kreditur preferen, 

kemudian kreditur separatis dan paling akhir adalah kreditur konkuren.  

Meskipun memiliki tujuan yang penting dalam proses kepailitan, 

pemberesan juga dapat menimbulkan tantangan dan kontroversi. Salah 

satu tantangan utama adalah dalam menentukan cara terbaik untuk 

mengelola dan menjual aset debitor untuk memaksimalkan nilai dan 

memenuhi kewajiban kepada para kreditur. Selain itu, pemberesan juga 

dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi para pihak yang terlibat, 

terutama jika hasil penjualan aset tidak memenuhi harapan. Proses 

pemberesan tidak selalu berjalan mulus. Terkadang, terjadi perselisihan 

atau klaim yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Dalam situasi 

seperti ini, kurator atau pengurus bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan sesuai dengan 

hukum yang berlaku, harus berupaya untuk mencapai kesepakatan yang 

memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, sambil tetap 

memprioritaskan kepentingan para kreditur. 

Setelah Kurator melakukan penjualan asset debitor maka jika 

sudah terdapat cukup uang tunai maka Kurator boleh untuk membagikan 
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kepada kreditor, seperti yang tersebut dalam Pasal 188 UU 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan PKPU “Apabila Hakim Pengawas 

berpendapat terdapat cukup uang tunai, Kurator diperintahkan untuk 

melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah 

dicocokkan” 

Pada proses pemberesan, penting juga untuk memastikan bahwa 

semua langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan 

integritas profesional. Kurator atau pengurus harus bertindak dengan 

itikad baik dan menjaga transparansi dalam setiap keputusan yang 

diambil, juga harus menghindari konflik kepentingan dan memastikan 

bahwa kepentingan para kreditur selalu diutamakan. Dalam beberapa 

kasus, proses pemberesan juga melibatkan penyelesaian tagihan dari 

pihak ketiga yang mungkin memiliki kepentingan terhadap aset debitor. 

Kurator atau pengurus harus memastikan bahwa tagihan ini ditangani 

dengan cermat dan adil, dan bahwa semua pihak yang terlibat diberi 

kesempatan untuk mengajukan argumen terkait tagihannya. 

Pada proses pemberesan, kurator juga bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa semua dokumen dan catatan terkait penjualan aset 

debitor disimpan dengan baik. Dokumentasi yang akurat dan lengkap 

sangat penting untuk keperluan pengawasan dan akuntabilitas, serta 

untuk menghindari sengketa atau perselisihan di masa depan. Dalam 

menjalankan tugas-tugasnya, kurator juga harus memperhatikan 

perubahan kondisi pasar atau faktor-faktor eksternal lainnya yang 

mungkin mempengaruhi proses pemberesan, harus selalu memantau 

perkembangan terkini dan bersiap untuk menyesuaikan strategi jika 

diperlukan. 

Proses pemberesan sering kali memakan waktu dan sumber daya 

yang signifikan. Kurator atau pengurus harus memastikan bahwa semua 

langkah yang diambil dilakukan dengan efisien dan efektif, sambil tetap 

memastikan bahwa kepentingan para kreditur tetap diutamakan. Penting 

juga untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari proses 

pemberesan. Kurator atau pengurus harus memastikan bahwa penjualan 

atau likuidasi aset tidak merugikan masyarakat atau lingkungan sekitar, 

dan bahwa semua langkah yang diambil memperhitungkan dampak 

sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi. 
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C. Soal Latihan 

 

1. Berikan definisi pengurusan harta pailit oleh Kurator contoh 

konkretnya yang menunjukkan bagaimana pengurusan ini 

diterapkan dalam praktik hukum kepailitan. 

2. Seorang kurator telah menilai aset-aset debitor dan memulai proses 

pemasaran untuk menjualnya. Namun, dalam tahap penjualan, 

muncul perselisihan antara beberapa kreditur mengenai urutan 

prioritas pembayaran. Bagaimana sebaiknya kurator menangani 

situasi ini, dan apa langkah-langkah yang harus diambil untuk 

memastikan proses pengurusan berjalan lancar? 

3. Sebutkan dan jelaskan setidaknya tiga aspek hukum yang mengatur 

pengurusan dalam hukum kepailitan, dan bagaimana aspek-aspek 

tersebut memengaruhi strategi dan tindakan yang diambil oleh 

kurator dalam menjalankan tugasnya. 

4. Sampaikan pengertian pemberesan harta pailit dalam konteks 

hukum kepailitan beserta contoh tujuan-tujuan spesifik yang ingin 

dicapai melalui proses ini. Diskusikan juga bagaimana pencapaian 

tujuan-tujuan tersebut dapat memengaruhi hasil keseluruhan dari 

penyelesaian kepailitan. 

5. Seorang kurator telah menyelesaikan proses penjualan aset debitor 

dan berhasil mengumpulkan dana dari hasil penjualan. Namun, 

beberapa kreditur mengajukan protes terhadap penggunaan dana 

tersebut. Bagaimana kurator dapat memastikan bahwa penggunaan 

dana hasil penjualan aset sesuai dengan prioritas pembayaran yang 

diatur oleh hukum kepailitan? 
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Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan definisi dan syarat penundaan 

kewajiban pembayaran utang, memahami hukum acara pengadilan 

niaga perkara PKPU, serta memahami akibat hukum PKPU, sehingga 

pembaca dapat mengelola proses PKPU dengan baik, serta 

memberikan kontribusi positif dalam menjaga kelangsungan 

operasional perusahaan dan memastikan kelangsungan usaha dalam 

jangka panjang. 

Materi Pembelajaran 

• Definisi dan Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

• Hukum Acara Pengadilan Niaga Perkara PKPU 

• Akibat Hukum PKPU 

• Soal Latihan  

 

 

A. Definisi dan Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  

 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah 

sebuah proses hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur 

yang mengalami kesulitan keuangan untuk menunda kewajiban 

pembayaran utangnya kepada para kreditornya dengan tujuan mencapai 

kesepakatan perdamaian yang menguntungkan bagi semua pihak terkait. 

Poin-poin pembahasan dari definisi dan syarat PKPU ini meliputi: 

 

1. Definisi PKPU 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah 

mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang 

memungkinkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk 

menunda pembayaran utangnya sementara waktu dengan persetujuan 

dari para kreditur. Tujuan dari PKPU adalah untuk memberikan debitur 

kesempatan untuk merestrukturisasi kembali utangnya dan mencapai 
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kesepakatan perdamaian yang menguntungkan baik bagi debitur maupun 

kreditur. Dalam proses PKPU, debitur mengajukan permohonan kepada 

pengadilan agar Debitur dalam status PKPU. Jika pengadilan 

memutuskan untuk menerima permohonan PKPU, maka proses PKPU 

akan dimulai. 

Langkah pertama dalam proses PKPU adalah setelah putusan 

pengadilan niaga yang menyatakan debitur dalam status PKPU dan 

pengangkatan Pengurus, debitur bisa mengusulkan rencana 

restrukturisasi utang dengan mengajukan proposal perdamaian kepada 

para kreditur. Selama proses PKPU berlangsung, debitur akan dilindungi 

dari tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh para kreditur, seperti 

penyitaan aset atau penuntutan hukum. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan debitur perlindungan sementara guna memungkinkan 

proses restrukturisasi utang berjalan dengan lancar. 

Proses PKPU melibatkan negosiasi antara debitur, dan para 

kreditur untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang menguntungkan 

semua pihak. Kesepakatan perdamaian tersebut dapat mencakup 

penundaan pembayaran utang, pengurangan jumlah utang, atau 

restrukturisasi jadwal pembayaran utang sesuai dengan kemampuan 

keuangan debitur. Jika kesepakatan perdamaian berhasil dicapai, maka 

akan dibuat suatu perjanjian perdamaian yang mengikat antara debitur 

dan kreditur yang menyetujui perdamaian tersebut. Perjanjian 

perdamaian ini akan memuat ketentuan-ketentuan mengenai jadwal 

pembayaran utang, jumlah pembayaran, dan hak serta kewajiban 

masing-masing pihak. 

Jika tidak ada kesepakatan perdamaian yang dapat dicapai, maka 

proses PKPU dapat berujung pada pailit. Dalam hal ini, pengadilan akan 

mengeluarkan putusan pailit terhadap debitur, dan aset debitur akan 

dijual oleh Kurator untuk membayar utang-utang kepada kreditur sesuai 

dengan prioritas pembayaran yang ditetapkan oleh undang-undang 

kepailitan. Proses PKPU memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

terlibat. Bagi debitur, PKPU memberikan kesempatan kedua untuk 

memperbaiki kondisi keuangan tanpa harus menghadapi tindakan 

penyitaan aset atau penuntutan hukum. Sedangkan bagi kreditur, PKPU 

memberikan jaminan bahwa akan menerima pembayaran yang lebih baik 

daripada jika debitur langsung dinyatakan pailit. 
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2. Syarat-Syarat PKPU 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sangat penting untuk 

memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan yang adil bagi 

semua pihak yang terlibat. Beberapa syarat utama untuk mengajukan 

PKPU tersebut dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU yang harus 

ada minimal 2 kreditur dan salah satunya jatuh tempo, Permohonan 

PKPU dapat diajukan oleh Debitur atau oleh Kreditur. Terdapat Utang 

yang Jatuh Tempo yang dimaksut adalah Salah satu syarat utama untuk 

mengajukan PKPU adalah bahwa terdapat dua atau lebih kreditur yang 

memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Artinya, debitur 

telah mengakumulasi utang yang belum dibayar kepada beberapa 

kreditur dan utang-utang tersebut telah melewati batas waktu 

pembayaran yang ditentukan. 

Memastikan bahwa semua syarat yang ditetapkan untuk mengajukan 

PKPU dipenuhi adalah langkah penting dalam memastikan bahwa proses 

tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, debitur dapat memulai 

proses restrukturisasi utang dengan perlindungan hukum yang sesuai dan 

memberikan kesempatan untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang 

menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. 

 

3. Keadaan Debitur 

Pengajuan Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) menjadi langkah serius yang diambil ketika 

seorang debitur menghadapi kesulitan keuangan yang serius. Keadaan 

finansial yang buruk ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang 

kompleks dan seringkali berdampak jangka panjang pada keuangan 

individu atau perusahaan. Penurunan pendapatan merupakan salah satu 

alasan utama yang dapat menyebabkan seseorang atau perusahaan tidak 

mampu memenuhi kewajibannya. Ketika pendapatan menurun, 

kemampuan untuk membayar tagihan atau utang juga ikut berkurang, 

memicu ketidakmampuan membayar utang secara keseluruhan. 

Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari sudut 

pandang Debitor menurut Pasal 222 ayat (2) UU 23 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan PKPU Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan 
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tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah 

jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban 

pembayran utang, dengan maksut untuk mengajukan rencana 

perdamaian  yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruh 

utang kepadsa Kreditor.  Selanjutnya Debitor akan memberi kesempatan 

untuk melakukan organisasi ulang utang-utangnya dengan perlindungan 

hukum terhadap keberlanjutan usahanya. 

Tidak hanya penurunan pendapatan, tetapi kerugian bisnis juga 

dapat menjadi pemicu utama dari kegagalan untuk memenuhi kewajiban 

keuangan. Bisnis yang mengalami penurunan kinerja atau bahkan 

kebangkrutan dapat mengakibatkan keterlambatan atau 

ketidakmampuan dalam membayar utang kepada kreditur. Hal ini bisa 

terjadi karena penjualan menurun, biaya operasional yang meningkat, 

atau bahkan perubahan dalam kondisi pasar yang membuat bisnis tidak 

lagi berkelanjutan secara finansial. Dalam situasi seperti ini, debitur 

sering kali terjebak dalam spiral utang yang sulit untuk keluar tanpa 

bantuan hukum. Krisis keuangan merupakan faktor lain yang dapat 

menyebabkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran 

utang. Krisis keuangan bisa berasal dari peristiwa yang tidak terduga, 

seperti kehilangan pekerjaan, kenaikan suku bunga yang tiba-tiba, atau 

bahkan bencana alam yang menghancurkan properti atau aset. Ketika 

seseorang atau perusahaan mengalami krisis keuangan, prioritasnya 

adalah bertahan hidup atau menjaga kelangsungan bisnis, sehingga 

pembayaran utang sering kali terabaikan. 

Ada juga faktor internal yang dapat menyebabkan seseorang atau 

perusahaan tidak mampu membayar utang. Misalnya, manajemen 

keuangan yang buruk atau pengelolaan utang yang tidak tepat dapat 

mengakibatkan kondisi finansial yang memburuk. Terlalu banyak 

hutang, ketergantungan pada pinjaman jangka pendek dengan bunga 

tinggi, atau pengeluaran yang tidak terkendali dapat membuat seseorang 

atau perusahaan terperangkap dalam lingkaran utang yang sulit untuk 

diatasi. Selain itu, perubahan dalam peraturan atau kebijakan pemerintah 

juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang atau perusahaan untuk 

membayar utang. Misalnya, adanya perubahan dalam pajak atau regulasi 

industri yang mengakibatkan biaya operasional meningkat atau 

pendapatan menurun dapat membuat seseorang atau perusahaan 

kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya. 
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Ketika seorang debitur menyadari bahwa ia tidak mampu lagi 

membayar utang-utangnya, langkah-langkah untuk mencari 

perlindungan hukum seperti PKPU menjadi penting. PKPU memberikan 

kesempatan bagi debitur untuk merencanakan ulang pembayaran 

utangnya dengan bantuan pengadilan, sambil melindungi aset-asetnya 

dari tindakan para kreditur. Proses PKPU memungkinkan debitur dan 

kreditur untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah 

pihak, sambil mempertahankan kelangsungan hidup atau kelangsungan 

bisnis debitur. Namun, proses PKPU tidak selalu mudah atau tanpa 

tantangan. Debitur harus membahas bukti yang kuat tentang 

ketidakmampuannya untuk membayar utang-utangnya kepada 

pengadilan dan semua kreditornya, yang kemudian akan memutuskan 

apakah proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor ini layak atau 

tidak. 

Pada beberapa kasus, proses PKPU bisa berujung pada keputusan 

pengadilan untuk menyatakan debitur pailit, terutama jika tidak ada 

kesepakatan yang dapat dicapai antara debitur dan kreditur. Pailit 

merupakan akhir dari upaya untuk merestrukturisasi utang, dan debitur 

bisa kehilangan kendali atas aset-asetnya, yang kemudian akan dijual 

untuk membayar utang kepada kreditur. Oleh karena itu, PKPU bukanlah 

pilihan yang diambil dengan ringan, tetapi sering kali merupakan 

langkah terakhir yang diambil oleh debitur untuk menghindari pailit dan 

mencari jalan keluar dari masalah keuangan yang serius. Dalam banyak 

kasus, PKPU berhasil memberikan kesempatan kedua bagi debitur untuk 

memulai ulang kehidupan keuangan dengan cara yang lebih 

berkelanjutan. Dengan perencanaan keuangan yang baik dan bantuan 

dari para profesional hukum dan keuangan, debitur dapat memanfaatkan 

proses PKPU untuk mengatasi kesulitan keuangan dan kembali ke jalur 

yang stabil secara finansial. Namun, PKPU bukanlah solusi ajaib yang 

dapat menghapus semua utang dengan sekali jalan, tetapi merupakan alat 

yang dapat membantu debitur dan kreditur untuk mencapai kesepakatan 

yang adil, saling menguntungkan dan untuk menunda kewajiban 

pembayaran utangnya dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. 

Terkait dengan proses PKPU, penting untuk diingat bahwa hal 

itu juga membutuhkan kerjasama antara debitur dan kreditur. Debitur 

harus dapat membuktikan secara jelas bahwa keadaannya memang tidak 

memungkinkan untuk membayar utangnya disertai alasan serta jangka 
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waktu penawaran pembayarannya. Ini bisa melibatkan penyajian bukti-

bukti seperti laporan keuangan, bukti-bukti tentang penurunan 

pendapatan, atau bahkan laporan dari ahli keuangan atau perencana 

keuangan independen yang menegaskan kesulitan finansial debitur. Di 

sisi lain, kreditur juga memiliki hak untuk melindungi kepentingan, 

dapat menyampaikan masukan-masukan terhadap isi proposal 

perdamaian dalam PKPU. 

Oleh karena itu, PKPU sebenarnya menjadi langkah yang paling 

efektif bagi debitor untuk bisa menunda pembayarannya terlebih dahulu 

agar debitur memiliki waktu untuk memperbaiki kondisi keuangannya, 

sebelum mengajukan permohonan PKPU, sangat penting bagi debitur 

untuk mempertimbangkan dengan matang terkait persiapan proposal 

perdamaian yang akan diajukan ke semua kreditor, juga perlu 

memastikan bahwa memiliki bukti yang cukup kuat untuk mendukung 

klaim tentang ketidakmampuan membayar utang. Bekerja sama dengan 

profesional hukum dan keuangan yang berpengalaman juga bisa sangat 

membantu dalam mempersiapkan dan mengelola proses PKPU agar 

tidak berujung status Pailit. 

 

4. Persetujuan Kreditur dalam Rencana Perdamaian. 

Persetujuan kreditur merupakan salah satu syarat utama yang 

sangat penting dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU). Dalam konteks ini, persetujuan kreditur menunjukkan bahwa 

sebagian besar atau mayoritas kreditur telah menyetujui langkah-langkah 

yang diambil oleh debitur untuk mengajukan PKPU. Persetujuan ini 

menjadi pertanda bahwa kreditur bersedia untuk menunda pembayaran 

utang dalam rangka mencapai perdamaian atau restrukturisasi yang 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. Terdapat beberapa alasan 

mengapa persetujuan kreditur menjadi kunci dalam proses PKPU. 

Persetujuan kreditur menunjukkan adanya dukungan dari para pemegang 

utang, yang memperkuat legitimasi permohonan PKPU. Dalam hal ini, 

keberadaan persetujuan kreditur dapat membantu memastikan bahwa 

langkah-langkah yang diambil oleh debitur dianggap sebagai upaya yang 

jujur untuk menyelesaikan masalah keuangan, bukan upaya untuk 

menghindari tanggung jawab membayar utang. 

Persetujuan kreditur mencerminkan kesediaan kreditur untuk 

berpartisipasi dalam proses restrukturisasi utang atau perundingan 
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perdamaian yang kemungkinan besar akan terjadi selama proses PKPU. 

Ini penting karena proses restrukturisasi atau perundingan perdamaian 

seringkali membutuhkan kerjasama antara debitur dan kreditur untuk 

mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.  

Dalam PKPU rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan 

Pasal 281 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang 

menyebutkan bahwa ; 

a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren 

yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat 

Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama 

mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan 

yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau 

kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan  

b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang  

piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, 

hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan 

mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan 

dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat 

tersebut.  

Selanjutnya apabila Pemungutan Suara tersebut diatas tidak 

tercapai, maka untuk selanjutnya dapat dilakukan Pemungutan Suara 

Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut (Pasal 281 ayat (3) UU 

Kepailitan) 

 “Lebih dari ½ jumlah Kreditor yang hadir dan mewakili paling 

sedikit ½ jumlah piutang Kreditor yang mempunyai hak suara 

menyetujui untuk merima rencana perdamaian, maka paling lambat 8 

(delapan) hari setelah pemungutan suara pertama diadakan dapat 

dilakukan pemungutan suara kedua tanpa panggilan” 

Persetujuan kreditur tidak selalu mudah didapatkan. Terutama 

dalam kasus yang melibatkan banyak kreditur atau utang yang kompleks, 

mencapai kesepakatan dengan semua pihak terlibat bisa menjadi 

tantangan tersendiri. Beberapa kreditur mungkin memiliki kepentingan 

yang berbeda-beda atau prioritas yang berbeda dalam proses 

restrukturisasi utang, sehingga mencapai konsensus bisa memakan 

waktu dan memerlukan negosiasi yang cermat. Selain itu, ada juga 

kemungkinan bahwa beberapa kreditur tidak akan setuju dengan 
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permohonan PKPU. Ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk 

kekhawatiran tentang kerugian keuangan yang mungkin dialami atau 

ketidakpercayaan terhadap niat debitur dalam menyelesaikan utang. 

Dalam hal ini, debitur harus mempersiapkan strategi yang matang untuk 

menangani protes atau penolakan dari kreditur yang mungkin terjadi, 

sehingga Proposal Perdamaian yang dibuat harus meyakinkan semua 

kreditor. 

Pada banyak kasus, persetujuan kreditur dapat dicapai melalui 

proses mediasi atau negosiasi yang baik. Dengan komunikasi yang 

terbuka dan transparan antara debitur dan kreditur, serta dengan bantuan 

dari mediator independen jika diperlukan, kesepakatan dapat dicapai 

yang memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat. Salah satu aspek 

yang penting untuk dibahas adalah bahwa persetujuan kreditur tidak 

hanya penting dalam konteks legalitas permohonan PKPU, tetapi juga 

dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk mencapai kesepakatan 

yang menguntungkan dalam proses restrukturisasi utang. Ketika 

mayoritas atau sebagian besar kreditur memberikan persetujuan, hal itu 

memberikan sinyal positif kepada semua pihak yang terlibat bahwa ada 

kesediaan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah keuangan 

yang ada. Ini bisa menciptakan momentum yang kuat untuk 

mempercepat proses perundingan dan mencapai kesepakatan yang dapat 

diterima oleh semua pihak. 

Pada beberapa kasus, mencapai persetujuan dari semua kreditur 

mungkin tidak memungkinkan atau tidak praktis. Terutama dalam situasi 

di mana ada banyak kreditur dengan kepentingan yang beragam atau di 

mana beberapa kreditur memiliki posisi yang sangat kuat, seperti 

kreditur utama atau pihak yang memiliki jaminan keamanan, bisa sulit 

untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Dalam 

situasi seperti ini, debitur dan kreditur perlu mencari solusi yang dapat 

diterima oleh mayoritas kreditur, sambil tetap memperhatikan 

kepentingan minoritas yang mungkin tidak setuju. Selain itu, penting 

untuk diingat bahwa persetujuan kreditur hanyalah satu aspek dari 

keseluruhan proses PKPU. Meskipun persetujuan kreditur diperlukan 

untuk memulai proses PKPU, pengadilan juga akan mempertimbangkan 

berbagai faktor lain dalam mengambil keputusan tentang apakah 

perdamaian yang disepakati oleh kreditor ini layak atau tidak. Ini bisa 

termasuk bukti tentang ketidakmampuan debitur untuk membayar utang-
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utangnya, rencana restrukturisasi utang yang diajukan oleh debitur, dan 

dampak dari PKPU terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat. 

Sesuai Pasal Pasal 285 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan 

(1) Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan 

perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3).  

(2) Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila: 

a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hakuntuk 

menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui 

dalam  perdamaian; 

b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;  

c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan 

dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain 

yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak 

lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau  

d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus 

belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.  

(3) Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam  

 putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dan  

putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik  

Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana  

dimaksud dalam Pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima)  

hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator. 

Dengan demikian, meskipun persetujuan kreditur sangat penting dalam 

proses PKPU, tidak ada jaminan bahwa persetujuan dapat disetujui oleh 

pengadilan. 

 

5. Perlindungan Kepentingan Bersama 

Perlindungan kepentingan bersama adalah salah satu prinsip 

utama yang menjadi landasan dari proses Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU). Dalam konteks ini, PKPU dirancang untuk 

menciptakan solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak 

yang terlibat, termasuk debitur dan kreditur. Tujuan utamanya adalah 

untuk menghindari proses kepailitan yang dapat mengakibatkan 

pemberesan aset dan kerugian yang signifikan bagi semua pihak yang 

terlibat. Dengan adanya PKPU, diharapkan bahwa tercipta kesempatan 

untuk merestrukturisasi utang secara efektif, memungkinkan debitur 
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untuk membayar kembali utangnya dengan cara yang lebih terkelola dan 

berkelanjutan. Ini dapat memberikan perlindungan kepada debitur dari 

risiko kehilangan aset atau sumber daya yang berharga yang dapat terjadi 

dalam proses kepailitan. Sebagai hasilnya, debitur memiliki kesempatan 

untuk memulihkan kestabilan keuangan dan melanjutkan aktivitas bisnis 

atau kehidupan pribadi tanpa harus mengalami kerugian yang tidak 

perlu. 

PKPU juga bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur 

dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pembayaran 

kembali atas utang. Meskipun pembayaran mungkin tertunda atau 

diubah, kesepakatan perdamaian yang dicapai melalui PKPU 

memungkinkan kreditur untuk mendapatkan kembali sebagian atau 

seluruh utang tanpa harus melalui proses kepailitan. Ini memberikan 

jaminan bahwa kreditur masih dapat mendapatkan keuntungan dari 

hubungan kredit dengan debitur, meskipun dalam situasi yang sulit. 

Selain melindungi kepentingan debitur dan kreditur, PKPU juga 

memiliki dampak positif lebih luas pada ekosistem bisnis dan ekonomi 

secara keseluruhan. Ini dapat mengurangi risiko terjadinya kejatuhan 

berantai dalam industri atau sektor tertentu, yang dapat memiliki dampak 

negatif yang luas pada perekonomian secara keseluruhan. 

PKPU juga memungkinkan untuk mempertahankan kontinuitas 

operasional dari bisnis atau usaha yang terlibat. Dengan memungkinkan 

debitur untuk tetap menjalankan bisnis selama proses restrukturisasi 

utang berlangsung, PKPU membantu mencegah gangguan yang 

berlebihan dalam aktivitas ekonomi dan memungkinkan untuk menjaga 

lapangan kerja dan kontribusi ekonomi yang telah dibuat oleh bisnis 

tersebut. Selanjutnya, PKPU juga dapat menciptakan suasana yang lebih 

kondusif untuk penyelesaian konflik secara damai dan terstruktur. 

Dengan memfasilitasi dialog antara debitur dan kreditur, serta dengan 

menyediakan kerangka kerja hukum yang jelas dan terstruktur, PKPU 

membantu mencegah eskalasi konflik yang mungkin terjadi dalam 

situasi keuangan yang tegang. Ini dapat membantu mengurangi biaya 

dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan, serta 

meminimalkan kerugian yang mungkin timbul dari konflik tersebut. 

PKPU juga dapat membantu memelihara reputasi dan integritas 

dari semua pihak yang terlibat. Dengan menyelesaikan masalah 

keuangan secara terstruktur melalui PKPU, debitur dan kreditur dapat 



Buku Ajar  157 

menghindari kerugian reputasi yang mungkin terjadi jika terlibat dalam 

proses kepailitan atau konflik hukum yang panjang dan mahal. Ini dapat 

membantu menjaga kepercayaan dari mitra bisnis, pelanggan, dan 

pemangku kepentingan lainnya, yang merupakan aset berharga dalam 

dunia bisnis dan keuangan. Lebih jauh lagi, PKPU dapat menciptakan 

kesempatan untuk memulihkan hubungan antara debitur dan kreditur 

setelah masalah keuangan diselesaikan. Dengan membangun kembali 

kepercayaan dan kerjasama antara kedua belah pihak, PKPU dapat 

menciptakan dasar yang lebih kuat untuk kerjasama yang saling 

menguntungkan di masa depan. Hal ini dapat membuka pintu untuk 

peluang bisnis baru, kerjasama yang lebih erat, atau bahkan kemitraan 

yang lebih baik di masa mendatang. 

PKPU juga memiliki potensi untuk membantu membangun 

kembali kepercayaan dalam pasar keuangan dan ekonomi secara umum. 

Dengan menyediakan mekanisme yang efektif untuk menangani masalah 

keuangan yang kompleks, PKPU dapat meningkatkan kepercayaan 

investor dan pemangku kepentingan lainnya terhadap stabilitas sistem 

keuangan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif 

untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, 

PKPU juga dapat meminimalkan kerugian yang mungkin timbul akibat 

likuidasi aset yang terjadi dalam proses kepailitan. Dengan 

memungkinkan debitur untuk tetap menjalankan bisnisnya selama proses 

restrukturisasi utang berlangsung, PKPU membantu mempertahankan 

nilai aset dan mencegah kerugian yang tidak perlu bagi semua pihak 

yang terlibat. Ini memberikan perlindungan tambahan bagi kreditur, 

yang dapat mempertahankan nilai investasi daripada menghadapi 

penurunan nilai yang signifikan dalam situasi kepailitan. 

PKPU juga dapat memiliki dampak positif dalam memperkuat 

sistem hukum dan peraturan keuangan. Dengan menyediakan kerangka 

kerja hukum yang jelas dan terstruktur untuk penyelesaian masalah 

keuangan, PKPU membantu memperkuat integritas sistem hukum dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam sistem 

peradilan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan 

dapat dipercaya untuk bisnis dan investasi di masa depan. PKPU juga 

memiliki potensi untuk memberikan pembelajaran yang berharga bagi 

semua pihak yang terlibat tentang manajemen keuangan yang baik dan 

pengelolaan risiko yang efektif. Dengan menghadapi tantangan 
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keuangan secara terstruktur melalui PKPU, debitur dan kreditur dapat 

memperoleh wawasan yang berharga tentang prinsip-prinsip manajemen 

keuangan yang baik, termasuk identifikasi risiko, pengelolaan likuiditas, 

dan pengembangan rencana keuangan yang berkelanjutan. Hal ini dapat 

membantu mencegah terulangnya masalah keuangan di masa depan dan 

meningkatkan ketahanan sistem keuangan secara keseluruhan. 

PKPU juga dapat menciptakan kesempatan untuk inovasi dalam 

praktik restrukturisasi utang dan penyelesaian masalah keuangan secara 

umum. Dengan memabahas solusi baru dan kreatif untuk mengatasi 

masalah keuangan yang kompleks, PKPU dapat membuka jalan bagi 

pengembangan metode dan teknik baru dalam manajemen keuangan dan 

restrukturisasi utang. Hal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi 

perkembangan sistem keuangan secara keseluruhan dan membantu 

mengatasi tantangan keuangan di masa depan dengan cara yang lebih 

efektif. PKPU memiliki potensi untuk memberikan banyak manfaat bagi 

semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah keuangan yang 

kompleks. Dengan menciptakan solusi yang adil dan menguntungkan 

bagi semua pihak, PKPU membantu melindungi kepentingan bersama 

dan mencegah kebangkrutan yang merugikan. Melalui kerjasama yang 

cermat dan komunikasi yang terbuka, debitur dan kreditur dapat 

mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memastikan 

kelangsungan bisnis dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. 

 

B. Hukum Acara Permohonan PKPU 

 

Hukum Acara Permohonan PKPU mengatur prosedur hukum 

yang harus diikuti dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga. Berikut 

adalah beberapa poin penting terkait hukum acara Pengadilan Niaga 

dalam perkara PKPU: 

 

1. Proses Permohonan PKPU 

Proses pendaftaran permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) merupakan tahapan awal yang krusial dalam 

memulai proses penyelesaian keuangan yang kompleks. Tahap ini 

memberikan landasan hukum yang kuat dan mengikat untuk memulai 

proses restrukturisasi utang secara resmi di hadapan Pengadilan Niaga 
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yang memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut. Pengajuan permohonan 

PKPU ini ada 2 cara yaitu ; 

1) Sebagai tangkisan dari permohonan pernyataan pailit dari 

Kreditur. 

2) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh 

Debitur atau Kreditur. 

Dalam proses ini, pemohon harus mematuhi serangkaian 

persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan dan 

prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan keberlangsungan 

proses PKPU dengan lancar dan adil. Pemohon harus memastikan bahwa 

permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga yang memiliki 

yurisdiksi atas tempat kedudukan pemohon atau tempat usaha pemohon 

beroperasi. Hal ini penting karena pengadilan yang memiliki yurisdiksi 

akan bertanggung jawab untuk mengawasi dan memproses proses PKPU 

secara lengkap sesuai dengan hukum yang berlaku. Adanya pemilihan 

pengadilan yang tepat juga memastikan bahwa semua prosedur hukum 

dan administrasi dapat dijalankan dengan efisien dan sesuai dengan 

proses yang telah ditetapkan. 

Pemohon harus memastikan bahwa permohonan PKPU 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang 

Kepailitan. Salah satu syarat yang paling mendasar adalah terkait dengan 

jumlah kreditur dan jumlah utang yang dimiliki oleh pemohon. Pasal 222 

UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang  mempunyai lebih dari 1 

(satu) Kreditor atau oleh Kreditor. 

Pemohon juga harus memastikan bahwa dokumen-dokumen 

yang diperlukan telah disiapkan dan dilampirkan dengan lengkap dalam 

permohonan PKPU. Dokumen-dokumen ini mencakup bukti-bukti yang 

mendukung klaim utang, dokumen-dokumen identitas pemohon, dan 

dokumen-dokumen lain yang relevan dengan kasus tersebut. Kesiapan 

dan kelengkapan dokumen sangat penting untuk memastikan bahwa 

pengadilan memiliki informasi yang cukup untuk mengevaluasi 

permohonan PKPU dengan tepat dan objektif. Selain itu, pemohon juga 

harus mempersiapkan argumen dan penjelasan yang kuat untuk 

mendukung permohonan PKPU. Ini termasuk menyediakan alasan yang 

jelas dan meyakinkan mengapa pemohon membutuhkan proses PKPU 

dan bagaimana proses ini dapat memberikan solusi yang tepat untuk 
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mengatasi masalah keuangan yang dihadapi terutama bagi semua 

kreditor. Penjelasan yang jelas dan rinci gambaran mengenai situasi 

keuangan debitor dan kondisi tagiohan kreditor, rencana restrukturisasi 

utang yang diajukan, dan dampaknya bagi semua pihak yang terlibat 

akan membantu pengadilan dalam membuat keputusan yang adil dan 

tepat. 

Setelah semua persyaratan dan dokumen telah disiapkan dengan 

lengkap, pemohon dapat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan 

Niaga yang bersangkutan. Proses ini biasanya melibatkan pembayaran 

biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan pengajuan 

dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan. Pengadilan akan memeriksa permohonan PKPU yang 

diajukan, memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi, dan 

memutuskan apakah permohonan tersebut layak untuk dilanjutkan ke 

tahap berikutnya.  

Proses pengajuan permohonan PKPU, yaitu sebagai berikut: 

1) Permohonan pernyataan PKPU didaftarkan di Kepaniteraan 

Pengadilan Niaga, tempat domisili debitor sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon 

(Debitor/Kreditor) dan Advokatnya (Pasal 224 ayat (1) UU 

Kepailitan); 

2) Dalam hal Pemohon adalah Debitor, maka permohonan PKPU 

harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang 

serta bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) UU Kepailitan); 

3) Dalam hal Pemohon adalah Kreditor, paling lambat 7 (tujuh) hari 

sebelum hari sidang Pengadilan wajib memanggil Debitor dan 

pada saat sidang tersebut Debitor mengajukan daftar yang memuat 

sifat, jumlah piutang dan utang serta bukti secukupnya dan bila ada 

rencana Perdamaian (Pasal 224 ayat (4) UU Kepailitan); 

4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), (2), (3), 

(4) dan (5) (yaitu Prosedur permohonan pernyataan pailit) berlaku 

mutatis mutandis dalam hal permohonan PKPU;  

5) Permohonan PKPU beserta lampirannya disediakan di 

Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat setiap orang secara 

cuma-cuma; 

6) Dalam hal pemohon PKPU adalah Debitor sendiri, maka paling 

lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permohonan didaftarkan, 
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pengadilan harus mengabulkan PKPU Sementara dan menunjuk 

seorang Hakim Pengawas dan mengangkat 1 (satu) atau lebih 

Pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor (Pasal 

225 ayat (2) UU Kepailitan); 

7) Dalam hal Pemohon adalah Kreditor, maka paling lambat 20 (dua 

puluh) hari sejak tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan 

harus mengabulkan PKPU Sementara dan menunjuk seorang 

Hakim Pengawas dan mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus 

yang bersama Debitor mengurus harta Debitor (Pasal 225 ayat (2) 

UU Kepailitan). 

Terhadap putusan PKPU TIDAK DAPAT diajukan upaya hukum 

apapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan. 

Selama proses pendaftaran permohonan PKPU, pemohon juga dapat 

meminta bantuan profesional dari pengacara atau konsultan keuangan 

yang berpengalaman dalam masalah keuangan dan hukum kepailitan, 

dapat memberikan nasihat dan bimbingan yang berharga dalam 

menyusun permohonan PKPU, memastikan bahwa semua persyaratan 

dan dokumen telah dipenuhi dengan tepat, dan memberikan representasi 

hukum yang kuat di pengadilan jika diperlukan. Keberadaan profesional 

ini dapat membantu memastikan bahwa proses pendaftaran berjalan 

lancar dan efisien serta memaksimalkan peluang sukses dalam 

mendapatkan persetujuan PKPU. Setelah permohonan PKPU diajukan 

dan persyaratan serta dokumen telah dipenuhi, pengadilan akan 

mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk memproses permohonan 

tersebut. Langkah ini mencakup penelitian dan evaluasi terhadap tagihan 

yang diajukan oleh pemohon serta tanggapan atau keberatan yang 

mungkin diajukan oleh kreditur yang terkena dampak. Pengadilan juga 

akan menetapkan jadwal sidang untuk mengadili permohonan PKPU 

secara lebih mendalam. 

Selama proses sidang, pengadilan akan mendengarkan argumen 

dari kedua belah pihak, yaitu pemohon PKPU dan kreditur yang terkena 

dampak. Pemohon akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan 

di balik permohonan PKPU, membahas bukti-bukti yang mendukung 

klaim, dan menjawab pertanyaan dari pengadilan atau pihak lain yang 

terlibat. Di sisi lain, kreditur juga akan diberikan kesempatan untuk 

menyampaikan keberatan, membahas bukti-bukti yang mendukung 

klaim, dan memberikan argumen mengapa permohonan PKPU 
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seharusnya ditolak atau dimodifikasi. Selama proses sidang, pengadilan 

juga dapat meminta masukan dari para ahli atau penasehat yang 

berspesialisasi dalam masalah keuangan dan hukum. Ahli ini dapat 

memberikan pandangan dan analisis yang independen tentang situasi 

keuangan pemohon, rencana restrukturisasi utang yang diajukan, dan 

potensi dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat. Masukan dari 

para ahli ini dapat membantu pengadilan dalam membuat keputusan 

yang lebih informasi dan tepat dalam kasus tersebut. 

Setelah mendengarkan semua argumen, bukti-bukti, dan 

masukan yang disampaikan selama proses sidang, pengadilan akan 

membuat keputusan mengenai permohonan PKPU. Keputusan ini dapat 

berupa persetujuan pemberian PKP, penolakan permohonan PKPU, atau 

penundaan untuk meminta informasi atau bukti tambahan sebelum 

membuat keputusan akhir. Keputusan pengadilan ini akan diumumkan 

secara resmi dan akan menjadi dasar untuk langkah-langkah selanjutnya 

dalam proses PKPU. Jika permohonan PKPU disetujui oleh pengadilan, 

maka proses selanjutnya adalah penunjukan Pengurus PKPU yang akan 

bertanggung jawab untuk mengurus aset dan kegiatan keuangan 

pemohon selama proses PKPU berlangsung. Pengurus PKPU biasanya 

dipilih dari daftar calon yang diajukan oleh pemohon dan disetujui oleh 

pengadilan, akan bertanggung jawab untuk mengawasi dan 

melaksanakan rencana restrukturisasi utang yang telah disetujui, serta 

memberikan laporan berkala kepada pengadilan dan kreditur tentang 

kemajuan yang dicapai. 

Selama proses PKPU, pengadilan melaui hakim pengawas akan 

terus mengawasi dan memantau perkembangan yang terjadi. Pengadilan 

juga dapat meminta laporan berkala dari Pengurus PKPU, memperbarui 

atau memodifikasi rencana restrukturisasi utang jika diperlukan, dan 

memberikan arahan atau keputusan tambahan sesuai dengan 

perkembangan situasi. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk 

memastikan bahwa proses PKPU berjalan dengan lancar dan sesuai 

dengan hukum yang berlaku serta untuk memastikan bahwa kepentingan 

semua pihak yang terlibat dilindungi dengan baik. Selama proses PKPU, 

pengadilan juga dapat memfasilitasi pertemuan atau negosiasi antara 

pemohon dan kreditur untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang 

saling menguntungkan. Dalam beberapa kasus, kesepakatan perdamaian 

dapat mencakup restrukturisasi utang, penghapusan sebagian utang, atau 
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pembayaran dengan cara yang berbeda. Pengadilan akan mengawasi dan 

mengawasi pelaksanaan kesepakatan perdamaian, serta memastikan 

bahwa semua pihak mematuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan 

yang telah disepakati. 

 

2. Pengadilan Niaga sebagai Forum Penyelesaian 

Pengadilan Niaga memiliki peran yang sangat penting dalam 

menangani perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

Sebagai forum penyelesaian yang memiliki yurisdiksi khusus dalam 

masalah perdagangan dan bisnis, Pengadilan Niaga bertanggung jawab 

untuk memeriksa secara cermat setiap permohonan PKPU yang diajukan 

dan membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Pengadilan 

akan memeriksa dengan seksama setiap permohonan PKPU yang 

diajukan oleh pemohon. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap 

persyaratan dan dokumen yang disertakan dalam permohonan, termasuk 

memastikan bahwa pemohon telah memenuhi semua kriteria yang 

ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan dan prosedur yang berlaku. 

Pengadilan juga akan meneliti apakah semua informasi yang diperlukan 

telah disampaikan dengan jelas dan apakah alasan yang diajukan oleh 

pemohon memadai untuk mengajukan PKPU. 

Pengadilan akan mengadili perkara PKPU dengan 

mempertimbangkan argumen dan bukti yang disajikan oleh kedua belah 

pihak, yaitu pemohon PKPU dan kreditur yang terkena dampak. 

Pengadilan akan memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan 

yang sama untuk menyampaikan pendapatnya dan memberikan bukti 

yang mendukung klaim. Proses pengadilan ini dilakukan dengan 

mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, serta dengan 

memastikan bahwa semua keputusan didasarkan pada hukum dan fakta 

yang relevan. Selama proses pengadilan, pengadilan Niaga akan 

berusaha untuk mencari solusi yang paling tepat dan menguntungkan 

bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus PKPU. Hal ini dapat 

mencakup memfasilitasi negosiasi antara pemohon dan kreditur untuk 

mencapai kesepakatan perdamaian yang saling menguntungkan atau 

memberikan arahan kepada kedua belah pihak tentang langkah-langkah 

yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah keuangan yang ada. 

Pengadilan juga akan memberikan pertimbangan yang adil terhadap 
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kepentingan semua pihak dan berusaha untuk mencapai keputusan yang 

adil dan seimbang. 

Pengadilan juga memiliki peran penting dalam memastikan 

bahwa proses PKPU berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang 

berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa semua prosedur hukum telah 

diikuti dengan benar, semua persyaratan telah dipenuhi, dan semua 

keputusan didasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta yang relevan. 

Pengadilan juga akan memastikan bahwa semua pihak mematuhi 

keputusan pengadilan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan 

perintah yang diberikan. Pengadilan Niaga juga memiliki kewenangan 

untuk mengambil langkah-langkah tambahan jika diperlukan untuk 

memastikan bahwa proses PKPU berjalan dengan lancar dan efektif. Ini 

termasuk memberikan arahan kepada para pihak yang terlibat, meminta 

informasi atau bukti tambahan jika diperlukan, atau menetapkan jadwal 

sidang tambahan untuk menyelesaikan masalah yang tertunda. 

Pengadilan juga dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk 

memastikan keamanan dan integritas dari semua aset yang terlibat dalam 

proses PKPU. 

Pengadilan Niaga juga bertanggung jawab untuk memberikan 

putusan akhir mengenai permohonan PKPU yang diajukan. Putusan ini 

akan menjadi dasar untuk langkah-langkah selanjutnya dalam proses 

PKPU, termasuk penunjukan Pengurus PKPU, pelaksanaan rencana 

restrukturisasi utang, dan pengawasan proses PKPU secara keseluruhan. 

Keputusan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan 

harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat. Pengadilan Niaga juga 

memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan keamanan dari 

semua proses PKPU. Ini termasuk memastikan bahwa semua informasi 

yang sensitif dan rahasia dijaga kerahasiaannya, bahwa semua aset yang 

terlibat dalam proses PKPU dilindungi dengan baik, dan bahwa semua 

pihak yang terlibat dalam proses PKPU diperlakukan dengan adil dan 

hormat. 

Pengadilan Niaga juga memiliki tanggung jawab untuk 

memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses PKPU. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang 

saling menguntungkan dan memfasilitasi proses restrukturisasi utang 

yang berhasil. Pengadilan dapat berperan sebagai mediator atau 

fasilitator dalam negosiasi antara pemohon PKPU dan kreditur untuk 
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mencapai kesepakatan perdamaian yang dapat diterima oleh semua 

pihak. Selama proses negosiasi, pengadilan dapat memberikan arahan 

dan bimbingan kepada kedua belah pihak tentang opsi-opsi yang tersedia 

dan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Pengadilan juga dapat 

memberikan dorongan untuk menemukan solusi yang saling 

menguntungkan yang memungkinkan pemulihan keuangan yang 

berkelanjutan bagi pemohon sambil memenuhi kewajiban terhadap 

kreditur. Dengan demikian, peran pengadilan sebagai mediator atau 

fasilitator dapat membantu mempercepat proses penyelesaian dan 

meminimalkan potensi konflik antara pihak-pihak yang terlibat. 

Pengadilan Niaga juga bertanggung jawab untuk memastikan 

bahwa semua keputusan yang diambil dalam proses PKPU didasarkan 

pada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan. Ini melibatkan 

pengawasan terhadap semua proses hukum dan administratif yang terjadi 

selama proses PKPU, termasuk penunjukan Pengurus PKPU, 

pelaksanaan rencana restrukturisasi utang, dan pengawasan penggunaan 

aset pemohon. Pengadilan juga dapat mengambil tindakan jika terjadi 

pelanggaran hukum atau penyalahgunaan proses yang dapat merugikan 

kepentingan pihak lain. Selain itu, Pengadilan Niaga juga memiliki 

tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum kepada semua 

pihak yang terlibat dalam proses PKPU. Ini termasuk memberikan 

penjelasan yang jelas dan transparan tentang proses hukum yang terlibat, 

hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dan implikasi dari 

keputusan yang diambil oleh pengadilan. Dengan memberikan kepastian 

hukum, pengadilan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif 

untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan efisien. 

Pengadilan Niaga juga memiliki peran dalam memberikan 

perlindungan terhadap kepentingan bersama semua pihak yang terlibat 

dalam proses PKPU. Ini termasuk memastikan bahwa semua aset yang 

terlibat dalam proses PKPU dilindungi dari risiko gangguan atau 

penyalahgunaan, bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil dan 

setara di hadapan hukum, dan bahwa semua keputusan yang diambil oleh 

pengadilan didasarkan pada pertimbangan yang teliti dan obyektif. 

Dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan bersama, 

pengadilan membantu memastikan bahwa proses PKPU berjalan dengan 

lancar dan efisien serta menghasilkan hasil yang adil dan seimbang bagi 

semua pihak yang terlibat. Pengadilan Niaga juga memiliki tanggung 
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jawab untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan 

penyelesaian sengketa di Indonesia. Ini melibatkan memberikan layanan 

yang berkualitas dan profesional kepada semua pihak yang terlibat dalam 

proses PKPU, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan 

transparan dan akuntabel, dan memastikan bahwa keputusan yang 

diambil oleh pengadilan didasarkan pada hukum dan fakta yang relevan. 

Dengan menjaga kepercayaan publik, pengadilan membantu 

memastikan bahwa proses PKPU dianggap sebagai mekanisme yang 

dapat diandalkan dan efektif untuk menyelesaikan sengketa keuangan di 

Indonesia. 

 

C. Akibat Hukum PKPU 

 

Akibat hukum dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) adalah beragam dan dapat memengaruhi berbagai pihak yang 

terlibat dalam proses tersebut. Berikut adalah beberapa akibat hukum 

yang dapat timbul dari PKPU: 

 

1. Akibat Hukum PKPU 

Pada konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 

keamanan dalam melakukan transaksi bisnis merupakan aspek yang 

sangat penting bagi debitur. Proses PKPU memberikan perlindungan 

kepada debitur dari berbagai risiko yang dapat mengancam 

kelangsungan usaha dan reputasi di pasar. Dalam uraian ini, kita akan 

memabahas bagaimana PKPU memberikan keamanan dalam melakukan 

transaksi bisnis bagi debitur, serta dampaknya terhadap reputasi dan 

keberlanjutan usaha. Salah satu manfaat utama dari PKPU adalah bahwa 

proses ini memberikan debitur perlindungan hukum dari tindakan-

tindakan yang dapat merugikan keberlangsungan usaha dan reputasi di 

pasar. Dengan mengajukan permohonan PKPU, debitur dapat 

memperoleh waktu tambahan untuk merestrukturisasi keuangan tanpa 

terganggu oleh tuntutan atau tindakan hukum yang mungkin merugikan 

reputasi di mata kreditur, mitra bisnis, atau masyarakat umum. 

Pengajuan PKPU dapat memberikan sinyal kepada para 

pemangku kepentingan bahwa debitur sedang berusaha untuk 

menyelesaikan masalah keuangannya dengan cara yang terorganisir dan 

terkendali. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan 
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dari pihak-pihak terkait, karena mengetahui bahwa debitur sedang 

melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi tantangan 

keuangan yang dihadapi. Dengan adanya perlindungan dari PKPU, 

debitur juga dapat menjaga reputasi di pasar. Tanpa terbebani oleh 

ancaman tindakan hukum yang dapat merusak citra sebagai mitra bisnis 

yang dapat diandalkan, debitur dapat fokus pada menjalankan operasi 

bisnis dengan baik dan memperbaiki kinerja tanpa terganggu oleh 

gangguan eksternal yang tidak perlu. 

Proses PKPU juga memberikan debitur kesempatan untuk 

merestrukturisasi keuangan secara menyeluruh, yang dapat membantu 

meningkatkan keberlanjutan usaha di masa mendatang. Dengan 

mengatur ulang struktur keuangan, debitur dapat mengurangi beban 

utang dan meningkatkan likuiditas, yang pada gilirannya dapat 

membantu memulihkan kinerja keuangan dan meningkatkan 

kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan di masa mendatang. 

Selain memberikan perlindungan dari tindakan eksternal yang 

merugikan, PKPU juga dapat memberikan kesempatan bagi debitur 

untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasi bisnis dan 

mengidentifikasi area-area di mana dapat melakukan perbaikan atau 

efisiensi. Dengan melakukan perubahan yang diperlukan untuk 

meningkatkan kinerja operasional, debitur dapat memperbaiki reputasi 

sebagai entitas bisnis yang kompeten dan profesional di mata para 

pemangku kepentingan. 

Selama proses PKPU, debitur juga dapat memanfaatkan 

kesempatan untuk melakukan negosiasi dengan kreditur dan pihak lain 

yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi 

semua pihak. Dengan mengadakan pembicaraan yang terbuka dan 

transparan, debitur dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan 

kreditur dan mendapatkan dukungan dalam merestrukturisasi keuangan. 

Meskipun PKPU memberikan perlindungan dan kesempatan bagi 

debitur untuk menjaga reputasi dan kelangsungan usahanya, proses ini 

juga membutuhkan komitmen yang kuat dari debitur untuk mematuhi 

semua ketentuan yang ditetapkan oleh pengadilan dan untuk bekerja 

sama dengan semua pihak yang terlibat dalam proses restrukturisasi 

keuangan. 

PKPU juga dapat memberikan manfaat bagi kreditur dengan 

memastikan bahwa memiliki mekanisme yang terstruktur untuk 
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menyelesaikan masalah keuangan dengan debitur. Dengan berpartisipasi 

dalam proses PKPU, kreditur dapat memiliki kesempatan untuk 

memperoleh kembali sebagian atau seluruh dana yang dipinjamkan 

kepada debitur, daripada menghadapi risiko kehilangan nilai aset melalui 

proses kebangkrutan. Dengan demikian, keamanan dalam melakukan 

transaksi bisnis adalah salah satu manfaat utama dari PKPU bagi debitur. 

Dengan memberikan perlindungan hukum dan kesempatan untuk 

merestrukturisasi keuangan tanpa terganggu oleh tindakan eksternal 

yang merugikan, PKPU membantu debitur menjaga reputasi dan 

kelangsungan usaha di pasar. Dengan dukungan yang tepat dari semua 

pihak yang terlibat, proses PKPU dapat menghasilkan hasil yang 

menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dan membantu debitur 

kembali ke jalur keberhasilan finansial. 

Beberapa akibat hukum dalam proses PKPU yakni Terhadap 

Debitor itu sendiri, menurut UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU (UUK-PKPU):  

1) Untuk mengurus kekayaannya, harus bersama-sama dengan 

Pengurus; (Pasal 240 ayat 1 UUK).  

2) Perbuatan Debitur yang dilakukan tanpa persetujuan Pengurus 

PKPU, tidak megikat harta Debitur kecuali perbuatannya 

menguntungkan harta Debitur PKPU (Pasal 240 ayat 3 UUK) 

3) Tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya dan semua 

tindakan eksekusi yang telah dimulai gunda mendapatkan 

pelunasan utang harus ditangguhkan. (Pasal 242 UUK)  

4) Dalam perkara PKPU, dapat di mungkinkan terjadinya perjumpaan 

hutang (Pasal 247 UUK).   

Selanjutnya akibat hukum Terhadap Perkara Perdata PKPU tidak 

menghentikan berjalannya perkara perdata. Debitur tidak dapat menjadi 

Penggugat ataupun Tergugat tanpa persetujuan Pengurus. (Pasal 243 

UUK), Akibat Hukum Terhadap Harta:  

Demi hukum tindakan eksekusi yang telah dimulai guna 

mendapatkan pelunasan utang harus ditangguhkan, semua sita yang ada 

gugur (Pasal 242 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan); 

Dalam proses putusan PKPU berakibat hukum juga terhadap 

Kreditor , dalam hal terjadi PKPU Kreditor berhak mendapatkan 

pembayaran bersama-sama menurut imbalan masing-masing; (Pasal 245 
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UUK) dan Terhadap karyawan, maka dalam hal terjadi PKPU, Debitur 

di perkenankan melakukan PHK (Pasal 252 UUK) 

 

2. Tugas dan Fungsi Pengurus PKPU 

Syarat seorang Kurator dapat diangkat menjadi Pengurus dalam 

perkara Kepailitan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 234 ayat (1) 

UU Kepailitan, syaratnya: 

• Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kemenkumham 

• Harus independen. 

• Tidak mempunyai benturan kepentingan. 

• Tidak sedang menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari 

3 (tiga). 

 Bahwa dalam hal terjadi PKPU, maka sesuai dengan yang 

diamanatkan dalam Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan maka tugas utama 

seorang Pengurus adalah bersama-sama dengan Debitor PKPU 

melakukan pengurusan harta PKPU. 

Setelah putusan atas Permohonan PKPU dikabulkan, maka Debitor 

PKPU dikatakan dalam keadaan PKPU Sementara dan dalam putusan 

yang sama ditunjuk seorang Hakim Pengawas dan diangkat seorang atau 

beberapa Pengurus (Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan). Adapun langkah 

selanjutnya yang dilakukan pengurus adalah: 

1) Pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal 

dengan surat tercatat untuk menghadap dalam sidang yang 

diselenggarakan paling lama 45 hari sejak putusan PKPU 

Sementara diucapkan (Pasal 225 ayat (4) UU Kepailitan) dan 

juga wajib segera mengumumkan putusan PKPU Sementara 

(Pasal 226 ayat (1) UU Kepailitan. 

2) Adapun jangka waktu berlakunya PKPU sementara adalah sejak 

tanggal putusan PKPU Sementara diucapkan dan berlangsung 

sampi dengan sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 

ayat (1) terselanggara (Pasal 227 UU Kepailitan), atau untuk 

lebih sederhananya jangka waktu PKPU Sementara adalah paling 

lama 45 Hari sejak putusan PKPU Sementara diucapkan. 

3) Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang PKPU Sementara 

sebagaimana tersebut pada poin 8 diatas, maka Pengadilan Wajib 

menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama (Pasal 225 

ayat (5) UU Kepailitan); 
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4) Selanjutnya pada sidang sebagaimana dimaksud diatas, atas 

permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau 

penolakan PKPU Tetap, adapun maksud dan tujuan PKPU Tetap 

adalah untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana 

perdamaian pada rapat atau sidang berikutnya (Pasal 228 ayat (4) 

UU Kepailitan); 

5) Dalam hal ini Kreditor yang dimaksud pada poin 4 diatas adalah 

hanya Kreditor Konkuren sebagaimana disebutkan pada 

penjelasan pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan; 

6) Apabila PKPU tetap disetujui maka PKPU tetap tersebut, berikut 

perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh 

puluh) hari sejak putusan PKPU Sementara di ucapkan (Pasal 

228 ayat (6) UU Kepailitan); 

7) Pemberian perpanjangan atas PKPU Tetap ditetapkan oleh 

pengadilan berdasarkan: Setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis 

Hakim dapat mengabulkan PKPU sementara menjadi PKPU 

tetap dengan syarat sebagai berikut: 

• Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang 

haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan 

mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang 

diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren 

atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut: dan  

• Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang piutangnya 

dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, 

hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir 

dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan 

kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. 

 

D. Soal Latihan 

 

1. Pada konteks hukum kepailitan, bagaimana Anda akan menjelaskan 

secara rinci apa yang dimaksud dengan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) dan perbedaannya dengan proses 

kepailita? 

2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan 

agar memenuhi kriteria untuk mengajukan PKPU? Jelaskan secara 
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terperinci bagaimana syarat-syarat mengajukan permohonan 

PKPU? 

3. Sebuah perusahaan menemui kesulitan keuangan yang signifikan. 

Namun, perusahaan tersebut ragu apakah harus mengajukan PKPU 

atau langsung menuju proses kepailitan. Jelaskan secara terinci 

faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam 

memutuskan apakah PKPU adalah langkah yang tepat bagi 

perusahaan tersebut. 

4. Sebuah perusahaan mengajukan PKPU, tetapi salah satu krediturnya 

tidak setuju dengan rencana perdamaian yang diajukan. Bagaimana 

mekanisme penyelesaian sengketa seperti ini diatur dalam hukum 

acara, dan apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh 

kedua belah pihak? 

5. Jelaskan apa saja akibat hukum dari PKPU? 
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Proses hukum kepailitan merupakan perangkat penting yang 

memungkinkan penyelesaian yang adil dan efisien bagi perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan. Dengan memahami prosedur-prosedur 

yang terlibat, pembaca dapat mengelola kasus-kasus kepailitan dengan 

lebih baik, menjaga kepentingan berbagai pihak yang terlibat, dan 

memastikan pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, pembahasan 

tentang peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam proses 

kepailitan, seperti pengusaha, kreditur, dan kurator, memberikan 

wawasan yang penting tentang dinamika hubungan dalam konteks 

kepailitan. Keberhasilan proses kepailitan sering kali bergantung pada 

kerjasama dan komunikasi yang baik antara semua pihak terkait. 

Pemahaman tentang etika profesional dalam praktik hukum 

kepailitan juga merupakan hal yang krusial. Prinsip-prinsip integritas, 

kejujuran, dan keadilan harus selalu dijunjung tinggi dalam setiap 

langkah yang diambil dalam proses kepailitan, demi menjaga 

kepercayaan dan integritas sistem hukum. Hukum kepailitan bukanlah 

sekadar serangkaian prosedur hukum, tetapi juga merupakan instrumen 

yang memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan 

melindungi kepentingan berbagai pihak dalam konteks bisnis modern. 

Dengan pemahaman yang mendalam dan penerapan prinsip-prinsip etika 

yang kuat, pembaca diharapkan dapat menghadapi tantangan-tantangan 

dalam konteks hukum kepailitan dengan lebih kompeten dan percaya 

diri. 
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Aktiva  Semua harta, properti, dan sumber daya finansial 

yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau 

entitas hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

investasi, inventaris, dan piutang. 

 

Aset  Segala jenis harta atau properti yang memiliki nilai 

ekonomis, dapat berupa tanah, bangunan, 

kendaraan, investasi, atau hak kekayaan intelektual. 

 

Debitor  Pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar 

utang kepada kreditur, sering kali dalam konteks 

hukum kepailitan merujuk pada individu atau 

perusahaan yang tidak mampu memenuhi 

kewajiban keuangannya. 

 

Kepailitan  Kondisi hukum yang menyatakan bahwa seorang 

individu atau perusahaan telah kehilangan 

kemampuannya untuk membayar utangnya secara 

tepat waktu, sering kali mengakibatkan proses 

hukum di mana aset debitor dijual untuk membayar 

kreditur. 

 

Kreditor  Pihak atau entitas yang memiliki klaim hukum atas 

aset atau pendapatan debitor sebagai imbalan atas 

pinjaman atau layanan yang diberikan, sering kali 

mencakup bank, pemasok, dan pemegang obligasi. 

 

Kurator  Individu yang ditunjuk oleh pengadilan untuk 

mengelola aset dan urusan keuangan debitor selama 

proses hukum kepailitan, dengan tanggung jawab 

untuk memaksimalkan nilai aset dan membagikan 
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hasilnya kepada kreditur sesuai dengan hukum yang 

berlaku. 

Liabilitas  Kewajiban finansial atau utang yang dimiliki oleh 

individu, perusahaan, atau entitas hukum kepada 

pihak lain, yang bisa berupa hutang dagang, utang 

bank, atau kewajiban jangka panjang lainnya. 

 

Pemberesan Proses hukum di mana aset debitor dijual dan 

hasilnya digunakan untuk membayar utang kepada 

kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang 

ditetapkan oleh hukum kepailitan. 

 

Pailit  Status keuangan di mana seorang individu atau 

perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban 

keuangannya dan dinyatakan oleh pengadilan 

sebagai tidak mampu membayar utang. 

 

Pasiva  Totalitas utang dan kewajiban finansial yang 

dimiliki oleh individu, perusahaan, atau entitas 

hukum pada suatu waktu tertentu, termasuk hutang 

dagang, utang bank, dan kewajiban pajak. 

 

Penggugat  Pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan 

hukum terhadap pihak lain di hadapan pengadilan, 

dengan tujuan untuk menegakkan haknya atau 

mendapatkan kompensasi atas kerugian yang 

diderita. 

 

Piutang  Jumlah uang atau nilai yang harus dibayar kepada 

seseorang atau perusahaan sebagai hasil dari 

transaksi jual beli, pemberian pinjaman, atau 

penyediaan layanan. 
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SINOPSIS 

 

 

 

Buku ajar “Hukum Kepailitan” ini membahas secara mendalam 

mengenai hukum kepailitan, sebuah domain yang penting dalam dunia 

bisnis. Dari konsep dasar hingga praktiknya, pembaca diberikan 

wawasan tentang proses kepailitan. Penulis menjelaskan implikasi 

ekonomi dan sosial dari kepailitan, serta memberikan wawasan tentang 

bagaimana menghadapi tantangan yang muncul. Dengan berbagai 

contoh kasus dan analisis mendalam, pembaca diperkenalkan pada 

berbagai aspek hukum kepailitan, termasuk prosedur hukum, hak dan 

kewajiban pihak yang terlibat, serta strategi yang bisa diambil dalam 

menghadapi situasi kepailitan. Sebagai panduan yang komprehensif, 

buku ini ditujukan bagi para praktisi hukum, pemilik bisnis, investor, dan 

siapa pun yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum kepailitan 

dan dampaknya dalam lingkungan bisnis. 


